LAMPIRAN A

Transkrip Hasil Wawancara

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-Ul, 2008



Ir, Parmono Anung Wibowo, MM, Sekjen PDI Perjuangan

Wawancara dengan Ir. Parmono Anung Wibawo, MM selaku Sekjen DPP PDI
Perjuangan pada tanggal 25 September 2007 di kantor DPP PDI Perjuangan,
Lenteng Agung - Jakarta.

Bagaimana pandangan PDI Perjuangan terhadap kondisi Indonesia pasca Orde Baru?
Sekarang ini masuk pada fase reformasi dimana demokratisasi menjadi banpunan
dasamya. Hal paling penting dari demokrasi adalah bahwa semua harus diatur
berdasarken aturan main demokrasi. Hanya memang antara demokrasi dan prosporety
yang menjadi harapan masyarakat selama kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir belum
terpenuhi walaupun demokrasi yang sudah {erbangun relatif sudah berjalan lebih
demokratis dalam sepala tatanan. Proses demokrasi itu memang tidak Iahir begitu saja, ia
dilahirkan oleh gerakan mahasiswa, oleh para tokoh yang merupakan lokomotif
demokrasi. Untuk sekarang ini diharapkan bahwa era demokrasi mampu memberikan
prospority dengan demokrasi yang dibangun, sebab jika dibandingkan dengan negara-
nepara yang tidak menjalankan demokrasi secara penuh temyata economi grouth mereka
lebih bagus daripada Indonesia. Sehingpa ada pertanyaan besar apakah demokrasi mampu
memberikan prospority atau kesejahteraan itu sendiri. Akan tetapi saya berkeyakinan
bahwa bangsa sebesar ini tidak boleh tergoda untuk kembali ke rezim otoritarian seperti
era Soeharto schingga pembangunan system building terhadap demokrasi harus tetap
dilanjutkan.

Pendapat andz terhadap gejala disintegrasi nasional belakangan ini bagaimana?
Disintegrasi nasional muncul akibat dari ketidak sabaran elit untuk menerapkan aturan
main dan sistem yang benar. Sebenamya demokrasi itu harus memperkuat - kekuatan
unity dari negara kesatuan akan tetapi pada kenyataannya beberapa persoalan lokal
seringkali muncul karena adanya keinginan yang kuat dar sentralisme menjadi
desentralisasi, termasuk dalam desenmralisasi persoalan kebijakan yang sebelumnya ada
dipusat. Dan ifulah yang memancing tarik-menarik antara kekuatan daersh dengan
kekuatan pusat tetapi sekarang mulai ada keseimbangan Dewasa ini mulai timbul
kebutuhan akan kebangsaan, kebutuhan akan nation, kebutuhan akan kemajemukan yang
merupakan kebutuhan pokck bangsa - mulai disadari secara bersama-sama.

Apa langkah stralegis PDI Perjuangan mencegah disintegrasi tersebut?

PDI Perjuangan adalah partai yang ada ditengah - mengusung masalah kebangsaau,
nastonalisme, pluratisme ditambah dengan frame lainnya sebagai partai yang berideologi
Pancasila. Dan menjadi dasar kerangka berfikir PDI Perjuangan bahwa menjaga keutuhan
itu merupakan hal paling utama. Bahwa ada tarikan primordialisme merupakan kekayaan
daerah yang tidak boleh dihilangkan tetapi tetap harus berfikir bahwa itu harus menjadi
satu kesatuan dari unity sebuah negara kepulauan. Oleh karena itu harus mulai kembali
dibicarakan mengenai ideologi yang mempersatukan kita yaitu ideologi Pancasila.
Dimana Pancasila tidak dibungkus lagi kedalam P4 atau BP7 tetapi Pancasila yang
mempunyai ideologi kemajemukan itulah yang diterapkan - menjadi konsen utama PDI
Perjuangan masalah kemajemukan atau pluralisme.

Saat ini PDI Perjuangan menggunakan Pancasila 1 juni 1945 sebagai azas tetapi
menolak azas tunggal, apa arti penting Pancasila { juni bagi PDI Perjuangan?

Pancasila 1 juni 1945 adalah lahimya Pancasila ketika Bung Karmo pertama kali
menyampaikan pidato tentang Pancasila sehingga spirit itulah yang harus ditangkap
secara keseluruhan, Bahwa hasil perasannya adalah 5 sila seperti yang kita kenal
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sekarang merupakan hal yang diterima secara keseluruban tetapi didalam pandangan
Bung Kamo tentang ideologi Pancasila sebepmamya diharapkan bahwa ideologi ini
menjadi jembatan emas untuk menuju keseberang kehidupan yang lebih baik, Dan
semangat ini yang digunakan oleh PDI Perjuangan. Terkaitkan dengan azas tunggal yang
ditolak oleh PDI Perjuangan, bahwa semua parpol selama hidup di Indonesia seharusnya
berideologi Pancasila yang ada didalam pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi kita
bersama. Apakah perlu menjadi azas atau tidak! PDI Perjuangan tidak melihat bahwa itu
perlu dipaksakan menjadi azas. Sebab yang paling penting bagi PDI Pefjuangan adalah
platform ideologi yang sama yaitu ideologi Pancasila.

Apakah itu menegaskan perbedaan PDI Perjuangan dengan partai lain yang juga
berideologi Pancasila?

Memang orang melihat bahwa PDI Perjuangan dalam hal Pancasila lebih konservatif,
lebih fundamentalis dalam persoalan-persoalan nasionalisime karena tidak banyak partai
yang mencantumkan ideologinya dalam AD/ART. Sebab, jika partai lain mencanfumkan
Pancasila hanya sebagai azas maka PDI Perjuangan menyatakan bahwa Pancasila 1 juni
1945 merupakan ideclogi. Sehingga ideologi inilah yang menjadi light star (bintang
penuntun) didalam bergerak. Dan itulah yang kami gunakan - mungkin berbeda dengan
partai lain,

Dalam sejarahrya PDI atau PDI Perjuangan merupakan hasil fusi dari beberapa parpol,
Apakah unsur-unsur fusi itu masth dipertahankan?

Unsur fusi itu sekarang sudah hampir tidak ada lagi, yang ada adalah PDI Perjuangan
Ketika masa Orde Baru suasana fusi itu masih ada tetapi sekarang yang ada adalah PDI
Perjuangan. Bahwa kami memiliki historis dengan PNI, PARKINDO, Partai Katolik itu
bukan sesuatu yang mudah — itu adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa dipisahkan.
Tapi PDI Pejuangan sekarang mempunyai konstituennya sendiri. Konstituen tersebut
terbangun dengan historis yang lama namun banyak konstituen baru sehingga secara
praktis persoalan fusi sudah selesai di PDI Perjuangan.

Bisa anda diskripsikom penyebab perpercahan / konflik yang dialami oleh PDI atau PDI
Perjuangan?

Pertama, PDI atau PDI Perjuangan adalah partai hasil fusi yang dipaksakan oleh Orde
Baru karena hegemoni pada waktu itu hanya memberikan peluang kepada Golkar untuk
selalu berkuasa sedangkan partai-partai lain khan dipaksakan Dimana kemudian P3
pecah menjadi banyak partai yang semuanya berazas Islam, seperti PBR, PBB, PKB,
PAN, PKS. Demikian juga dengan partai nasiopalis yang ada pada PDI Perjuangan.
Tetapi perbedaannya adalah fragmentasi yang pada waktu itu afiliasinya ke P3 menjadi
lebih banyak partai-partai Islam dengan kekuatan yang seimbang, sedangkan partai
nasionalis yang afiliasinya ke PDI pada waktu itu sekarang ini tinggal PDI Perjuangan
yang dominan jika dibandingkan yang lain - yang lain khan sangat kecil. Namun sgjak
kurun 2004, PDI Perjuangan mengalami proses pendewasaan yang luar biasa karena
didalamnya dibangun sistym building-aturan main kepartaian. Nah, sejak sistym building
itu terbangun maka konflik itu praktis tidak ada. Dimana hampir tidak pernah ada lagi
yang namanya demo didepan kantor DPP jika dibandingkan dengan dulu yang hampir
setiap harl. Dan itulah yang menjadi kekuatan PDI Perjuangan saat ini.

Bagaimana pola rekruitmen yang dilatoukan oleh PDI Perjuangan?
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Rekuritmen kami sangat terbuka! PDI Perjuangan sekarang sudah menggunakan sistem
skoring dan juga riset atau poling, Untuk rekruitmen menjadi kepala Daerah, selain
dukungan dari internal maka dia harus memenangkan riset atau poling yang diadakan
oleh partai secara independen. Dan semua pemilihan tidak ada yang tidak kami polling
karena itu PDI Perjuangan unggul jika dibandingkan dengan partai-partai lain, sepert
Jawa Timur! Dan sekarang ini praktis PDI Perjuuangan lebih leading daripada partai lain
untuk pemilihan Gubenur langsnng. Kami sekarang 10 Gubenur dari PDI Perjuangan
kemudian untuk Bupati / Walikota dari yang sudah terjadi pemilihan ita hampir 43%.
Adapun pemilu legisiatif nanti tetap kami lakukan polling. Satu tentu adalah jejak rekam
dia didalam partai — kapabelitas, kapasitas, loyalitas didalam - struktur partai; kedua kami
melakukan polling; ketiga kami juga membuka untuk fresh blood guna memperkuat
partai - darah baru ini tentu adalah orang-orang yang mempunvai nama dipublik.

Regenerasi didalam partai saat ini dilakukan seperti apa?

Sekarang ini, praktis pimpinan-pimpinan partai pada tingkat propinsi dan daerah sudah
muda. Sedangkan di level nasional memang masih Tbu Megawati, tetapi praktis DPP
sekarang ini adalah DPP-nya anak muda, karena moyoritas adalah orang-orang dibawah
umur 43 tahun yang memimpin partai saat ini. Dengan demikian proses regenerasi
berjalan secara alamiah, itulah yang saya sebut dengan membangun system building dan
partai.

Bagaimana dengan sinyalemen bahwa PDI Perjuangan ada nuansa Nepotisme?

Praktis sebenamya kekerabatan tidak terlalu ya! Tetapi dipartai manapun apabila
suasananya itu sudah berjalan dengan baik tentu rekruitmen kekeluargaan itu memang
ada, tetapi relatif kecil jika dibandingkan dengan besamnya partai ini. Bahwa ada 1 orang
kemudian anakmya aktif itu ya — bagaimanapun dia sudah aktif sejak kecil dengan
bapaknya.

Bagaimana pendidikan politik yang dilalkukan oleh PDI Perjuangan baik kepada
kadernya maupun masyarakat?

Kami melakukan berbagai bentuk kaderisasi: ada kaderisasi yang untuk ideologi dan it
ada dibawah bidang kekaderan tetapi ada kaderisasi yang bersifat program. Dan sekarang
ini Jebih menonjolkan pada kaderisasi yang bersifat program. Dimana sudah sampai ke
angkatan 36. Mereka dilatih tidak lagi hanya tentang kepartaian tetapi bagaimana kader
berladang, menjadi mekanik, membuat mie. Hal itu yang kami lakukan dan sekarang
menjadi kekuatan PDI Perjuangan - sebagai kekuatan utama kami. Bahkan selain
masalah-masalah ekonomi rakyat, kami juga ada pendidikan khusus untuk Kiai
Kampung. Sekarang sudah angkatan ke4 bagi aktivis Gereja, Katolik, Hindu dan lain
sebagainya. -

Dalam sejarah politik Indonesia tidak ada partai dominan kecuali era Orde Baru. Oleh
karena itu partai harus berkoalisi dengan partai lain menciptakan stabilitas politik, apa
ukuran PDI Perjuangar untuk memilih kawan koalisi?

Dalam era multi partai tidak mungkin sebuah parpol itu bisa menjadi mayoritas funggal -
lebih dari 50%. Pada era ini mungkin hanya PDI Perjuangan pada tahun 1999 yang
mampu menjacapai 34%. Sedangkan ukuran untuk berkoalisi bagi PDI Perjuangan adalah
persamaan persepsi dan pandangan terhadap kebangsaan- sehingga kesamaan platform itu
menjadi penting. Apakah harus nasionalis denpan nasionalis? Tidak, kami bisa
bekerjasama dengan P3, misalnya ketika [bu — Pak Hamzah Haz. Dimana dasamya
adalah kesamaan paham Kkebangsaan sehingga tidak ada keraguan untuk melihat
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persoalan kebangsaan dan itulah yang menjadi ukuran utama - cara pandang terhadap
persoalan negara.

Kehidupan negara nasional seperti apa yang hendak dikembangkan PDI Perjuangan?
Indonesia ini khan mempunyai keunikan ya! Dimana ada 22 ribu pulan dengan efnisitas
lebih dari 200 suku, kemudian bahasanya lebih dari 700 bahasa. Hal itu menjadi kekuatan
yang oleh Bung Kamo disebut dengan taman sarinya Indonesia. Dengan demikian apa
yang menjadi kekuatan yang harus dikembangkan adalah kekuatan menghidupkan
kelompok-kelompok etmisitas ini untuk tumbuh bersama-sama. sehingga tidak ada
hegemoni atau kekuatan yang dominan; katakanlsh Jawa yang dominan kemudian, tidak
ada. Inilah yang menjadi kekuatan kami — cuture inilah yang dilakukan maka PDI
Perjuangan sekarang kuat di Indonesia Timur yang dulu menjadi basis Golkar, misalnya
di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara. Semva Gubenurnya dari PD1 Perjuangan
karena kami kembangkan itu. Dimana kekuatan-kekuatan daerah menjadi kekuatan
bangsa secara nasional.

Bagaimana PDI Perjuangan memandang Bung Karno?

Bung Kamo ini khan founding father — Bung Kamo khan pembuat ideologi bangsa
Tentunya PDI Perjuangan merasa bahwa simbolisasi terhadap ajaran Bung Karno,
kemudian juga hal - hal yang menjadi funtunan Bung Karno merupakan pegangan partai
didalam memberikan, menuju dan menatap masa depannya. Bagaimanapun Bung Kamo
bagi PDI Perjuangan adalah guru yang utama. Dengan demikiarn didalam berbagai
persoalan PDI Perjuangan selalu bersinggungan dengan Bung Kamo karena memang
kami menjalankan ajaran Bung Karno.

Lalu apa arii Megawati bagi PDI Perjuangan?

Megawati adalah pemersatu, Megawati adalah leader dan Megawati adalah kekuatan PDI
Perjuangan tetapi sekaligus dalam diri Megawati ada kesadaran yang kuat untuk
membangun sistym building partai ini sekarang karena tidak bisa selamanya PDI
Perjuangan menggantungkan kepada Mepawati sehingga proses regenerasi juga
dilakukan dan itu sedang berjalan.

Apa strategi PDI Perjuangan untuk memperkokoh persatuan nasional?

PDI Perjuangan adalah suatu partai yang mempunyai net working nasional dimana tidak
semua partai memiliki itu Bagaimana agar bisa diperkuat merupakan konsen utama dari
PDI Perjuangan dan dalam persoalan yang menyangkut disintegrasi kami sangat Diehard,
misalnya MoU Helsinki. Bukan MoU-nya yang tidak kami sepakati melainkan
kekhawatiran ketika GAM menjadi memerintah. Dan karena itulah PDI Pegjuangan selalu
mengatakan dan selalu menginginkan bahwa NKRI sudah final, baik didalam forum
internasional maupun didalam negeri - selalu kami katakan tidek boleh ada satu
daerahpun yang lepas dari Republik ini.

EEE
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Wawancara dengan Soewarno, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI
Perjuangan pada fanggal 13 September 2007 di Kompleks Perumahan DPR RI
Kalibata D4/320 Jakarta.

Apa ruang lingkup kerja Bidang Ideologi dan Kaderisasi?

PDIP telah menegaskan ideologinya adalah Pancasila 1 Juni 1945. Jadi tuges Bidang
ideologi dan kaderisasi ialah mengamaltkan itu kepada segenap anggota PDIP dan
roemperjuangkan sebagai azas negara yang sekarang sedang berjalan. Dimana semua
bukti, data, informasi dan kesaksian menerangkan bawah Pancasila adalah pidato Bung
Kamo pada 1 Juni 1945 yang dimumuskan oleh panitia 9 untuk kemudian dimasukan
kedalam pembukaan UUD 1945. Akan tetapi Orde Baru membuat teori seolah-olah
Pancaila itu bukan dari Bung Karno tapi dari M. Yamin atau Soepomo sehingga Pancasila
Bung Kamo bukan Pancasila yang sebenarnya, karena Pancaila yang sebenarnya adalah
yang fercantum dalam pembukaan UUD 1945. Jadi Orde Baru mencitrakan seolah-olah
terpisah padahal satu, orangnya yang memimpin satu, pemikirannya satu, dan anggotanya
ada - mereka memjuk pada pidato 1 juni 1945 untuk mensistimatiskan. Oleh karena itu,
tugas saya yang pertama adalah meluruskan sejarah Pancasila; Kedua, menyebarluaskan,
memberikan pemahaman agar menjadi keyakinan. Menyebarluaskan supaya orang PDIP
yang katanya berideologi Pancasila itu tahu apa itu Pancasila, karena sebagian besar
orang ngomong Pancasila tapi tidak pernah membaca sejarah lahirnya Pancasila.
Bagaimana orang bisa memahami dan meyakini Pancasila jika membaca sejarah lahimya
Pancasila saja tidak pernah; Kedua hal itu adalash bidang ideologi. Lalu yang ketiga
adalah bentuk atau sarana yaitu kursus-kursus kader, penerbitan-penerbitan, tulisan-
tulisan, prinsipnya adalzh menyebarluaskan dan mendidik orang-orang agar tahu
Pancasila. Untuk itu perlu dilakukan Kaderisasi.

Secara garis besar materi kaderisasinya apa saja?

Materi Pertama adalah pentingnya ideolopi bagi parpol - kegunaan ideologi bagi parpol.
Karena selama 35 tahun ideologinya adalah modal asing, ideologi no - hutang yes!
Kedua, sejarah dan substansi dari Pancasila | juni 1945; Ketiga, Metode berfikir yang
digunakan oleh Bumg Kamo sebagai pisau analisa; Keempat, perbandingan antara
Pancasila dengan ideologi besar dunia, Kelima, tinjauan Pancasila tethadap berbagat
pemikiran kontemporer dibidang ideclogi. Apa ite new life, apa itu findamentalisme, apa
itu neoliberalisme, apa itu teologi pembebasan. Itu semua harus diketahui oleh kader -
kader supaya tidak menjadi “Keris yang dimasukan kedalam dadanya sendiri.” Dengan
bagitu perlu menyebarluaskan teori dan pemikiran Bung Kamo. Sebab Bung Karmo selain
berjuang sekaligns mengajarkan cara betjuanp.

Apa tujuean paling pokok dari kaderisasi tersebut?

Jika sekarang PD] Perjuangan tidak berhesil dalam melakukan ideologisasi - kader, maka
bukan hanya suram bagi PDI Perjuangan tetapi suram bagi bangsa dimasa yang akan
datang. Sebab Pancasila sebagai roh bangsa akan pudar, dan tanda-tanda kearah sana
makin nyata

Ada parpol lain selain PDI Perjuangan yang menetapkan Pancasila sebagai azas. Akan
tetapi ada perbedaan pemahaman dari setiap parpol atas Pancasila yang dimaksudkan,
kira-kira dimana letak perbedaannya dengan PDI Perjuangan?

Oh itu, dulu, pada waktu Bung Karno menyebar ide Pancasila dan dimasukan kedalam
pembukaan UUD 1945, kemudian masuk Jagi kedalam UUD RIS, UUDS. Selama
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periode tersebut Bung Karno hanya menjadi “Presiden simbol.” Akan tetapi Bung Karno
terus menyebarluaskan Pancasila - dikenal dengan serangkaian Kuliah di Istana sampai
terbentuklah Pancasila sebagai suatu ajaran. Akan tetapi dalam Konstituante terjadi
perbedaan, bahkan sempat terjadi votting. Walaupun Pancasila tetap dominan — kokoh.
Ditambah dengan keluamya Dekrit Presiden maka keberadaan Pancasila menjadi
semakin kokoh. Melibat kenyataan tersebut dua ajaran besar yang lain menjadi gelisah,
terutama Komunis. Menurut Komunis, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur
harus lewat Komunisme. Lain halnya dengan dunia Kapitalis, terutama ketika Bung
Kamo mengembangkan ajaran Pancasila menjadi KAA, Non Blok, Nefos sehingga
semakin terjepit dia Ideologi — ideologi yang digoncang oleh Bung Kamo itu merasa
tidak senang - sementara mereka memiliki orang-orang didalam neperi. Sedangkan untuk
menentang Pancasila secara terang-terangan tidak mungkin. Jadi mereka pun ngomong
Pancasila tetapi sebenarnya anti Pancasila. Sehingga timbul dua kelompok besar yaitu
kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan tidak mau
menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Jadi, jika sudah bersatu tidak perlu Pancasila lagi.
Masuk kedalam kelompok ini adalah PKI; Sedangkan kelompok kedua dipelopori oleh
Masyumi / PSI yang menyatakan babwa Pancasila itu pluralisme. Memang Pancasila ita
Bhineka tapi tidak boleh dilupakan bahwa ia juga Tunggal Ika. Masyumi / PSI
menafsirkan Pancasila hanya Bhineka. Jadi sekarang PDIP sedang berhadap-hadapan
dengan mereka-mereka itu Dimana perbedaan pokok berinduk pada Pancasila Bung
Kamo dengan orang-orang vang menentang Pancasila akan tetapi memberikan tafsir
sesual dengan kemauan mereka.

Bagaimana pendapat Bapak sebagai ketua DPP atas kondisi Indonesia pasca Orde
Baru?

Wah, ini yang namanya new kolonialisme - penjajahan bentuk baru. Dimana prinsip-
prinsip new kolonialismne amat nyata sejak berlangsungnya kekuasaan Orde Baru. Suatu
pemerasan yang lebih dahsyat daripada kolonialisme Belanda. Apa itu new kolonialisme?
pertama, menjadikan bangsa ini sebagai sumber bahan mentah; kedua, sebagai sumber
tenaga murah; ketige, tempat penanaman modal, keempat, sebagai pasar hasil industri -
bahkan tidak hanya hasil industri, termasuk pertanian.

Bagaimana pola rekruitmen kader yang dilakadan oleh PDIP?

Pola rekruitmen ideal yang coba diterapkan oleh PDIP adalah terpenuhinya kriteria
minimum seperti syarat pendidikan umum, lamanya dedikasi kader dipartai, karakter
perorangan, dan sebagainya. Jadi saya mencoba menerapkan kriteria yang cukup ideal
akan tetapi harapan adalah sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, karepa depolitisasi
dan deideologisasi yang diterapkan oleh Orde Baru masih kita rasakan sampai saat ini.
Dimana keberadaan kedua partai hanya menjadi pelangkap pada waktu itu. Jika eksistensi
dan kedua partai era Orde Baru saya istilahkan - “harus ada tidak boleh besar, harus ikut
tidak boleh menang.” Dengan begitu parpol tidak bisa tumbuh secara sehat karena partai
bukan sebagai alat perjuangan rakyat, partai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat,
dan partai sebagai tempat pendidikan rakyat tidak berfungsi Maka kefika ruang
demokrasi terbuka - PDI Perjuangan pun lahir dari sekumpulan orang terpinggirkan
dengan berbagai “wama”. Jadi PDIP ketika itu merupakan semua orang terpinggirkan -
korban dari sistem otoriter Orde Baru yang berkumpul dan mengikuti orang yang berani
melawan didepan yaita Megawati. Jadi PDIP itu ada Masyumi-nya, ada IPKI, ada PSI/
Murba, PNI, ada Parkindo, ada Partai Katolik, yang masing-masing partai membawa
wamanya sendin - sendiri. Oleh sebab ifu dilakukan pendidikan dan pelatihan.
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Apakah ada perbedaan antar anggota dan kader?

Iya, jauh sekalil Seorang anggota dikatakan kader jika telah mengikuti pengkaderan
selama 10 hari, sedangkan untuk kader utama selama 12 hari. Dari sistem ini maka akan
berjenjang secara struktural dan berjenjang secara materi

Apakah ada perbedaan materi kaderisasi antara pejabat struktur partai dan kader yang
menjadi pejabat publik?

Iya, ada dua macam. Ada kaderisasi umum yang sifatnya reguler yaitu type A dan ada
type B yang sifatya profesional. Untuk type B ada bobot materi tambahan, baik untuk
kader legislatif, eksekutif, maupun pejabat struktur partai.

Bagaimana dengan calon kepala daerah yang bukan kader PDIP, apa harus menjadi
anggota PDIP terlebih dahulu?
Tidak diharuskan tetapi visi PDIP harus masuk.

Apa uluran PDIP untuk membangun koalisi dengan partai lain?

Penyamaan prinsip problem bangsa. Setidak-tidaknya ada 3 prinsip minimun yang harus
disepakati yaitu pro-Pancasila, pro-NKRI dan pro-UUD 1945, Sekarang dikembangkan
lagi menjadi pro terhadap Anggaran Belanja yang pro-rakyat.

Bagaimana dengan sistem regenerasi di PDIP?

Regenerasi adalah sesuatu yang alamiah, seperii pohon saja - yang tua rontok dengem
sendirinya, kemudian tumbuh yang baru. Jadi regenerasi tidak bisa dipatok berdasarkan
. usia, dimana yang muda harus memimpin - itu tidak bisa. Karena semakin maju suatu
negara semakin tua negarawan. Sebab untuk mencetak orang seperti dia bukaniah sesuatu
yang mudah - kepintaran politik bukan hanya membaca buku - ia lahir dari proses
perjuangan dan kemampuan menyerap teor. Artinya, sepanjang masih dibutubkan, ya
dimaksimalkan saja - kecuali memang tidak mampu. Singkatnya, tetap harus ada proses
regenerasi tetapi tetap dilakukan secara alamiagh. Dengan begitu perlu mendorong yang
Iebih muda untuk maju tetapi tidak memaksakan — tanpa berpegang pada obyektifitas.

Bagaimanakah PDIP melakulan penyerapan aspirasi anggota / kader?

Setiap anggota diharuskan mengintegrasikan diri dengan struktur partai dan terlibat aktif
dengan salah satu program partai, disamping keharusan untuk memahami problem sosial
kKemasyarakatan diwilayahnya masing-masing. Dengan begitu maka setiap kader sudah
terbiasa menyerap aspirasi rakyat sebelum menjadi pejabat struktural partai maupun
anggota legisiatif.

Lalu untuk pengambilan keputusan bagaimana?

Memang sudah ada mekanismenya, fewat struktur organisasi. Dan itu harus mumi dari
masyarakat yang dibawa keatas. Walaupun kadang-kadang masih ada ganguean akibat ada
unsur money politics tetapi tidak boleh terlalu tama. Sebab jika money politics didalam
partai terus berlangsung maka isi dari partai adalah para kapitalis - hanya karena dia
orang kaya dijadikan DPR — dan itu berbahaya bagi negeri ini sebab bisa dikuasai oleh 4
atau 5 orang konglomerat.

Apa hubungan PDIP dengan Bung Kamo?
Hubungan ideologis, karena PDIP bertekad dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945.
Artinya, PDIP adalah penerus ajaran Bung Karno. Walaupun eksistensinya sangat
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tergantung dengan proses, sebab bila yang dominan adalah yang anti, berarti PDIP gagal.
Dengan begitu PDIP hanya akan besar sepanjang dipimpin oleh Megawati, karena image
Megawati adalah image Soekamo. Sebab, jikalau PDIP dibawah pimpinan Megawali
tidak dapat menggunakan kesempatan sebagai partai yang memiliki ideologi dan kader
maka setelah Mepgawati mundur - PDIP akan tutup. Kuncinya sckarang adalah pada
membangun ideologi kader. Dengan begitu, PDIP akan mengalami peningkatan kualitatif
jika berhasil dalam ideologi dan kaderisasi tetapi jika gagal PDIP tidak akan berusia 20
tahun — menjadi partai gurem karena kalah dengan partai baru yang aspirasinya sesuai
dengan realitas Indonesia. Berbicara realitas Indonesia tidak akan mungkin mengingkari
ajaran Soekarno.

Sejak awal kehadiravmya, PDI atau PDIP selalu dirundung perpecahan, kenapa
demnikian? -

Saya kira sejak Megawati memimpin tidak terjadi perpecahan tetapi kalau ada kader yang
lari itu iya. Dan saya rasa adalah sesuatu yang wajar. Tetapi setiap lar - mendirikan partai
sendini khan selalu hancur. Kecuali Drs. Soerjadi, karena itu memang garapannya
Soeharto - adu domba dan sebagainya. Dan setelah reformasi pengaruhnya masih ada.
Jadi PDIP sebenarnya tidak pemah pecah, tetapi ada sebagian orang yang keluar karena
tidak tahan dengan masalah intern akibat heterogennya asal-usul. Kalau dicermati, posisi
PDIP saat ini berada pada posisi paling bagus.

Apa pengaruhnya bagi PDIP setelah ditinggal oleh sejumiah kadernya dan mendirikan
partai?
Tidak adal

Penurunan prolehan suara misalnya?

Penurunan perolehan suara dipengaruhi oleh konflik rebutan kedudukan sehingga banyak
muncul di media massa. Dan sifatnya hanya pragmatis. Oleh sebab itu saya katakan, bila
partai ini pragmatis tidak akan maju, berbeda jika menjadi partai ideologis.

Gejala disintegrasi makin menguat dewasa ini. Lalu sebagai partai nasionalis, apa yang
akan dilakukan oleh PDIP untuk mencegah disintegrasi nasional?

Pertama subyeknya harus benar. PDIP sebagai subyek perjuangan harus benar dulu, baru
bisa berbicara orang lain. Jadi subyeknya harus benar dulu secara ideologi, politik,
strategi, program, dan implementasinya sehingga menjadi acuan secara keseluruhan
untuk kemudian menyelesaikan semua problem. Sehingga bukan represi yang digunakan
sebagai sarana fetapi sistem yang baiklah yang dapat mencegah itu semua.

Apa unsur-unsur fusi masih diakomudir oleh PDIP?

Seharusnya tidak! Pasca Kongres Semarang seharusnya unsur fusi hilang. Tapi beberapa
masth ingin tetap eksis di PDIP, padahal beberapa partai yang berfusi telah mendirikan
parpol baru. Untuk itu, kalau terjadi proses demokratisasi yang sehat dari bawah, mereka
tahu akan habis. Jika tidak, mereka harus menekan demokrasi. Dan itulah yang terjadi
sekarang.

Apa arti Megawati bagi PDIP?

Munculnya Megawati di arena politik sebagai pemimpin partai yang besar — sempat
menjadi Wakil Presiden dan Presiden! itu semua merupakan sesuatu yang luar biasa.
Karena apa, Orde Baru itu bukan hanya membunuh fisik Soekarmo tapi lebik daripada itu
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adalab 1deologi dan citra Soeckarno sebagai negarawan. Jadi kememangan langsung
Megawati pasca runtuhnya orde penindas haruslah dilibat sebagai bentuk pengembalian
citra Soekamo oleh rakyat bahwa Soekamo bukan penjahat seperti yang dicitrakan oleh
Orde Bam sebagai seorang terkutuk, pembunuh, pengkudeta, penjahat, diktator. Buktinya
diterima lagi oleh rakyat dalam bentuk fisik anaknya. Jadi kehadiran Mepawati
merupakan lambang bahwa Bapak Bangsa itu tidak mati, lambang bahwa Bapak Bangsa
itu menyatu dengan rakyat. Sedangkan bagi PDIP, dia adalah lambang penyatu PDIP -
siapa yang memecah ia akan terlempar.

(e
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Wawancara dengan Guruh Sockamnoputra selaku Ketua Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan DPP PDI Perjuangan pada tanggal 06 Oktober 2007 di Jalan Sriwijaya Raya
26 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan.

Menurut anda kondisi bangsa Indonesia pasca Orde Baru bagaimana, terutama dalam
perspektif integrasi nasional?

Sebagai bangsa masih terus berproses. Dan sampai dewasa ini apa yang kita rasakan -
yang kita lihat tentu merupakan bagian dari proses, - dari proses sebelumnya. Artinya,
merupakan satu mata ranfai aksi reaksi. Demikian juga dengan masyarakat kita dalam
berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari kejadian-kejadian sebelumnya, terutama
semasa Orde Baru sebagai suaty era yang memporak - porandakan segala sesuatu, dalam
hal ini jupa termasuk salah satu pondasi-fundamen dan negara yang telah ditata oleh
Bung Kamo. Dengan dinamikanya sendiri Bung Karno memimpin revolusi kemerdekaan
dan seterusnya, dimana negara ini terus berproses. Dan Bung Kamo sudah mempunyai
konsep untuk membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building.
Namun ketika proses itu sedang berlangsung terjadi apa yang namanya semacam
“penjegalan” dengan munculnya Gestok Untuk kemudian Bung Kamo dijatuhkan
sampai muncul era Orde Baru dibawah rezim Soehario. Dan hal itu menurut saya,
sengaja atau tidak sengaja, telah memporak-porandakan segala sesuatu yang sudah ditata
dan akibatnya sampai hari ini. Dimana semasa Orde Baru ada massa mangambang —
disamping suatu era yang menjadikan rakyat takut berpolitik. Jeda waktu selama 32 tahun
itu khan beberapa generasi, jadi sekarang masyarakat kita ity mengalami suatu era ibarat
“layang-layang putus dari talinya”, tidak terarah. Apalagi pemerintah tidak punya konsep
untuk mengarahkan mereka. Ia tidak memiliki konsep disegala bidang, terutama dibidang
pendidikan. Sehingga generasi baru sebagai generasi penerus mengalami keterputusan.
Inilah gambaran ketika segala sesuatu tidak mempunyai konsep yang jelas, ataupun kalau
kelihatan jelas tapi ngak mantab karena pijakannya itu ngak solid dan ngak jelas. Padahal
pijakan itu Pancasila, platformnya adalah Pancasila akan tetapi tidak diimplementasikan.

Gejala disintegrasi bangsa belakangan ini makin sulit dibendung, bagaimana PDI P
memandang masalah integrasi kultural?

Bicara kultural itu scbenarnya bicara Pancasila. Pancasila itu khan system culture,
Pancasila ite khan kebudayaan — ya kebudayaan kita, digali dari bumi Indonesia dan
intisarinya adalah Pancasila. Menurut saya, timbulnya disintegrasi itu selain karena
masalah budaya tapi lebih banyak menyangkut amburaduinya politik, termasuk hukum.
Akar persoalannya adalah amandemen UUD 1945 yang kebablasan, disamping faktor
manusia yang membuat kebijakan — kebijakan yang a-pancasila akbibat ia a-pancasilais
dan tidak punya parameter sehingga banyak PERDA yaug anch-aneh. Dan bukan hanya
PERDA aja, kebijakan negara (pemerintah pusat) pun banyak yang keluar dari Pancasila.
kenapa demikian? Karena pasangan dan Pancasila udah ngak sesuai. Pasangan Pancasila
adalah UUD’45. Ketika pasangannya adalah UUD hasil amandemen bagaimana bisa
dijadikan pegangan. Hal inilah yang menjadi akar persoalan. Sehingga dari segt kultural
rasa kebanggaan nasional sudah tidak ada, sampai dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain,
dan bangsa kita makin minder sementara bangsa lain semakin menganggap kita kecil.
Karena seperti layang-layang putus dari talinya karena orangnya menjadi semakin rendah
diri, ngak percaya diri, ngak mandiri.
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Kemana harmoni sosial dewasa ini hendak dibangun? Terutama kelika konflik komunal
kembali mengemuka dan menemukan bentuknya pada konflik-konflik SARA.

Kembali lagi masalah pancasila, sebab pancasila itu merupakan konsensus nasional yang
menjadi payung dari harmoni sosial. Dengan begitu maka sesama manusia Indonesia itu
adalah saudara. Jika sila-sila dalam pancasila itu semua dihayati, perbedaan keyakinan
dewasa akan dibiarkan berkembang kecuali kalau dilakukan secara paksa dan terindikasi
kriminal.

Bukankah interpretasi terhadap Pancasila masth mengalami perbedaan, pendapar anda?
Sebagian hanya melihat pancasila sebagai notarial atau pantes-pantesan aja. Karena
Pancasila bisa mengakomudir kepentingan banyak massa (lebih netral). PDI pun masih
begitu. Sehingga pancasila masih lebih sebagai bahasa slogan — etalase politik, belum
bisa menjadi suatu tekad. Akibatnya, partai sebagai wadah untuk beguang belum bisa
menjalankan fungsinya dengan baik.

Sebagai partai politik tentu memiliki kebutuhan untuk melakukan regenerasi, bagaimana
dengan pola regenerasi di PDI P saat ini?

Jika hendak bicara idealisme, idealnya penerus itu adalah orang-orang muda yang the
best man. Dengan begitu, yang harus menjadi pengganti ialah kader penerus. Nah itu
kalau bicara ideal Akan tetapi kenyataannya masih dan yang tua karena kader muda
kualitasnya masih pada taraf kwalifas orang yang punya “niatan baik secbagai kader.”
Orang-orang nasionalis sich ada tapi yang ideal itu adalah kader. Kader itu artinya orang
siap, disamping siap ia adalah orang tahu permasalahan, seluk-beluk permasalahan,
apakah tentang partainya, apakah tentang bangsa, apakah tentang negara. Jadi betul -betul
tahu perkembangan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dan idealnya kita
mesti punya banyak orang begitu.

Bagaimana PDI P menjawab kondisi Bangsa dan menunt anda idealnya seperti apa?

Dalam posisinya sebagai partai terbesar, katakanlah nomor kedua. Idealnya PDI P harus
mampu memposisikan diri sebagai suatu kekuatan potensial dan bisa merebut kekuasaan
sehingga menjadi lebih leluasa mengatur negara ini. Tapi sambil begitu perlu dilakukan
usaha memperkenalkan kembali pancasila — tersosialisasinya kembali pancasila, UUD’45
dan utuh. Jadi pancasila benar-benar hidup. Walaupun itu saja fidak akan cukup apalagi
untuk kondisi sekarang. Belajar pancasila harus dilengkapi, digenapi dengan ajaran -
ajaran Bung Kamo yaitu Marhaenisme. Dan satu lagi, mengenal Bung Kamo secara
benar. Dan melanjutkan jejak Bung Kamo melakukan revolusi Indonesia yang terputus
dizaman Orde Baru Nah mestinya itu dilakukan lagi oleh PDIP. Sedangkan kata revolusi
sendiri harus diluruskan agar tidak menjadi momok karena sudah diplintir. Hal itu semua
harus dilakukan jika kepimpinan negara ini ada ditangan orang PDIP, mestinya begitu!

Lalu persoalan bangsa ini menurut anda dimana?

Saya melihat bangsa ini masih dalam proses, dan yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah
pemimpin - mendambakan riil pemimpin dan selalu yang menjadi rujukan (pembanding)
adalah Bung Kamo. Karena memang bangsa ini harus dipimpin, ibamat kapal butuh
nahkoda.
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Bagaimana PDIP memandang Bung Karno?
Apa, sebagali partai atau umat PDIPnya?

Sebagai partai?

Sebagai partai secara resmi PDIP lebih menghormati Bung Karno - masuk di AD/ART,
berazaskan pancasila 1 juni 1945, meskipun hanya sampai disitu. Padahal bisa lebih
daripada itu. Artinya, sebagai suatu partai bisa lebih sukamois dengan menyebarkan
ajaran Bung Kamo.

Bagaimana PDIP memandang Megawati?

Ini sebenarnya lebih mengacu kepada realitas di umat PDIP dan juga umat komunitas
nasionalis yang lain serta komunitas kebudayaan. Rasa kagum dan cintanya kepada Bung
Karno memberikan penghormatan khusus. Kenyataan dari sebagian rakyat - masyarakat
kita memiliki kepercayaan, supranatural, transedental bahwa Bung Kamo patut sejajar
dengan Wali. Oleh sebab itu, Tbu Mega ataupun saya sebagai anak Bung Kamo
merasakan bahwa rakyat lebih bisa menerima anak-anak Bung Kamo dibanding yang lain
kalau memimpin pariai ini. Karena sebagian masyarakat masith berkeyakinan bahwa
sejelek-jeleknya anak Bung Karno tidak akan terlalu membawa mudharat. Schingga
dengan sendirinya masyarakat masih sreg dengan kepemimpinan Ibu Megawati sebagai
ketua umum pariai Dengan begitu PDIP harus memenuhi aspirasi, benar-benar
mengakomudir bukan hanya rasional tapi emosional, lahir - batinnya. Dan mereka masth
mengharapkan lahirnya Bung Kamo. Hal itu harus dipenuhi.

Lt S
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Mahfudz Sidig, Msi, Ketua FPKS DPRRI dan Ketua Badan Perencanaan Dakwah

Wawancara dengan ketua FPKS / ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PKS, H.
Mahfudz Sidiq, MSi pada tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung DPR RI It. 3.

Bagaimana pandangan PKS atas kondisi bangsa dan negara dewasa ini?

Berakhimya rezim Orde Baru menandakan suatu fase baru, perubahan politik, perubahan
sosial di Indonesia, dimana peraturan dan pelaksanaan demokrasi makin terkonsolidasi
dan ruang demokrasi semakin terbuka. Dan ini sesunggulinya memberikan suatu capaian
bar yaitu semakin terbukanya ruang partisipasi politik masyarakat yang sebelumnya
sudah berkembang dalam sistem politik yang tertutup sehingpa kemudian termanifestasi
dengan munculnya - partai-partai baru. Jadi catatan pentingnya barangkali, bahwa
kemunculan parpol baru sebagai. wujud dari terbukanya ruang partisipasi. Memang ada
partai-partal yang mempunyai sambungan sejarah dengan dinamika reformasi, dinamika
demokratisasi, tapi ada juga partai yang muncul hanya karena imbas dar terbukanya
ruang partisipasi politik. Namun semua itu perlu disyukuri dan bagi kami di PKS bahwa
keterbukaan ruang partisipasi politik ini mudah-mudahan justru makin mengkonsolidasi
semangat kebangsaan, mengkonsolidasi semangat nasionalisme, karena pada akhirnya
semua orang itu ketika dia punya ruang partisipasi juga akan terbangum ruang
tanggungjawab yang lebih luas.

Bagaimana PKS memandang nasionalisme?

PKS mengartikan nasionalisme itu lebih kepada semangat untuk bertanggungjawab
terbadap nasib - masa depan bangsa dan negara. Wujud nasionalisme it bukan sebatas
pada sentimen-sentimen sempit, kebangpaan-kebanggan person tetapi bagaimana ada
peran-peran nyata yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat - seliap warga negara
sebagai wojud tangpungjawab dinnya terhadap kondisi kekinian dan juga masa depan
kehidupan bebangsa dan bemegara. Dan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kita
membangun masyarakat yang adil, yang makmur, maka, disitulah sebenarnya peran -
peran yang lebih definitif harus diperankan warga negara, sehingga bobot dari
nasionalisme setiap warga negara atau kelompok masyarakat harus diukur pada sejauh
manakah peran-peran kontributifnya didalam mewwjudkan hal itu. Jadi bukan diukur dar
hal-hal yang sangat simbolik, sangat permukaan.

Bagaimana dengan komitmen PKS terhadap keutuhan NKRI?

Diputusan Munas tahun 2005, PKS telah menegaskan bahwa visi perjuangan PKS adalah
mewujudkan masyarakat yang Islami dinegeni Indonesia dengan parameter kemakmuran,
parameter keadilan dalam bingkai NKRI. Artinya, PKS secara politik menilai bahwa
wujud negara kesatuan ini sesuatu yang harus dipertahankan, harus diperjuangan karena
inilgh satu entitas besar, bukan hanya entitas suatu bangsa yang bernama Indonesia tapi
juga satu entitas besar yang bernama umat Islam ada didalam rumah besar yang bernama
NKRI.

Kita mengetahui bahwa Indonesia amat heterogen, Apakah PKS dapat mengakomudir
perbedaan-perbedaan dimaksud?

Pertama, bahwa kami berupaya membangun satu kepercayaan masyarakat — suatu trust,
sehingga dengan dasar kepercayaan sosial inilah mereka kemudian bisa mendukung kami
dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan suara. Dan itu dilakukan oleh PKS dengan
betul-betul menunjukan peran aktifnya, peran-peran konkritnya ditengah masyarakat,
baik didalam mengatasi persoalan-persoalannya ataupun didalam menggagas upaya -
upaya untuk lebih memajukan kehidupan masyarakat; kedua, secara organisasi kami
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berupaya mengembangkan satu aturan main dalam organisasi yang memungkinkan
terjadinya akomudasi terhadap beragam unsur-unsur, baik perorangan maupun kelompok
didalam masyarakat yang sangat pluralistik ini. Schingga PKS itu, walaupun sebagai
sebuah partai ia berazas Islam tetapi bukan berarti menjadi partai hanya untuk orang
Islam; ketiga, kami terus mengambangkan sebuah pemikiran politik dikalangan internal —
jajaran pengurus, jajaran kader tentang faham-faham politik semacam apa yang dianut
oleh PKS, yaitu inklusifitas, pluralitas. Dan itu diharapkan menjadi suatu frame berfikir
dan fIame bertindak para kader, para anggota partai sehingga tidak terjadi paradoks
antara fikiran, antara tindakan dan aturan-aturan yang ada. Sejauh ini memang ada hasil -
hasil yang positif, misalnya ruang interaksi dan penerimaan semakin luas. Bahkan kasus
paling mutahir misalnya dalam PILKADA DKI Jakarta, kalau dilihat dani segmen pemilih
non muslim, berdasarkan hasil survey ternyata 70% pemilih non muslim memilih calon
yang diusung PKS. Begitupun PILKADA di Papua, bahkan kami memiliki dua Anggota
Legislatif Kab/Kota yang asli orang Papua dan non muslim.

Dengan begitu apakah PKS akan menjadi partai terbuka?

Sebapai partai kader, prinsip keterbukaan itu tidak kemudian menjadikan kami
mengabaikan atau tidak memperdulikan prinsip-prinsip partai kader itu. Astinya apa,
siapapun boleh bergabung dengan PKS tetapi siapapun yang bergabung dengan PKS —
dia juga harus ikut, dia harus punya komitmen dan konsistensi didalam mengikuti seluruh
mekanisme pengkaderan yang ada. Tentu saja akan ada special treatment ya, misalnya,
cabang-cabang partai yang ada di kawasan-kawasan penduduk mayoritas non muslim
seperti di NTT, di Papua atau beberapa tempat yang lain, maka kami terbuka bagi orang
non muslim itu menjadi anggota partai tetapl ada sustu treatmen yang khusus bahwa
proses kaderisasi yang harus mereka ikufi adalah yang wajib, yang harus itu adalah
kaderisasi kepartaian. Artinya, manajemen organisasi, tentang aturan organisasi, visi misi
organisasi tetapi program-program dan proses pengkaderaan yang lebih khusus yakni
tentang pembinaan kepribadian sebagai seorang muslim, mereka tidak ikut dan sifatnya
pilihan saja bagi mereka. Nah ini yang kami lakukan, sehingga tidak ada benturan antara
sifat terbuka dengan sifat partai kader.

Lalu kelompok mana yang menjadi sasaran dakwah dari PKS?

PKS bekerja pada dua sisi ya; Pertama yang disebut sebagai amal dakwah, yaitu aktivitas
yang dilakukan oleh PKS berkaitan dengan bagaimana melakukan pengajaran terhadap
umat, pembinaan umat dan pemberdayaan serta pendayagunaan umat. Dan tentu saja
program ini secara khusus ditujukan kepada umat Islam, karena programnya adalah
program yang sifatnya adalah program seperii majelis taklim, pengajian rutin, dan
program - program keagamaan, Kedua adalah aktivitas sosial - kemasyarakatan yang
tentu saja ini terbuka bagi siapapun, segmentasi yang ada sesuai dengan kebutuban, itu
yang banyak kami lakukan dalam aksi-aksi penanganan bencana misalnya. Kami tidak
perduli dimanapun bencana ite terjadi, apakah di masyarakat yang basis mayoritas
muslim atau non muslim tapi selama disana ada problem bencana kami akan merespon
itu; Ketiga memang secara politik - misalnya dalam proses pemilu atau pilkada, kami
tidak membatasi segmennya hanya pada pemilih muslim. Kami sekarang terus
mengembangkan suatu pandangan dan juga cara kerja untuk memperluas basis dukungan
dikelompok-kelompok non muslim karena dikota-kota besar jumlah mereka cukup
signifikan, bahkan didaerah-dacrah tertentu khan mereka justru moyoritas. Sehingga kami
juga mengambangkan jaring orgapisasi partai dan kegiatan-kegiatan partai didaerah-
daerah yang mayoritas non musiim, secara politik itz harus dilakukan.
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Bagaimana PKS memilah atau wmensinergikan antara kebutuhan dakwah dan
kepentingan politik praktis?

Sebenamya dari sejak awal PKS itu tidak berupaya memilah antara kepentingan dakwah,
kerja-kerja dakwah dengan kepentingan dan kerja-kerja politik ya. Tapi itu kami jadikan
sebagai satu-kesatuan Oleh karena itu, format struktur, tupoksi yang ada, dan
pendekatan-pendekatan kerja yang dilakukan oleh PKS memang telah mengintegrasikan
atau mensinergikan antara aktivitas dakwah yang banyak dilakukan oleh lembaga-
lembaga dakwah, apakah di ormas atau yang lainnya, dengan kerja-kerja vang dilakukan
sebuah partai politik. Itu menjadi lebur menjadi satu-kesatuan. Memang mensinergikan
ini tidak mudah, dilapangan, ketika praktek kehidupan politik di Indonesia cenderung
didominasi oleh prapmatisme. Seringkali ketika orang berbicara politk, maka dia
berbicara tentang sesuatu yang bebas nilai. Sementara ketika PKS berupaya memadukan
antara aktivitas dakwah dengan politik maka politik itu bukan lagi sesuatu yang bebas
nilai. Ini memang terus terjadi dilapangan, tetapi, tentu saja semakin banyak khasanah
pengalaman kader-kader PKS dalam berinteraksi dan semakin luas juga kesadaran
masyarakat terhadap Islam dan politk itu sendiri, maka diharapkan semakin terjadi
konvergensi. Artinya, ada bangunan kesepahaman - kedekatan yang semakin besar dalam
ukhuwah.

Bagaimana pola pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS? Terutama kepada
Masyarakat.

Pendidikan politik memang, pertama ia merupakan bagian yang terintegrasi dan babkan
menjadi satu proses yang berjalan secara natural wntuk lingkungan kader-kader PKS.
Bahkan kehidupan keluarga itu juga kami jadikan sebegai bapgian laboratorium
pendidikan politik, maka jangan heran kalau banyak aktivitas yang dilakukan oleh PKS
melibatkan seluruh komponen keluarga, anak-anak kecil, mereka sudah ikut dalam
demonstrasi. Jadi bukan soal kendala tekmis babwa sang anak tidak bisa dititipkan
dirumah, tidak! Tapi, memang kami memaknai bagian dari pembelajaran politik, paling
tidak pembiasaan politik. Itu yang pertama; kedua, memang secara lebih sistemik bagi
lingkungan kader, kami punya program-program tertenty, kaderisasi kepartaian, dengan
paket-paket yang dibuat secara berkesinambungan. Adapun untuk masyarakat memang
sejaubh i PKS tidak melakukan program secara khusus, kecuali kami mendayagunakan
berbagai sarana-sarana kelembagaan yang dimiliki dan dikelola oleh kader untuk
melakukan pendidikan masyarakat, termasuk pendidikaa politik. Kami memiliki banyak
sekolah, banyak LSM, banyak yayasan, yang itu bukan milik partai tapi dikelola oleh
kader-kader partai. Merekalah yang secara ofomatis, secara mandin melakukan
komunikasi dan pendidikan politik di masyarakat dengan berbagai pendekatan. Nah i
yang selama ini terjadi.

Baru-baru ini ada Konferensi Khilafah Islam, lalu sebagai partai Islam bagaimana
pandangan PKS terhadap sistem ke-Khalifah-an itu sendiri?

Kekhalifahan itu adalah warisan sejarah politik dalam Islam, karena ia pernah eksis. Dan
yvang kedua, secara konsepsi memang kekhilafahan itu bagian dan konsepsi politik Islam.
Bahkan yang ketiga, kalau kita bicara lebih secara filosofis bahwa misi dasar keberadaan
manusia didunia itu khan juga fungsi kekhilafahan sebenarnya. Jadi gagasan tentang
kekhatifan Islam itu sesuatu yang tidak asing, sesuatu yang tidak periu dipersoatkan oleh
PKS. Tinggal barangkali adalah, karena itu suatu konsep besar, satu gagasan besar, maka
memang perlu ada satu formula - strategiknya, bagaimana mewujudkan kembali
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kekhilafahan Islam. PKS sampai hari ini melihat bahwa umumnya negeri-negeri muslim
itu masih berhadapan dengan problem-problem lokalitas. Selama problem-problem
lokalitas ini belum bisa diselesaikan, maka jarak umat ini dengan konsep kekhilafan itu
semakin jauh. QOleh karena itu, PKS saat ini adalah suatu kekuatan dakwah dan kekuatan
politik yang bekerja untuk menyelesaikan problem-problem lokalitas. Kalau ada satu
kekuatan umat Islam yang berbicara pada tataran global, ya silakan saja!

Apa ukuran PKS untuk membangun kerjasama lintas pariai?

Dalam konteks komunikasi-kejasama dengan partai Islam, kami bekerja di dua level:
Pertama di level ideologis, ada ada agenda-agenda keumatan yang lebih spesifik, yang itu
saya kira kerangka berfikir - kerangka kepentingannya relatif banyak persamaan antara
PKS dengan partai-partai [slam yang lain. Misalnya yang paling aktual adalah, kerjasama
PKS dengan partai-partai Islam yang lain untuk menyikapi gagasan kembali ke azas
tunggal, Ini cukup bagus dan nyaris hampir tidak ada perbedaan pandangan aniara partai-
partai Islam; kedua, komunikasi dan kerjasama pada level taktis - politis, yaitu ketika
kami berbicara dengan konsep-konsep dan program-program riil yang dibutuhkan oleh
masyarakat, tanpa peduli sispa mereka, tanpa peduli bagaimana mereka Karena ini satu
hal yang sifatnya universal dan ini sangat terbuka untuk kamt komunikasikan. Paling
tidak, karena secara ideologis kami punya banyak kesamaan maka secara taktis pun kami
berharap juga akan lebih memiliki banyak kesamaan. Tapi tentu saja PKS, termasuk yang
di DPR ini sanpat terbuka untuk berkomunikasi - kerjasama dengan partai-partai atau
fraksi lain yang tidak berbasis agama seperii Partai Golkar, PDIP, bahkan berbeda agama
sekalipun, dalam tataran politis dan takiis tadi. Memang kalau sudah menyentuh aspek
atau level ideologis, tidak terhindarkan ada perbedaan-perbadeaan yang tajam.

Bagaimana pandangan PKS tentang regara Islam alau masa depan Indonesia seperti
apa yang dicita-citakan?

PKS dalam pemikiran dan konsepnya termasuk yang tidak mempersoalkan tentang
format dan nama satu institusi yang bernama negara. Karena Islam sendiri tidak pernah
mengatur secara definitif. negara itu mau dalam bentuk apa, mau dalam kemasan seperti
apa, dan namanya apapun juga tidak diatur. Itu adalah pilihan-pilihan sesuai dengan
kondisi sosiologis, politis masyarakat masing-masing, yang bisa berbeda dari satu waktu
ke waktn yang lain, dari zaman ke zaman lain, atau tempat ke tempat yang lain. Tetapi
yang diinginkan oieh PKS adalah bagaimana mewujudkan satu model masyarakat yang
tata nilai, tata perilaku mereka semakin dekat dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi kami lebith
berbicara pada level perilaku anggota-anggota masyarakat atau warga dari sebuah negara
yang apapun namanya itu. Disinilah kami memandang bahwa kami baru berbicara aturan
atau yang lebih mudah disebut dengan syariat kalau memang masyarakat memiliki
kesadaran dan kebuiuhan akan aturan itu. Sehingga, agenda-agenda PKS terkait dengan
penetapan syariat, pencgakan syariat itu akan sejalan dan akan selalu sejalan dengan
tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat karena masyarakat tidak bisa dipaksakan.
Ketika mereka butuh satu atauran dan itu berangkat dari kesadaran atau keinginan
mereka, maka apapun aturan ifu, ia akan efektif. Apapun nama aturan itu, mau namanya
syarita, mau namanya bukan syariat, ia akan efektif.

Berbeda dengan partai lain, aktivis PKS banyak yang masih muda, lalu bagaimana
regulasi regenerasi dilakukan?

Konsep regenarasi diterapkan melalui model mobilitas, ada yang dikasih dengan
mobilitas internal dan ada mobilitas eksternal. Mobilitas internal adalgh orang-orang yang
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memang membangun perannya, kontribusinya, posisi strukturalnya didalam lingkungan
partai. Karena PKS ini partai dakwah jadi memang bengitu banyak pos-pos pekerjaan dan
peran-peran struktural yang bisa dilakukan. Mulai dari level ranting, cabang, daerah,
wilayah sampai pusat, ini terbuka kebutuhan yang begitu besar. Proses regenerasi kedua
adalah terjadinya mobilitas eksternal dari orang-orang yang mengalami pematangan
dalam mobilitas intemal, yaitu orang-orang yang kemudian mendapatkan tugas untuk
bekerja diwilayah publik, apakah dia menjadi anggota legislatif atau menjadi orang yang
diperjuangkan untuk duduk di pentas kepemimpinan eksekutif, dan seterusnya. Termasuk
mereka yang diharapkan untuk mengembangkan peran-peran myata mereka diwilayah
privat, wilayah ekonomi misalnya. Nah itu kami dorong! Karena kami sadari bahwa
keterlibatan peran-peran diwilayah publik ini menuntut waktw, fikiran dan perhatian yang
lebih serius, maka kami harapkan ferjadi suatu proses transformasi dan bawah, mereka —
mereka yang sudah masuk wilayah publik adalah orang yang semakin minim peran atau
keterlibatannya diwilayah mobilitas intemal. Kedua kami terjemahkan dalam mobilitas
vertikal, yang tadi sudah saya gambarkan adalah konsep repenerasi horisontal, Artinya
apa, cukup banyak kader-kader PKS itu yang ketika kemudian ia tidak mendapatkan
Jjabatan atau fungsi sturuktural tapi guna mengembanpkan kerja-kerja sosial yang sifatnya
horisontal dan it juga punya nilai kontribusi bagi dakwah, pengembangan PKS.

Ada yang menghubungkan metode dakwah PKS itu mengadopsi gerakan Ithwanul
Muslimin, apa benar demikian?

Ada benarnya, tapi tidak keseluruhan. Karena kalau dipotret misalnya, taruhlah gerakan
Ikhwanul Mesir misalnya, format mereka, cara kerja mereka sangat punya banyak
perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh PKS disini misalnya. Ada faktor-faktor
lokalitas yang sangat mempengaruhi wama dan dinamika gerakan islam politik, dalam
hal ini PKS misalnya. Tetapi memang sumber-sumber dasar tentang pemikiran islam,
pemikiran politik islam banyak sekali merujuk kepada pemikiran-pemikiran yang digagas
oleh para ulama Ikhwann! Mushmin. Tapi didalam tataran praksisnya, bagaimana
memodelkan gerakan, banyak sekali ijtihad sebagai kebutuhan modifikasi dengan
mempertiinbangkan aspek-aspek atau faltor-faktor lokalitas,

Bagaimana hubungan PKS dengan partai-partai Islam di negara lain?

Karena partai merupakan institusi resmi, memang komunikasi itu terbangun dan memang
dirancang uniuk terus dibamgun, baik dengan politisi ataupun dengan partai-partai
disgjumiah negara. Ini kami lakukan pertama untuk menjadi semacam forum komunikasi.
Karena kita bahwa -Indonesia ini punya problem yang sama dan kami bisa sharing
pengalaman dan informasi didalam meungoptimalkan peran-peran yang kami lakukan.
Dan yang kedva, ini menjadi semacam cara untuk bisa memberikan dukungan,
memobiliasasi dukungan-dukungan seperti misalnya dalam kasus Palestina atau di
Thailand misalnya, kami juga berkomunikasi bagaimana mensuport kaum Muslim yang
ada di Pathani. Jadi kerjasama itu pun kami lakukan.

Lalu bagaimana pandangan PKS terhadap TKI Islam yang mengalami perlakuan buruk
di negara-negara yang mayoritas Islam?

Ya ini memang persoalan yang memprihatinkaa, tapi persoalan ini harus dilihat secara
komprehensif. Karena kalau kita mau melihat dari sudut pandang harga diri sebagai
sebuah bangsa - ya sudah! bangsa ini, negera ini, pemerintah bikin saja policy untuk
melarang pengiriman TKI keluar negeri, tapi policy ini khan tidak dilakukan oleh
pemerintah, kenapa? Karena pemerintah juga tidak punya kemampuan Khan untuk
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menyediakan lapangan pekegjaan. Dan yang kedua, memang ini persoalan interaksi antar
budaya, antar dua bangsa yang sangat beragam, sangat beda kultur sosialnya, bahasanya,
kebiasaan-kebiasaan hidupnya, selain bisa jadi, masyarakat dikawasan Arab itu juga
punya tradisi-tradisi tertentu, sehingga kemudian mempengaruhi cara pandang mereka
terhadap orang-orang non Arab. Jadi masalah iml memang harus didekati secara
komprehensif, dan satu hal kami sadari itu bahwa melihat masyarakat Arab itu bukan
berarti identik dengan masyarakat Islam. Seperti disini orang Idonesia - ada yang
Islamnya benar-ada yang ga benar, sama saja, disana pun ada yang benar-ada yang ga
benar. Dan mereka-inereka yang benar Islam, saya yakin tidak melakukan hal itu.
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Wawancara dengan Abmad Zaipuddin, Lc¢ selaku Ketua Bidang Pembinaan Kader
pada tanggal 20 Agustus 2007 di DPP PKS JL. Mampang Prapatan Raya No. 98D-E-
F Jakarta.

Bagaimana pola rekruitmen dan pembinaan kader dari PKS?

PKS merupakan partai dakwah, bahkan warna dakwah itu Jebih mendominasi daripada
warna politiknya. Sesuai dengan misi dakwah tersebut maka pembinaan tidak hanya
untuk kepentingan partai tetapi Iebih luas daripada itu. Jadi pembinaan kader bukan
sekedar untuk ditempatkan sebagai fungsionaris partai atau pejabat publik. Scbab misi
PKS adalah melakukan perbaikan (perubahan) kehidupan banpsa, sehingga pembinaan
kader sangat terkait dengan program-program nasional dari PKS sebagai partai [slam.
Dengan demikian pembinaan kader tidak sekedar diarahkan sebagai fungsionaris partai
dan pejabat publik. Sebab jika demikian maka akan sangat terbatas. Oleh karena ity kader
PKS akan disalurkan kedalam sendi-sendi kehidupan lain dalam rangka melakukan
perubahan secara transformatif. Suatu perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Apakah kader PKS terbaias pada orang Isiam?

PKS memiliki 2 mode! pembinaan, pertama pembinaan yang muaranya kepada partai;
kedua pembinaan kader yang muaranya kepada pembinaan bangsa, pembinaan umat,
pembinaan kehidupan umat manusia. Untuk model pertama, karena PKS adalah partai
Islam maka yang bisa menduduki jabatan-jabatan tertentn dan memiliki fungsi-fungsi
tertentu adalah orang yang memiliki kriteria tertentu. Kriteria atau kwalifikasi itu koheren
dengan keberadaan PKS sebagai partai kader dan partai Islam. Akan tetapi pada program
- program tertentu PKS bisa bekerjasama dengan siapa saja - terbuka untuk siapa saja,
termasuk bekerjasama dengar non muslim didalam membangun kehidupan berbangsa.
Jadi dimungkinkan bagi semua pihak untuk berperan dalam program PKS pada batas -
batas tertentu.

Bagaimana PKS menyusun pengurus di daerah - daerah non mustim?

Baru-baru ini sempat dibahas dalam rangka mengamandemen AD/ART. Tetapi pada
level-level tertentu dimungkinkan, saya lupa, apakah ranting atau apa! Saya belum bisa
menjawab!

Apakah ada kemunghkinan PKS untuk menjadi pariai terbuka?

PKS sudah menjadi partai terbuka! jadi siapapun boleh menjadi anggota PKS, termasuk
non muslim. Tapi untuk mengisi posisi-posisi sirategis ada persyaratan-persyaratan
tertentu yang harns dipenuhi. Sedangkan PK S¢jahtera membagi posisi strategis menjadi
dua yaitu posisi strategis untuk jabatan publik dengan posisi strategis untuk jabatan di
organisasi. Dan masing-masing posisi sirategis itu memiliki kriteria yang berbeda.
Dimana posisi sirategis di organisasi lebih ketat daripada posisi strategis untuk jabatan
publik.

Bagaimana pandangan PKS tentang konsep negara Islam?
Apa yang dimaksud dengan negara Islam?

Bahwa tata kehidupan berbangsa harus didasarkan-bersumber kepada syariat Islam!

Sebgnarnya waktu ada wacana tentang amagdemen pasal 29 UUD 1945 - teptang Piagam
Jakarta, sikap PKS sudah jelas. Bahwa sebenarnya PKS lebih memilih Piagam Madinah
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daripada Piagam Jakarta. Diantara point penting dari Piagam Madinah adalah memberi
kebebasan kepada setiap umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan
agama masing-masing. Jadi PKS lebih menghargai pluralitas masyarakat Indonesia.

Apa misi dakwah dari PKS, atau Islam yang bagaimana yang hendak dikembangkan oleh
PKS?

Hal terpenting dari misi dakwah PKS adalah Isltam yang rafimatan lii-alamin. Islam yang
membawa rahmat kepada seluruh alam bukan Islam yang menimbulkan perpecahan —
disintegritas, bukan Isiam yang menimbulkan kekerasan.

Bagaimana penyerapan aspirasi anggota dan kader PKS?

Istilah anggota dan kader sebenamya sama. Sebab, setiap kader adalah anggota dan setiap
anggota hendaklah menjadi kader. Walaupun pada tingkatan praksis ada perbedaan -
perbedaan antara anggota denpan kader. Adapun penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh
PKS, pertama-tama mendengarkan aspirasi kader, aspirasi anggota, dan aspirasi
masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dilakuken secara continue oleh anggota
legislatif dari PKS. Jadi angpota legislatif PKS tidak sekedar wakiu reses saja menyerap
aspirasi masyarakat. Sebab ada kewajiban dari partai agar diwaktu hayi libur seperti, hari
Sabtu — Ahad tunm ke daerah imtuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi jika yang
dimaksud adalah penyerapan aspirasi untuk pepgambilan kebijakan ditingkat struktural
partai, metodenya cukup beragam. Karena sangat tergantung dengan bobot kebijakan
yang akan diputuskan. Semakin sirategis kebijakan yang akan diputuskan maka akan
semakin luas yang dilibatkan (diserap). Disamping itu, model penyerapan aspirasi untuk
struktur partai berbeda dengan penyerapan aspirasi untuk kepentingan pejabat publik,
seperti calon Kandidat Kepala Daerah. Penyerapan aspirasi untuk struktural pariai tidak
terlalu luas dan lebih terbatas darpada penyerapan aspirasi terhadap celon Kepala
Daerah. Hal ini dilakukan karena pengetahuan setiap orang relatif terbatas kepada figur -
figur calon ketua DPD. Disamping itu, aspek teknis menjadi salah satu pertimbangan
dalam penyerapan aspirasi anggota. Jadi model penyerapan aspirasi untuk struktur partai
di setiap daerah bisa berbeda dengan dacrah lainnya. Sedangkan penyerapan aspirasi
untuk penentuan Calon Kandidat Kepala Daerah dilakukan tidak hanya kepada anggota
tetapi sampai pada ormas dan tokoh-tokoh tertentu. Bagaimanapun Kepala Daerah lebih
strategis sebab menyangkut nasib rakyat di Kabupaten / Kota bersangkutan. Untuk ketoa
DPD khap cuma nasib orang PKS saja.

Aspek-aspek apa saja materi training atau kaderisasi yang diberikan oleh PKS?
Sebenamya materi kaderisasi itu ibarat orang ingin tahu Islam. Artinya, sangat terkait
dengan apa yang ingin diketahui dari Islam itu. Jadi yang kami sampaikan menyanghkut
masalah-masalah fiqih, al-hadist, tafsir unfuk di pengajian-pengajian. Selain pengajian,
ada training-training yang sangat terkait dengan keanggotaan. Training itu disesuaikan
dengan kadar keanggotaan, ada training dasar 1 dan 2, ada training lanjutan 1 dan 2.
Dimana materinya seputar wawasan keislaman secara umum, masalah poliik, PKS itu
apa dan bagaimana.

Bagaimana dengan pembinaan Kader - kader yang difungsikan diluar strulaur partai,
baik tokoh masyarakat, wiraswasta, maupun yang lainnya. Adakah pembekalon atau
training khusus untuk mereka?

Secara umum kami menggulirkan program-program pembinaan di ranting - DPD.
Idealnya semua Kader terlibat didalamnya, wataupun tidak selalu demikian. Karena
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kondisinya berbeda-beda, tergantung dengan aktivitas seseorang atau kader. Disamping
ada juga Kader yang sudah di Kader oleh masyarakat, ormas-ormas. Karena yang
melakukan pengkaderan sesuai dengan yang kami inginkan bukan hanya PKS saja.
Sehingga wajar jika belakangan ada ormas yang gelisah. Walaupun tidak perlu demikian,
karena yang mengkader adalah mereka juga, meskipun pada akhirnya berafiliasi politik
ke PKS.

Bagaimana pandangan PXS terhadap partai-paritai Islam yang lain?

Partai Islam yang lain adalah saudara-saudara kami, sama-sama punya niatan yang baik
untuk membangun bangsa - umat. Mungkin, cara yang digunakan oleh masing-masing
partai ada sedikit perbedaan. Tapi sebenamyaz tidak ada masalah. PKS memang lebih
berorentasi pada pemberdayaan kader karena ingin menjadi Partai Kader. Sedangkan
partai Islam lain menggunakan oymas, seperti PAN dengan Muhammadiyah, PBB dengan
DDI, PKB dengan NU-nya. Kalau PKS khan tidak ada latar belakang — dibelakang ormas
tertentu. Kalau pun Mubammadiyah sebagai ormas sudah memberikan kebebaskan, akan
tetapi secara kultural mereka memiliki hubungan dengan PAN. Bagaimanapun hubungan
kultural itu memiliki kekuatan tersendiri. Jadi masing-masing partai punya kelebihan dan
kekuatannya sendiri, disamping sama - sama memiliki niat yang baik. Sehingga perlu
sering berkomunikasi dan bekerjasama untuk mengpolkan agenda bersama. Pada konteks
ini, partai-parati non Islam pun (nasionalis) memililki niat yang sama yaitu untuk
membenahi kehidupan berbangsa. Dimana mereka punya kekuatan dan niat yang baik
pula. Persoalannya, bagaimana agar mereka benar-benar berperan dalam membenahi
masyarakat hingga program-programnya tidak membodohi masyarakat. Dengan begitu
program - program yang membodohi masyarakat harus disudahi. Artinya, program partai
- partai itu haruslah memberikan pendidikan, pendidikan politik demi kedewasaan sebuah
bangsa. Dengan demikian maka dengan partai Islam atau nasionalis pun, kami bisa duduk
bersama imtuk saling memahami kira-kira sisi apa yang bisa dikerjasamakan, meskipun
ada sisi yang berbeda. Artinya, ada sesvatu yang bisa dikerjasamakan tapt ada yang fidak
bisa dikerjasamakan,

Bagaimana PKS memandang ukhuwah islamiyah? Maksudnya, apakah universalitas
Islam yang tidak mengenal batas wilayah merupakan hal pokok atau ada prioritas
terhadap ukhuwah Islamiyah di Indonesia terlebih dahulu?

Kalau memperhatikan konsep Islam dari berbagai sisi, ia selalu memprioritaskan pada
lingkungan terdekat meskipun tidak terpisahkan dengan lainnya. Dalam konteks
ukhuwah, setiap muslim dimana pun adalah saudara. Pada tingkatan operasional, setiap
muslim memiliki kewajiban untuk memelihara ukhuwah dilingkungan terdekat /

lingkungan sekitar.

Tapi dalam konteks Indonesia, apa program PKS alem selalu diprioritaskan pada umat
Islam sendiri?

Ya. Karena PKS adalah partai Islam. Jika dianalogikan dentgan nilai-nilai Isiam yang lain
seperti kewajiban memberikan nafkah atau infaq, sedekah atau bayar zakat. Menurut
ajaran Islam, kepada siapa kita harus berikan yaitu dzalul qurban.

Pada konteks negara, taruhlah konflik antara Muslim - Kristen di Ambon misalnya,
apakah orang Muslim akan selalu menjadi prioritas bagi PXS?

Harus dilihat masalahnya dulu! Kalau orang Islam yang di dzalimi tentu harus membela
orang Islam. Tapi sebenarnya, konsep dalam Islam itu bukan antara Islam dan non Islam,
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melainkan mana yang benar dan mana yang salah - mana yang dzalim dan mana yang
adil. Jikalalau ada problem, taruhlah antara 1 orang Muslim dan 1 orang kafir, belum
tentu yang Muslim ini yang harus dibela! Mungkin dia yang salah dengan berbuat dzalim.
Nah, untuk ini harus dibantu dengan mencegah dia (muslim) berbuat dzalim kepada
orang yang non Muslim.

£EE
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Wawancara dengan Ir. Untung Wahono, MSi selaku Ketua Bidang Pelitik Hukum
dan Keamanan (POLHUKAM) DPP PKS pada tanggal 02 Oktober 2007 di Gedung
DPR RI It 4, Jakarta.

Pasca Orde Baru, terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan sosial politik di Tanah
air, termasuk disintegrasi bangsa. Lalu bagaimanakah pandangan PKS terhadap
integrasi nasional pasca Qrde Baru?

Sebenarnya dalam suatu proses perubahan, wajar terjadi hal-hal yang tidak pommal,

dimanapun. Khusus reformasi di Indonesia, saya kira ketidak normalan-ketidak normalan
yang mengiringi perubahan pasca reformasi itu masih dalam batas yang wajar dan tidak
menganggu arah dari perubahan itu. Misaloya kasus kekerasan di Ambon ketika itu,
memang membutuhkan beberapa lama, sekitar 2 tahun, tapi kemudian sekarang lebih
normal. Kenapa bisa terjadi seperti itu, banyak sekali fakta. Xarena proses perubahan itu
pasti meninggalkan unsur-unsur lama dan memuncuikan unsur-unsur bam, sedangkan
unsur-unsur lama tidak sepenuhbnya rela dengan adanya perubahan. Sehingga bisa saja ia
menghentikan perubahan itu, saleh sath diantaranya melahirkan disintegrasi untuk
memberikan citra buruk bagi kekuatan yang baru atau pengaruh yvang baru. Sebenamya
kalau kita lihat dan sejarah Indonesia, kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus disintegrasi,
itu bukan barang baru. Ketika berubah daci sistem serikat menjadi negara kesatuan juga
meninggalkan kejadian-kejadian yang terkait dengan sparatisme dan kekerasan,
pemberontakan-pemberontakan juga pemah tegjadi. Jadi, untuk proses reformasi yang
sekarang ini, saya kira masih dalam batas wajar meskipun bisa dikatakan bahwa
perubahan itu tidak terlalu mulus tapi itu sesuatu hal yang sangat wajar.

Bagaimana komitmen PKS terhadap keutuhan NKRI, iermasuk dengan heferogeniias
yang ada didalamnya?

Jadi kalau dilihat dar doktrin dakwah PKS, bahwa Mahaliyah wa Alamiyah, kami
mengakui fakta-fakta atau kondisi-kondisi lokal meskipun tidak boleh teriepas dari dunia
internasional karena kata hidup dalam suatu sistem global. Sehingga bagi PKS, negara
Indonesia itu adalah suatu negara yang diakui keberadaannya oleh PKS. Jadi kami tidak
memisahkan diri atau tidak menjadi satu sparasi dari negara Indonesia ini. Nah, mengenai
berbagai macam model dan type yang ada didalamnya, tentu kami mengikuti, yang
penting adalah bahwa negara Indonesia ini keutuhannya tetap tegaga. Misalnya begini,
kesatuan kami terima sebagai suatu hal yang positif pada masyarakat, walaupun federal
sebagai suatu alternatif bisa-bisa saja. Tetapi yang penting, walaupun federal - kesatuan
itu ferjaga, bukan berarti menjadi negara yang terpisah-pisah. Memang Indonesia
mempunyai beckground yang berbeda dengan Amenka, dengan Malaysia, sehingga
kesatuan itu tampaknya lebih cocok untuk Indonesia. Mengenai sistem, Presidensial atau
Parlementer juga pilihan. Mungkin suatu saat parfementer kita pandang lebih bagus
dibanding dengan presidensial, kita bisa ambil salah satu dari keduanya, sesuai dengan
situasi dan kondisi. Itu hal-hal yang bisa berubah. Tapi Indonesia dengan batas-batas
yang ada merupakan bagian yang kami akui, dan kami merupakau bagian didalamnya.

Apakah NKRI dengan batas-batasnya sebagai sesuatu yang final bagi PKS?

Ada beberapa pengertian mengenai NKRI itu final, pertama mengenai bentuknya, ia
sebagai negara kesatuan. Jadi bentuknya, bentuk kesatuannya itu yang final. Kalau itw,
menurut saya untuk sementara bisa seperti itu. Karena bentuk negara kesatuan maupun
serikat, itu pilihan-pilihan saja. Untuk suatu negara yang sangat besar, mungkin serikat
lebih bapus, Untuk negera sangat homogen sampai sangat heterogen, negara serikat
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mungkin bagus. Tapi untuk negara homogen, tidak terlalu besar, mungkin kesatuan lebih
cocok. Masalahnya Indonesia ini khan sebuah negara yang boleh jadi tidak statis, dulo
Indonesia tidak pakai Irian terus ada Irian, kemudian, Indonesia ngak pakai Timor-timur
terus ada Timor-timur, jadi mengenai luasannya itu tidak statis. Memang luasan itu
sendiri pantinya juga menentukan model-modelnya. Memang UUD’45 menyatakan
Negara Kesatuan Republik Indonesia itu final, final dalam arti, sampai saat sekrang ini
belum kita lihat sesuatu yang dibutuhkan untuk berubah ya, kami bisa terima. Baik itu
merupakan bentuk negaranya adalah kesatuan maupun luasan wilayahnya dari Sabang
sampai Merauke. Siapa (ahu misalkan suatu saat misalkan Brunai mau bergabung, khan
boleh jadi, khan berkembang wilayahnya. Suatu saat Timor-timur mau bergabung lagi
dengan Indonesia, boleh jadi. Suatu saat Malaysia ingin juga bergabung dengan Indonesia
dan itu diperlukan suatu negara serikat misalkan atau federasi, itu bukan suatu hal yang
mustahil, bisa setiap saat. Tapi yang paling penting, Indonesia secbagai suatu basis negara
yang kami akui ini tetap.

Apakah bisa berarti sebaliknya, misalkem Indonesia bergabung dengan Malaysia karena
disana lebih maju?

Saya kira itu ngak, ngak mungkin! Artinya secara psikologis, dalam posisi Indonesia
menginduk, itu kelihatannya tidak mungkinlah. Tapi kalan suatu konfederasi, ttu
mungkin. Artinya, ada kesejajaran antara Indonesia dengan Malaysia bergabung. Atau,
sebenamya khan begini, kalau kita lihat arab dari - katakanlah ASEAN. ASEAN juga
sebetulnya menginginkan menjadi suatu masyarakat unity (satr-kesatuan). Cita-cita
besarnya itu mau seperti Uni Eropa walaupun masih sangat jaub. Tapi di ASEAN sendiri
khan ada arah-arah kesana, kearah parlemen bersama, kearah pasar bersama, itu satu
kemungkinan yang bisa terjadi, tapi untuk Indonesia belum tentu maun.

Bagaimana PKS mengartikan nasionalisme, dan bagaimanakah konsep nasionalisme
dari PKS?

Nasionalisme itu khan suatu konsep yang digambarkan oleh sekelompok manusia atas
kehidupan berkelompoknya. Dimanapun nasionalisme itu diinterpretasikan mesti dengan
batasan-batasan yang khas pada masyarakat Pada dasamya nasionalisme itu adalah
pengakuan dan kecintaan terhadap wilayah-wilayah terkecil yang memang kita hidup
didalamnya Infinya itu. Itu dalam posisi nasionalisme yang standart saja. Tapi dalam
posisi nasionalisme yang ekstrim, itu bisa terjadi seperti chauvinisme, seperti tefjadi di
Jerman. Misalkan superioritas bangsa-bangsa itu hanya ada dinegara itu, negara lain itu
rendah,

Apa ukuran-uluran normatif dari PKS untuk bekerjasama dengan partai lain?

Jadi kalau kita lihat dari teori koalisi ya, sebetulnya kehidupan kita bermasyarakat itu
adalah kumpulan koalisi-koalisi. Sebuah partai adalah koalisi dari manusia-manusia,
individu-individu, itu kalau partai itu adalah partai kader. Jadi koalisinya antara individu
dengan individu, mereka punya satu fikiran, satu visi, satu misi - mereka bergabung.
Walaupun koalisi didalam partai itu bisa juga tidak individu, bisa juga antara kelompok
dengan kelompok Mereka bergabung, membuat satu partai, menyepakati suafu saling
kesepahaman, kemudian mereka menjalani partat itu, itu kita sebut partai massa. Didalam
partai itu biasa terjadi ada faksi-faksi, ada unsur-unsur yang mereka tetap jaga Itu koalisi
juga-koalisi dalam partai. Lebih besar dari itu, ya koalisi antar partai itu sendiri. Antar
partai yang satu dengan partai yang lain, jadi itu suatu keharusan. Memang tingkat-
tingkat koalisi itu berbeda-beda. Bagi PKS, kami membagi koalisi itu ada beberapa hal;
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pertama, koalisi ideologis, koalisi ideologis ialah koalisi orang-orang yang ada didalam
partai. Jadi seseorang apabila masuk kedalam satu partai itu namanya koalisi ideologis,
atau mungkin sekelompok orang atau partai lain bahkan bergabung dengan PKS dengan
seluruh visi misi dan nomma-norma segala macamnya itu disebut koalisi ideologis. Tapi
sulit, karena pada dasarnya koalisi ideologis yang paling asasi itu adalah terletak pada
individu, bukan organisasinya tapi pada invidunya. Sehingga bergabungnya dua parlai
tidak menimbulkan faksi. Nah itu, itu baru namanya tdeologis; Dibawah koalisi ideologis
itu adalah koalisi strategis. Koalisi strategis ini adalah koalisi antara safu partai (PKS)
dengan partai laisnya mengusung agenda-agenda strategis yang memang menjadi dasar,
platform bagi dua partai ini agenda-agenda yang sangat strategis, agenda-agenda yang
sangat besar, Ketipa adalah koalisi yang sifatnya taktis, koalisi takfis ini dasamya ialah
pada Kepentingan. Jadi kemaslahatan yang sifatnya sesaat walaupun tidak sangat
mendasar begitu ya, tapl sifamya sesaat. Tapi kami bisa melakukan ifu semua. Dan
memang banyak yang kami laknkan sekarang itu pada hal yang sanpat taktis saja. Jadi
koalisi-koalisi taktis itu yang banyak kami lakukan, biasa sesuatu khan didasarkan pada
suatu kepentingan. Apakah itu misalkan koalisi pada Pilpres, koalisi pada Pilkada, atau
koalisi pada suatu isu yang ada di DPR antara saiu fraksi dengan fraksi yang lain, atanpun
pada koalisi-koalis yang lain. Kebanyakan bersifat taktis. Jadi dari PKS, selama PKS
belum menjadi kekuatan dominan dan sangat mungkin terjadi kesamaan-kesamaan
kepentingan, ataupun mungkin strategi ataupun ideologi, itu merupakan keniscayaan
untuk berkoalisi dengan partai lain.

Dewasa ini banyak sekali parpol Islam, sehingga fragmentasi pun fidak dapai dihindari.
Pertanyaanrya adalah, adalah upaya dari PKS untulk menghkonsolidir mereka agar
menjadi suatu kekuaian yang besar?

Tadi telah disampaikan tentang koalisi. Jadi kami bekerjasama itu dengan partai manapun
yang mau bekerjasama, nanti tinggal dilihat apakah itu kerjasamanya atau koalisinya
nanti ideologis, strategis atau taktis, ya dilihat dan substansi koalisi ituw. Untuk partai-
partai Isiam memang dia lebih potensial untuk kami berkoalisi, meskipun juga kita harus
mengakui bahwa antara satu partai Isiam dengan partai Islam yang lain itu ada
perbedaan-perbedaan karakter. Ada karakter yang dia partai Islam tapi bukan partai kader
— partai massa, mungkin akan beda sehingga memang kami akan melakukan pembedaan.
Kalau keinginan kami untuk menggabung partai Islam menjadi satu partai, itu mungkin-
mungkin saja tapi kalau kami lihat, nanti tingkatannya akan beda, misatkan PKS sebagai
partai kader ga bisa berfusi dengan partai lain kecuali dia merubah partai yang baru itu
bukan menjadi partai kader tapi menjadi partai massa Didalamnya ada faksi-faksi begitu.
Nah ini, memang tidak terlalu mudah bagi PKS karena kalau kami lihat, bahwa wntuk
satu partai saja, ia menjaga konsolidasi internal itu bukan suatu pekerjaan yang mudah.
Banyak perkara, banyak persoalan yang harus disikapi oleh satu partai kemudian
menimbulkan perpecahan didalamnya Nah ini satu hal yang justru berfolak belakang
dengan keinginan untuk menggabungkan atan mengkonsolidasi. Makanya bagi PKS itu,
kalau suatu partai itu solid, partai manapun ity akan memudahkan kami berkoalisi. Tentu
kewajiban kami adalah bagaimana kami mengkonsolidasikan partai schingga solid.
Schingga apa yang menjadi langkah kami itu betul-betul fangkah bersama, kalau satu
partat ifu ngak solid, terpecah-pecah, faksi-faksi, pengambilan keputusan ngak jelas,
bagaimana kami bekerjasama Makanya yang paling penting sebetulnya bukan
menggabungkan partai-partai walaupun sama-sama partai Islam, tetapi yang paling
penting bagaimana partai-partai itu mensolidkan dirinya dulu, mengkonsolidasikan diri.
Itu saja sudah bisa memudahkan, tapi kalau tidak, itu susah pada dasamya, kalau kita mau
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bicara masalah substansi ya. Kalau kita cuma berseru bersatulah partai-partai! itu cuma
omongan, menurut saya hanya bahasa pidato bukan bahasa yang operasional.

Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen, apakah
PKS mengakomudir pluralitas tersebut, khususnya didaerah non muslim?

Jadi begini, PKS azasnya islam - jadi kami menjadikannya sebagai referensi utama ya.
Sebenarmnya kalau masalah heterogenitas di Indonesia sudah ada basisnya, kita bisa ambil
referensi dari buku Yusuf Qurdhowi sebagai suatu pemikiran. Yang jelas kami mengikuti
fatsun didalam politik Islam bahwa keterwakilan dari suatu masyarakat itu harus muncul
dalam suatu sistem suara di suatu tempat. Jadi kami mengakui dan mengakomudasi
keterwakilan dari elemen-elemen yang ada didalam masyarakat. Misalkan begini, di
Nabire inerupakan wilayah yang sebagian besar non muslim - ya PKS mengakomudasi
dan bahkan ada anggota DPRD Nabire yang berasal dari PKS beragama non muslim. Itu
bagian dari pemahaman kami, bahwa kami optimis tentang keberagaman dan
keterwakilan, tapi berdasarkan doktrin yang sama - PKS tidak mungkin menjalankan itu
di Jawa Barat yang mayoritas muslim dimana harus mengakomudir non muslim, itu
sangat tidak mungkin. Kecuali PKS membutuhkan suatu tenaga yang sama sekali tidak
ada di PKS dan ada pada kelompok lain, namun itu juga tidak mungkin karena kaderisasi
dan rekrutmen kami sulit untuk sampai terjadi seperti itu.

Berarti, anggota atau kader PKS itu tidak semuanya muslim?

Iya. Oleh sebab itu ada katagorisasi mengenai keanggotaan dan kekaderan. Di kami
dikenal anggota kehormatan yaitu anggota yang tidak menempuh jalur-jalur pengkaderan,
meskipun ia tetap harus berkomitmen atau memiliki kesepahaman atas beberapa hal yang
kami ajukan.

PKS telah mendedikasikan diri sebagai partai dakwah, bagaimana PKS memilah antara
kepentingan dakwah dan kepentingan politik?

Apabila orang menganggap hal iiu sebagai sesuatu yang terpisah - ya memang berangkat
dari pemahaman tentang dakwah itu sendiri. Bagi PKS dakwah itu adalah semua hal yang
dilakukan dengan tujuan mengeksistensikan nilai-mlai Jslam dalam kehidupan kita dari
segala macam aspek, sehingga bagi kami tidak mungkin melepaskan politik dari dakwah,
misalkan politik berjalan sendiri sebagai sesuatu yang terisolasi dari dakwah, itu tidak
mungkin bagi pemahaman kami. Karena politik merupakan bagian dari dakwah itu
sendiri. Dakwah didalam bidang politik sebenarnya banyak, bukan hanya parpol saja.
Kalau kami menyatakan bahwa partai ini adalah partai dakwah, maksudnya memudahkan
bahwa segala sesuatu yang kami lakukan didalam partai ini haruslah ditujukan dari aspek-
asnek dawah - tidak terlepas diri dari aspek dakwah. Kami tidak akan mengalami
koniradiksi mengenai hal itu. Misalnya saja, kalau politik perlu kekuasaan tapi dakwah
tidak perlu kekuasaan seolah sesuatu yang bertentangan, tidak! Bahkan kami mengkritik
adanya pandangan yang mempertanyakan bagaimana PKS sebagai parpol menyatakan
diri sebagai partai dakwah, padahal politik itu sangat terkail dengan kckuasaan. Dan dia
sebagail ormas misalnya tidak menyatakan sebagai partai politik dan dia bekerja didalam
karena ormas - tidak dipolitik. Padahal dengan mudah sekali dibantah, sebetulnya dalam
kerangka dakwah, mau parpol, mau ormas mau individu sama semua - semua itu dalam
kerangka dakwah - iya ormas dakwah kita sebutnya. Dan kenyataannya juga, tidak sedikit
ketua-ketua ormas yang jadi calon presiden, calon wakil presiden. Kedalam kekuasaan
kami tidak mendikotomikan itu, ormas seharusnya sosial kenapa mencalon diri sebagai
presiden, wakil presiden, ngak cocoklah! Tapi kami tidak mengatakan begitu. Bagi kami,
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ormas itu dakwah, politik dakwah - mau dari ormas, mau dari parpol mau dari individual
kemudian yang mencapai kekuasaan, ya ngak masalah. Karena kekusaan itu sendiri untuk
dakwah.

Jadi kehidupan negara nasional seperfi apa yang hendak dikembangkan oleh PKS
sebagai partai dakwah?

Kami melihat bahwa nilai-nilai Islam itu sebagai nilai-nilai universal sehingga kami
mcmandang kehidupan nasional itu harus diwamai — diarahkan oleh nilai-nilai Islam
yang universal itu, sesuai dengan asas partai.

Apakah dengan demikian PKS menghendaki tegaknya syariat Islam? Karena hanya
dengan demilian nilai-nilai Islam bisa diterapkan secara kaffah. Lalu bagaimana ikhtiar
PKS untuk menjamin terselenggaranya penerapan syariat tersebut?

Pertama pemahaman kami tentang syariah Islam atau jalan Islam. Syariah Islam itu
sangat luas, hal imi harus kita pahami karena tidak jarang orang menafsirkan syariah itu
secara sempit. Misalkan yang ia fikirkan tentang syariah itu tentang potong tangan
misalnya, seperti itu aja. Padahal bagi kami yang namanya syariah Islam itu luas - ada
syariah Islam dalam bidang politik, syariah [slam dalam bidang ekonomi, syariah Islam
dalam bidang moral, hukum dan sebagainya. Dalam kerangka itu, bagi kami, formula -
formula penerapan syariah Islam itu sangat luas. Banyak muatan-muatan dari syariah
Islam itu sebetulnya bersifat universal sehingga kami tidak menyebut itu syariat Islam
pun bisa diberlakukan dimana orang lain merasa itu adalah nilai-nilainya sendiri. Hal ini
sering terjadi misalnya tentang PERDA SYARIAH. Tidak ada PERDA SYARIAH, yang
ada adalah PERDA disuatu daerah PERDA tentang penjegahan permainan judi misalkan.
Itu bisa muncul PERDA seperti itu, kan disepakali oleh berbagai macam partai. Dan
melarang permainan judi kalau kita lihat dalam ajaran agama yang ada di Indonesia ini
semuanya setuju tapi itu tidak keluar.

Bagaimana dengan khilafah islamiyah yang digagas oleh beberapa kelompok baru-baru
ini?

Begini, kalau kita lihat konsep ke-khilafah-an dari Hisbut Tahrir misalnya, bagi saya
konsep itu agak mandek begitu va! la agak romantik dan mungkin sedikit feodalistik.
Kami tidak berpijak dari situ, karena konsep PKS itu Mahaliyah - lokalitas dan Alamiyah
lebih global. Sedangkan Hisbut Tahrir sepanjang yang saya ketahui, ia menafikan negara
nasional - tidak mengakui negara nasional. Bagi dia, negara itu adalah suatu negara yang
sifatnya internasional dan bahkan tidak boleh ada dua negara begitu. Sehingga dia tidak
bisa menerima keberadaan negara nasional, hal ini berbeda dengan PKS yang menerima
keberadaan negara nasional — berdasarkan prisip dakwah bahwa dakwah itu dilakukan
dengan lingkungan terdekat. PKS menyadari bahwa kami hidup dalam negara kesatuan
Republik Indonesia dimana harus pelihara kesatuan dan keutuhan Indonesia, kemudian
karni berfikir tentang persatuan umat dimana kita punya tentanpgga Malaysia sistem
kerajaan, Mindanau yang merupakan bagian dari Filipina, Arab Saudi berbentuk
kerajaan, sedangkan Iran berbentuk republik, dan berbagai macam. Nah, bagaimana kami
imempersatukan ini semua - itu yang terpenting. Jadi bagaimana kami melangkah menjadi
satu kesaluan politik dari negara-negara ini. Lalu bentuknya seperti apa? Itu yang kami
fikirkan- sebab kalau melebur segala sesuatunya hanya bisa dihayalkan, tapi kalau dalam
praktek operasional kita bisa mulai menyusun apa yang sama, misalnya scperti Uni
Eropa, itu yang sangal ideal untuk saat ini.
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Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeke,
berdaulat, bersaln, demokretis, adil dan makmur serla beradab dan berketuhanan sebagaimana termaktub di
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cila-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia,

Perwujudan cita-cita bersama {ersebut menuntut keterlibaian semua kekuatan bangsa, baik secara
individual maupun secara kolektif, sekaligus merupakan hak dan tanggung jawab sehuruh rekyat. PDI
Perjuangan scbagai wadah dan alat perjusngan serla kekuatan politik rakyat berasaskan Pancasila
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undung Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sesuai jiwa dan sernangat lahirnya pada 1 Juni 1945, Di dalam perwujudannya, PDI Perjuangan mempunyai
jati did kebangsoan, kerakyalan, dan keadilan sosial denpan watak demokratis, merdekn, pantang
menyerah, dan terbuka yang seluruhnya merupakan modal perjuangan untuk membangun bangsa den
karakter bangsz serla mengperskkan kekuatan den memperjuangan aspirasi rekyat menjedi kebijakan
negara

Untuk itu PDI Perjuangan mempunyai tugas memperiahankan dan mewujudkan cita-clta Negara
Proklamasi 17 Agustus 1945, melaksanakan Pancasila sebagai pandangen hidup bangsa dalam kehidupan
bermasyarakal, berbangsa dan bernegara serta mempersiapken kader Bangsa,

Oleh kerena itu, melalui kekuatan dan kekuasaan politik yang senantiasa akan diperjuangkan, PDI
Perjuangan bertekad untuk mewujudken kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur dalem Negara Kesatian Republik Indonesia,

Secarp kesejarahan PDI Pesjuangan berawal dari berfusinya Partal Nasional indonesia (PNI),
Tkatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Krisien Indonesia (PARKINDO)
dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi indonesia (PDI) pada tanpgal 10 Januari 1973, yang di dalam
perkembangannya, pada tanggal 1 Februari 1999 PDI menjadi PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum.

BAB1
NAMA, WAKTU, TEMFPAT, dan KEDUDUKAN

Pasal 1
Parlai int bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangen, adelah parial politik disingkat dengan PDI
Perjuanpgan.

Ppsal 2
PDI Perjuangan yang untuk selanjuimya disebut Parlai, diditikan untuk wektu yang tidak ditentukan
lamanya.

Pasal 3
Dewan Pimpinan Pusat Pariai berkedudukan di Jakarta aiau [bukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pasal 4
Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang
administrasi pernerinlahan.

BABII
ASAS, JATI DIRI, dan WATAK

Pasal 5
[. Pariai berasaskan Pancasila sebagaimana lermaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahimya pada 1 Juni 1945.
Jati Diri Partai adalah Kebanpgsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sogial.
Watek Parlai adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, dan terbuka.

W

BAB I
TUJUAN, FUNGSI dan TUGAS
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1)
2)

3)
4)
5)

Pasal 6
Tujuan Umum Partai
Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945,
Membangun maesyarakal Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil
dan makmur.

Pasal 7
Tujuan Khusus Partai
Menghimpun dan membangun keluatan politik rakyat;
Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis; dan
Berjuang mendapetkan kekuasaan politik secara konstilusional gune mewujudkan pemeriniahan
yang melindungi scgenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahlerasn umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa serla ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pasal 8
Fungsi Partai

Fungsi Pariai :
Sarana guna membentuk dan membangun karakter banpsa;
Mendidik dan mencerdaskan rakya{ sgar bertanggung jawab menggunakan hek dan kewsjibannya
sebagal warga negara;
Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyst dalam merumuskan dan
menetapknn kebijakan negara;
Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat gune membangun masyaraket
Pancasila; dan
Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

Pasal 9
Tugas Pariai

Tugas Partai :
Mempertghankan dan mewujudkan cita-cila negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancaslla sebagai pandangan hidup bangsa;
Menghimpun dan mempefjuangkan aspirasi rakyat sebagei arah kebijaken politik Pariaj;
Memperjusngkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara;
Mempensiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekenisme
demokrasi, dengan memperhatiken kesetaraan dan keadilan gender;
Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggarean negara egar terwujud pemerintshen yang
bersih dan berwibawe.

BAB YV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Jenjang Kepengurnsan

Pasal 10

1. Dalam rangka melaksanaken tugas Partai, disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut :

Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkal DPP yang meliputi wilayah NKRI;

Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD yang meliputi wilayah Provinsi;

Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC yang meliputi wilayah Kabupaten/ Kota;

Pengurus Anak Cabang disingkat PAC yang meliputi wilayah Kecamalan;

Pengurus Ranting Partai yang meliputi wilaysh Desa/Kelurahan dan/atau yang setingkat;

Pengurus Anak Ranting Partai yang meliputi wilayah Dusun/Dukub/Rukun Warga/Lorong/Gang
dan/atau sebutan lainnya.

oA T
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2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan Partai distur dalam Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan Partai.

Bagian Kedus
Alat Kelengkapan Partai

Pasal 11
1. Dalam melaksanakan tugasnya kepengurusan Pertal dilengkapi dengen alet-alat kelengkapan berupa :
Dewan Perlimbangan Pariai;
Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai disingkat Badiklat;
Badan Penelitian dan Pengembangan Partai disingkat Balitbang;
Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai disingkat BP-Pemilu;
Badan Informasi don Komunikasi Partai disingkat Badan Infokom;
Badan Bantuan Hukum dan Advokasi;
Baden Penangguiangan Bencans,
Badan Verifikesi Partai;
Komile Disiplin Partai;
Fraksi Partal;
Sekretariat Partai.
2. Alat-alat Kelengkapan Partai secbagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, dibentuk di tingkat Pusat,
Daerah, dan Cabang Partai, oleh kepengurusan pada tingkatannys;
3. Unfuk meleksanaken tugasnya Alat Kelengkapan Partal sesuai dengan kewenangannya melakukan

T FRme e d o

rapat-rapat;
4, Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Kelengkapan Partal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga,
Pasal 12
1. Dewan Pertimbangan Partai berfingsi memberikan nasehaf dan perfimbanpan kepada kepengurusan
Partai di tingkatannya.

2. Dewan Pertimbangan Partat dibentuk di tingkat Pusat, Daerah, dan Cabang yang dalam melaksanakan
tugasnya dapat melakukan konsulasi dan koordinasi dengan Komponen Partai pada lingkstannya.

3. Dewrn Pertimbangan Parlai mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 {saru) tahun
guna menyampaikan nasehat serla perfimbangannya kepada kepengurusan Partsi sesuai dengan
tingkalannya.

4, Kelentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kefiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasat 13
Pariai membina hubungan, dan membangun kerjasama dengan Orgenisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Fungsional, dan Qrganisasi Profesi yang berbentuk lembaga, yayasan, paguyuban, dan lain-lain yang seasas
dan/aisu seaspirasi dengan Partai.

Pasal 14
Wujud hubungan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsionsl, dan Organisasi
Profesi Partai dilakukan melalui Rapat Koordinasi Umum.
Bagian Keempat
Kedautatan

Pasal 15
Kedaulatan Partai berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Kongres.

Bagjan Kelima
Keanggotaan

Pasal 16
1. Apggota Partei adalah calon anggola yang teleh dinyataken memenuhi persyaratan sebagai anggota.
2. Keanpgotaan Partai terdiri alas:
a. Anggota biasa;

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-Ul, 2008




b. Anggots kader;
c. Anggola kehonmatan.
3. Keanggolaan berakhir apabila :
g Menjadi anggola parzi politik lain;
b. Mengundurkan diri;
¢. Diberhentikan;
d. Meninggal dunia.
4. Ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal in{ diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 17
1. Syaral uniuk menjadi anggota Partai adalah:
2. Warga Negara Republik Indonesia yang telah beramur 17 (ahun ateu sudah pernah kawin;
b. Menyetujui dan menaati Angparan Dasar, Anggaran Rumeh Tengga dan Keputusan Partai;
¢. Bersedia mensati den menegakican Disiplin Partai;
d. DBersedia mengikuti kegiatan Partai.
2. Calon anggota harus menyataken kesediaannya untuk menjadi anggota secara tertulis dan memenuhi
persyaratan scsuai ayat 1 pasal ini yang disampaikan kepada Pengurus Partai yang berwenang,
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai iata cera penerimaan dan jajaran kepengurusan Partai yang menangani
keanggotaan digtur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam
Rapat-Rapat Partal

Pasal 18

Rapat-Rapat Partai tersusun dalam wrutan jenjang/hirarkd :

1)  Kongres Pariai;

2)  Rnopal Dewan Pimpinan Pusat Partei;

J3)  Rapat Koordinasi Umum;

4)  Rapat Koordinast Wilayah;

5)  Rapat Koordinasi Bidang;,

6)  Rapat Alal Kelengkapan Partai;

7)  Konferensi Dacrah Partai;

8)  Repat Dewan Pimpinan Daerah Partai;

8}  Konferensi Cabang Partai;

10) Rapat Dewan Pimpinan Cabang Pariai;

11) Musyawarah Anaek Cabang Partai;

12) Rapat Penpurus Ansk Cabang Partai;

13) Musyawarah Ranting Partai;

14) Rapat Pengurus Ranting Partai;

15) Rapat Anggota Anak Ranting Pariai;

16) Rapat Pengurus Anak Ranting Parta.

Pasal 19
Pengambilan Keputusan
1. Keputusan Sidang/Rapal Partai di semua lingkatan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah
untuk mencapai mufakat, dan apabila dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, maka
keputusan diambil berdasarkan pemungulan suara terbanyek.
2. Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan secara lertutup, sedangkan pengambilan
keputusan yang menyengkut kebijakan dapat dilakukan sccare terbuka.

Pasal 20
Kongres
1. Kongres Partai adalah lembaga pemegang kekuasasn terlinggi dalam Pariai,
2. Kongres Partat diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Kongres Partai mempunyai wewenang:
a. Mengubah/menyempumakan, mengesahkan, dan menclepkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai;
b. Mengesahkan dan menetapkan Program Partai;
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c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partat;
d. Menetapkan Dewen Pimpinan Pusat Partai;
e. Menilai dan melakukan rehabilitasi anggota Partai yang terkena sanksi pemecaian;
f. Membust dan menetapkan keputusan lainnya

Dalam keadaan mendesak, dapat dilangsungkan Kongres Luar Biasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengpgaraan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21
Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai

“Rapat DPP Parlai dlllksanakm_leh DPP dan difigditi clel sekurahp-Kuranignya letih dan seféngah ™"~~~

Jumileh anggota DPP.

Rapat Kerja Nesional adalah rapat DPP yang diperluas dan dibadirl oleh anggota DPP, Alat
Kelengknpan Partai tingkat Nasional, unsur DPD> Partai, dan unsur Partai [ainnya,

Rapat DPP Partal selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22
Rapat Keordinasl Umum

Rapat Koordinasi Uraum adalah rapat koordinasi Dewan Pimpinan Parlai dengan wtusan Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi yang seasas dan/atau yang seaspirasi,
seria dihadiri oleh kader parlai yang menjabat struktural dalam Organigasi Kemasyarakatan, Organisasi
Fungsional, dan Organisast Profesi sesuai dengan tingkatannya,

Ketentuan lebih lenjut mengenai Rapat Koordinasi Umum diatur dalem Anggaran Rumah Tanggs.

Pasal 23
Rapat Koordinas! Wilayah Partal
Rapat Koordinasi Wilayah Pariai adalah rapat unsur DPP Pariai, dan unsur DPD Parai atau unsur
DPC Partai yang membidangi wilayah tertentu dengan pimpinan kepengurusan di wilayahnya untuk
mengaordinasikan langkah-langkah pefaksanaan tugas Partai,
Ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran
Rumgh Tangga.

Pasal 24

Konferensi Daerah Partai
Konferensi Daerah Parlai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di ingkat provinsi.
Konferensi Daerah Partal diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun,
Konferensi Daerah Partai reempunyai wewenang:
a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPD Partai;
b. Menghimpun, merumuskan dan mengoordinasiken program kerja Partal di wilayah provinsi

bersangkutan;

c. Memilih DPD Pariai.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Konferensi Daerah Partai diatur dalem Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 25

Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai
Rapat DPD Pariai dilaksanaken oleh DPD Partai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnys lebih dari
setengeh jumleh anggota DPD Parlai.
Rapat Kerja Daerah Parlal adalah rapat DPD Partal yang diperfuas dan dilaksanakan oleh DPD Partai
seria dihadiri oleh anggoia DPD Partai, Alat Kelengkapan Partai tingkel Daerah, unsur DPC Partai, dan
unsur Partai lainnya.
Repat DPD Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Konferensi Cabang Partai
Konferensi Cabang Pariai adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Cabang,
Konferensi Cabang Partai diadakan sekali dalam 5 (lima} tahun,
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3. Konferensi Cabang Partai mempunyai wewehang:
a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPC Partai;
b. Menghimpun, merumuskan, dan mengoordinasikan program kerja Partai di tingkat Cabang;
¢, Memilih DPC Partai.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Konferensi Cabang Partai diatur dalam Anggaran Rumeh

Tangge.

Pasal 27
Rapat Dewan Pimplnan Cabang Partai

1. Rapat DPC Parlsi dihadiri olch sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota DPC Partai.

2. Rapat Kerja Cabang Parlai edaleh rapat DPC Partai yang diperluas dan dilaksanaken oleh DPC Partai
serta dihadiri oleh seluruh anggota DPC Partai, Alat Kelengkapan Pariai tingkat Cebang, unsur
Pengurus Anak Cabang Partai, dan unsur Partai lainnya.

3. Rapat DPC Partai sclanjutlnya distur delam Anpggaran Rumah Tengge.

Pasal 28
Musyawarah Anak Cabang Partal
1. Musyawarah Anak Cabang Partai merupakan forum tertinggi Partai di tingkat Anak Ceabang Partai.
2. Musyawarah Anak Cebang Partai diadakan sekali dalam 5 (Jima) tahun uniuk memilih Pengurus Anak
Cahang Partei,
3. Keteniuan mengenai pelaksanaan Musyawarsh Anak Cabang selanjutnya diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 29
Rapat Pengurus Anak Cabang Partal
Rapat Pengurus Anak Cabang Parinl dilaksanakan oleh Pengurus Anak Cabang Partai untuk menjabarkan
pelaksanasn Tugas Partai di tingkat Anak Cabang Partai,

Pasal 30
Musyawarah Ranting
Musyawarsh Renting merupakan forum tertinggi Partai di tingkat Ranting Partai.
Musyawarsh Ranting diadakan sekali dalam 5 (Jima) tahun untuk memiiih Pengurus Ranting Partai,
Ketentuan mengenai pelaksanaan Musyawarah Ranting Perlni selanjutnya distur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

S L

Pasal 31
Rapat Fenpgurus Ranting Partai
Rapat Pengurus Renting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Ranting Pariai untuk menjabarkan pelaksanasn
tugas Partai di tingkat Ranting Partai,

Pasal 32
Rapat Anpgpota Anak Renting dan Rapat Pengorus Angk Ranting Partai
4. Rapat Anggota Anzk Ranting Parlai merupakan forum terlinggi Partai di tingkat Anak Ranting Partai,
5. Rapat Anggola Anak Ranting Partai dindakan sekali dalam 5 (lima) tabun untuk memilih Pengurus
Anak Ranting Partai.
6. Repat Pengurus Anak Ranting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Anak Ranting Parlai untuk
menjebarkan pelaksanaan tugas Partai di lingkat Anak Ranting Partal.
7. Ketentuan mengenai peleksanaan Rapat Angpota Anek Ranfing Parlai dan Rapat Pengurus Anek
Ranting Partai selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumsh Tangga.

Bagizn Ketujuh
Jenjang/Hirarki Peraturan Partui
Pasal 33
Peraturan Parlai yang bersifal mengatur disusun dengan uruten jenjang/hirarki:
1) Anggaran Dasar;
2) Anggamn Rumah Tangga;
3) Keputusan Kongres Pariai;
4) Peraturmn Pariaj;
5) Keputusan DPP Partai;
6) Instruksi DPP Partai;
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7} Keputusan Konferensi Daersh Parini;

8) Keputusan DPD Partai;

9 Keputusan Konferensi Cabang Partai;

10) Keputusan DPC Pariai,

11) Keputusan Musyawarah Anak Cabang Partai;
12} Keputusan Pengurus Anak Cabang Partai;
13} Keputusan Musyawarah Ranting Partai;

14) Keputusan Pengurus Ranting Partal,

Pasal 34

Peraturan Parial yang bersifat menetapkan disusun dengen urutan jenjanp/hirarki:

P -

pod

1) Anggaran Dasar,

2) Anggaran Rumah Tanggs;

3} Kctetapan Kongres Parlai;

4) Ketetapan DPP Partaj;

5) Ketetapan Konferensi Daerah Partai;

6) Ketelapan DPP Partai

) Keletapan Konferensi Cabang Partai;

8) Ketetapan DPC Parlai;

9) Ketetapan Musyawarsh Anak Cabang Partai;
10) Ketetapan Pengurus Ansk Cabang Partai;
11) Keletapan Musyawarah Ranting Partai;
12) Ketetapan Pengurus Renting Partai.

Pasal 35
Ketetapan/Keputusan Partai yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan/Keputusan
Partai yang lebih tinggi.
Ketetapan/Keputusan yang berientangan dengan Ketetapan/Kepulusan yang lebih tinggi dinyatakan
tidak sah oleh kepengurusan setu tingkat di atasnya dan dinyalakan tidak berlaku.
Ketetapan Partai bersifat lebih konstan dan yang tidak terpengaruh oleh dinamike internal maupun
cksternal dan diatur dalam Peraturan Partal.
Kepirtusan Partai dan Instruksi Partai bersifat temporer, dapat berubah yang disesunikan dengan
kebutuhan dinamika yang dihadapi pengurus Perial pada tingkaiannya dan distur dalam Perafuran
Pariai;

Pasal 36
Setiap tingkal kepengurusan Partai, harus meleksanakan Keputusan/Ketetapan Partai yang di atasnya.
Kepengurusan Parlai yang tidak meneati alau menentang Keputusan/Ketetapan Partai di atasnya dikenai
sanksi yang diatur dalam Peraturan Partal.

Bagian Kedelapan
Kenangan dan Perbendsharaan Partai
Pasal 37
. Harla kekayaan Partai terdiri dari :
a. Harta bergerak,
b. Haria tidak bergerak.
Harta kekayaan Pertai diperoleh dari:

8. Uang pangkel dan juran anggota Partai,

b. Sumbangan yang tidak mengikat,

¢. Pendapalan lain yang sah.
Pasal 38

Pengelolaan harta kekaypan Partai diulamgkan guna pencapaian tujuan Partai.

Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Puset pada tingket Pusat
dan dipertanggungjawabkan secara berkala di dalam Rakernas.

Pengetolaan semua harte kekaynan Partai di semua tingkaten dilakukan oleh kepengurusan Pariai di
tingkat masing-masing.

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-Ul, 2008



4. Ketentuan mengenai iuran anggola diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BABY
LAMBANG, BENDERA, MARS darn HYMNE

Pasal 39
Partai mempunyai Lambang yang ditetapkan oleh Kongres.
Partai mempunyai Bendera yang ditetapkan oleh Kongres.
Partai mempunyai Mars dan Hymne yang diletapkan oleh Kongres.
Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Lambang, Bendera, Mars dan Hymne Partai dialur dalam
Peraturan Partal.

PN

BAB V1
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 40
Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan untuk mempertshanikan: Eksistensi Pariai, Pancasile,
Pembuksan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
{NKRI}, maka kepada Ketus Umum diberikan kewenangan sepenuhoya untuk mengambil tindakan
strategis organisatoris yang diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN dan PERUBAHAN

Pasal 41
1. Masa jabatan/pengabdien kepengurusan untuk Daerah dan/atan Cabang yang baru terbenbak akibat
pemekaran wilayah sesudah Kongres I, masa jabatan/ pengabdiaumya berskhir pada tehun
pelakzanaan Kongres I11., [
2. DPP Partai membuat Peraturan Partai untuk pelaksanaan ayat 1 pasal ini.

Pasal 42
Semusa tingkatan kepengurusan Partai harus sudah terbentuk menunit ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
pada tahun 2005.

Pasal 43
Pembentukan tingkat kepengurusan Partai setclah Kongres II, pelaksanaannya dimulai dari kepengurusan
tingkel Daerah berjenjang ke bawah sampai terbentuknya Pengurus Anak Ranting Parlai dan pembentukan
kepengurusan Partai menjelang Kongres L dimulai dari kepengurusen tingkat Anak Ranting berjenjang
keatas sampai dengan tingkat Pusat melalui Kongres II1.

Pasal 44
Perubahan
1. Asas, Jati Diri, dan Tujuan Partai henya dapat diubah oleh ketetapan Kongres yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya empat perlima jumlgh Cabang Partai dan disetujui oleh sekurang-kurengnya
empat perlima jumiah utusan Kongres yang hadir.
2. Perubshan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumsah Tengpa Partai hanya dapat dilekukan dalam
Kongres Partai dengan persetujuan sekurang-kurangnya due periiga dadi jumnlah suara utusan yang
hadir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Penuntup
1. Hal-bal yang belum diatur datem Anggaran Dasar ini ekan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumsh
Tangga dan Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggeran Dasar,
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai sustu ketentuan dalam Anggeran Dasar dan Anggaran
Rumsah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partal.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak sant disahkan dan ditetapkan dalam Kongres.
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ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
BAB 1
KEANGGOTAAN

Pasal 1
1. Seliap orang yang ingin menjadi anggola Partai harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Pengurus Struktual Partai di tempat yang bersangkutan berdomisili.
2. Pengurus Struktual Partaj wajib meneruskan ayat | pasal ini kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai
untuk diproses lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Partai.
3. Pendafiaren, penerimaan dan koordinasi anggola Partai yang berdomisili di luar negeri dilakukan oleh
Dewan Pimpinan Daerah Pactai di DKI Jakaria yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pantai.

Pesal 2

Penerimaan Anpgota
Penerimaan menjadi anggota melalui masa pembinaan yang lamanya 1 (satu) bulen.
Selama menjalani masa pembinaan yang bersangkutan dinyalakan sebagai calon anggola.
Calon anggola yang sudah memenuhi seluruh persyaratan, sebelum diantik menjadi anggots wajib
mengucapkan sumpah/jenii sebagai anggota yeng diatur dalam Peraturan Pariai,
Pengesahan sescorang menjadi anggota Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.
Dewan Pimploan Cebang Parial dapat menolsk seseorang yang mengajukan perminisan menjadi
anggota Partai.
Penerimaan atau penolakan sesgorang menjadi anppota Partsi diputuskan dalam Rapat Dewan
Pimpinan Cabeng Partai,

SR WM

<

Pasal 3
Kader Partai
Kader Parlai adalah anggota Partei yang dedikasi, loyalilas, dan pengebdiannya kepada Pariai dan
masyarakat umum tidek tercela
Kader Partai dipilih, difetapkan, dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:
Memiliki kementapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;
Telah membuldikan kesetiean dan ketaatan kepada Partai;
Telah membuktikan kemampuannya menpgerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran
Partei dan/alau dalam masyarakat;
Telalt lulus kursus kader yang diselenggarakan oleh Partai dan memiliki moral yang baik.
Kriteria dan teta cara penentuan anggota kader Parlai sebagaimana dimeksud pada ayat 1 dan 2 pasal
ini diatur daiam Peraturan Partai.

Pasal 4

Anggota Kehormatan
1. Anggoia kehormatan adalah warga negara Republik Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai
dan yang sikdp hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri dan Tujuan Partai.
Anggota Kehormatan Partai ditetapken dalam Kongres Partai atas usulan DPP Partai.
Anggota Kehormalan Parfai mempunyai hak untuk menghadiri pertemuan Partei di semua tingkatan
dan dapat diminta pendapathya,
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Kehormatan diatur dengan Peraturan Partal,

w N

Pasal 5
Hak Anggota Partsi

1. Setiap anggoia Partai berhek:
Mendapat perlekuan yang sama di delam Partai;
Menghadiri mpat-rapat Partai;
Menyampaikan pendapat dan keinginan kepada Partai, baik tertulis maupun lisan;
Menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan, baik di dalem
maupun di Iuar Partal;

e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.
2. Untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam Pariai, anggota Partai harus telah membuktikan

kesetinan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai pengurms Partai:

o op
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8. Yang dapat dipilih dan ditetapken sebagai Pengurus Ansk Renting, Pengurus Ranting Pengurus
Anak Cabang adalah anggota yang tidak tercela dan berdomisili di wilayah Dukuh/Dusun/Rukun
Warga, atau Kelurahan/Desa dan/atau Kecamalan yang bersangkulan,

b. Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPC Parlai, adalah anggota Partai yang

sekurang-kurangnya lelah 3 (tiga) tahun terus-menerus menjadi anggota, pernah menjadi pengurus

Partai tingkat kecamatan atau Alsl Kelengkaspan Pariai yang berperilaku tidak tercele dan

berdomisili di wilaysh Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

Yang dapat dipilih dan diletapkan menjadi pengurus DPD Partai adalah anggota Partai yang

sekureng-kurangnya lelah 4 (empat) tahun terus-menerus menjadi anggota, pernah menjadi

pengurus Partai atan Alat Kelengkapan Pertai tingkat Kabupaten/Kota yang berperilaku tidak
lercela dan berdomisili di wilayah Kabuopaten/Kola yang bersangiaitan.

d Yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPP Pariai adalah anggota Partai yang
sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tshun ierus-menerus menjadi Anggota, perneh imenjadi
pengurus Partai atan Alat Kelengkapan Partai tingkat Provinsi yang berperilaku tidak tercela.

Dalem hal pengecualian sebagaimana yeng dialur dalam ayat 3 huruf b, ¢, dan d pasal Inj maka:

2. Demi untuk kepentingan Parial, pembentukan kepengurusan tersebut harus dengen persetujuan
dari jenjang kepengurusan Pariai setu tingkat di atasnya;

b.  Khusus untuk penyusunan Dewan Pimpinan Pusat Partei ditetepkan oleh Kongres, Ketentuan lebih
lenjut dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Partal

)

Pasal 6

Kewajiban Anggota
Anggota Partai mempunyai kewaiiban:
a. Memegeng teguh Asas dan Jati Diri Partai;
b, Melaksanakan Tujuan, Fungsi, Tugas, dan kebijakan Partai;
¢. Menanti peraturan dan keputusan Partai;
d  Menjunjung tinggi Disiplin Partai;
e. Menjaga nams baik dan kehormatan Partai;
f. Membayar Juran wajib Pariai;
g. Menjaring dan menyaring sekurang-kurangnya satu calon anggola bane.
h. Menjalankan fugas-tuges yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
Kewajiban anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur dalam Peraturan Partal.

Pasal 7
Anggola Partai yang hendek melokukan kegialan atas nama Partai yang bukan menjadi Tugas dan
Fungsinya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Pariat di tingkatannya.
Anggota Parlai yang askan duduk dalam lembaga kenegarsan tidak atas usulan Partai harus
memberilehukan dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus Partai di tingkatannys.
Anggota Parlai yang duduk delam jabatan politik dan jabaten pablik ates usulan Parlai haerus bersedia
mengundurkan diri apabila Partai memutuskan demikian.

Pasal 8
Berakhirnya Keanggotaan

Menjadi anggota partai politik lain.

Mengundurkan diri, yang dinyaiakan oleh yang bersangkulan secara tertulis yang memuat alasan

pengunduran diri, dan ditujukan kepada DPC Partai.

Diberhentikan karena:

a.  Melakukan pelanggaran hukum pidana yang diancam hukuman sekurang-kurangnys 5 (lima)
lghun penjara dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kecuali bagi anggota yang
terpidana karena membela Pariai, DPP Pariai memberiken pertimbangan objektilf sebelum
melaksanakan kepurtusan ini;

b. Terkena sanksi pemecatan oleh Partai,

¢. Meninggal dunie, yang dinyataken oleh instansi yang berwenang

BAB 11

DISIPLIN DAN SANKSI PARTAI Bagian Pertama
Disiplin
Pasal 9
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Untuk menelapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan, dan menegakkan cilra Pariai, maka
disusun ketentuan tentang Disiplin Partal.

Setiap anggota Parlai harus menaati Disiplin Partai.

Terthadap pelanggaran Disiplin Parlai dikenaken sanksi oleh Kepengurusan Partai sesuai tingkatannya
selclah mendapat rekomendasi dari Komite Disiplen Partai.

Partai membentuk Komite Disiplin Partai untuk tingkal Pusat, tingkat Daerah, dan tingkat Cabang yang
bertugas memberikan rekomendasi yang menyangkut pelanggaran Disiplin  Partal kepada

Kepengurusan Parai sesuai tingkatannya.
5. Susunan dan mekanisme kerja Komite Disiplin Partai diatur dalam Perataran Partai

Pasal 10
Dislplin Partai yang Bersifat Larangan

Dislplin Partal yang bersifut larangan adaish:

Pl ol ol o

O\ tn

Anggota Pertai dilarang menjadi anggota organisas! politik lainnys;

Anggota Partai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
Anggola Partai dilarang melalaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
Anggote Partai dilarang melekukan kegielan dan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan
Partal.

Anggota Partai dilarang membocorkan rahasia Pariai;

Anggota Pariii dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencideral kepercayaan rakyat
kepada Partai;

Anggota Partai dilarang menerima atan memberi uang alan materi lainnya dari orang-perorangan
atau instangi dari dalam meupun fuar Partei untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra
Partai;

Anggota Partai dilarang melekukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan
mengatasnamakan Pariai.

Bagian Kedua
Sanksl
Pasal J1

1. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota Partai alas pelanggaran Disiplin Partai terdiri atas:

a.
b.
c
d

Peringatan;

Pembehasiugasan dari jabatan Pariai dan/alau jabutan aias nama Partai;
Pemberhentian Sementaa (skorsing);

Pemecatan;

2. Semusa Sanksi yang dijatuhkan herus dinyalakan secara terlulis oleh kepengurusan yang menjatuhkan
Sanksi.

Pasal 12

1. Penectapen untuk menjatuhkan Sanksi diputuskan dan dilaksanakan dalam rapat kepengurusan Pertai
selelah mendapat rekomendasi dari Komite Dislplin.
2. Wewenang Kepengurusan untuk menjatuhkan Sanksi:

.

b.

c.

Sanksi Peringatan dijetubkan kepada anggota Partai oleh Pemgurus Ranting, Pengurus Anek
Cabang, DPC, DPD, dan DPP Partai sesuai lingkup kewenangannya;

Sanksi Pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jebatan atas nama Partai dilakukan oleh
DPC, DPD, dan DPP Partai sesuai lingkup kewenangannya;

Sanksi Pembethentiannya Sementara (skorsing) dilakuken hanys oleh DPD dan DPP Pertai sesuai
lingkup kewenangannys;

Sanksi Pembebastugasan dan Pemberhentian Sementars (skorsing), oleh kepengurusan DPC
dan/atay DPD harus dilaporken kepada DPP Parai untuk mendapatken persetujuan atau
penolakan;

Apabila persetujuan DPP Partaj tidak diberikan delem waktu 2 (dua) bulan, make keputusan
Pembebastugasan dan/atan  Pemberhentien Sementara tersebul dinyatakan sah dan tetap
diberlakukar;

Sanksi Perecatan hanye dapat dilakukan oleh DPP Partal ates usulan DPD dan/ atau DPC Partai,
kecuali bagi kader Partai yang bertuges di tingkat Pusat dilakukan sepenutinya oleh DPP Partai;
Sanksi Pembebastugasan, Pemberhentian Sementars, dan Pemecatan baru dapat dilaksanakan
setelah didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh jafaran Partai pada tingkatannya,
kecuali terhadap Pelanggaran Berat, DPP Partai dapat dengen segera menjatubken Sanksi
Pemecatan;
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Yang termasuk dengan Pelanggaran Berat antara lain :

Membocorkan rahasia Partai;

Memecah belah Parlat dan/atau pembangkangan terhadap keputusan Partai;

Anpgota Partai yang mempunyai keanggolaan ganda pada partai politik lain;

Terlibat dalam penyalahgunasn eteu pengedar Narkoba dan/miau Pslkotropika berdasarkan

keputusan pengedilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Terlibat prakiek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berdasarkan keputusan pengadilan yang lelah
mempunysi kekuatan hukum tetap;

f. Pelanggaran elas ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 yang merupaken wujud dari Disiplin Partai
yang utama;

Yang tids;ak termasuk dalam Pelanggaran Berat sebagaimana diatur Pasal 12 ayat 3, diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Partal

Lo gmm

Pasal 13

1. Anggoia yang dikenakan sanksi Pemecatan dapat membela diri secara lisan roaupun tertulis di
dalam Kongres alas perminiaan yang bersangkutan.

2. Kongres seielah mendengar dan mempelajari pembelaan puggota sebagaimana dimeksud dalam
ayat 1 pasal ini mengambit keputusan membatalkan alau mengukuhkan sanksi yang telah
dijatuhken.

3. Bagi anggola Partai di lembage-lembaga negara di tingkat Pusat, Deerah, atau Cabang yang
dikenakan sanksi Pemecatan, Partai memberitahukan secara tertutls kepada lembaga negara tempat
yang bersangkutan ditugaskan,

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 14
Dewan Pimpinan Pusat Partal dapat melakukan pembekuan ateu pembubaran kepengurusan Partai di
bawahnya. Sedangkan DPD Partai dapat membekukan dan membubarken PAC Partai, DPC Pariai
dapat membubarkan Pengurus Ranting Periai dan Pengurus Anak Renting Partai yang selanjutuya
diatur dalam Peraturan Partai.
Pembekuan ateu pembubaran kepengurusan Pariai dilaksanakan apabila kepengurusan dimaksud
melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Partai:
2. Kepengurusan Partai mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijekan
yang ditetapkan ofeh jajaran Partat yang lebih tinggi;
b. Kepengurusan Pariai terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan
saling berlentangan mengenai kebijakan Partai;
¢. Sebagian besar atau seiuruh kepengurusen Pariai terlibat langsung dalam kegiatan menentang
kepemimpinan jajaran Pariai satu tingkat yang lebih tinggi;
d. Kepengurusan Parai yang tidak dapat melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pariai;
Dalam hal diperlukan pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai untuk tingkat DPD dan DPC
Pariai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partei tersebut berada di tangan DPP Partai
untuk membentuk kepengurusan baru

Passal 15
DPP Partai inenunjuk Pelaksena Harian untuk melakukan kegintan rtin deri kepengurusan yang
dibekukan/dibubarkan dan mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru,
Tuges dan langgung jawab yang dilimpahkan oleh DPP Pariai kepada Pelaksana Harian tersebut
berlangsung delam janpka waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
Dalar hal pembekuan afau pembubaran kepengurusan Partai di tingleat Pengurus Anak Cabang, maka
tugas dan (anggung jawab kepengurusan Partai tersebut berada di tangan DPD Partai untuk melakukan
konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru.
Dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan Pariai di tingkat Pengurus Ranting, meka tugas
dan langpung jawab kepengurusan Partai tersebut berada ditangan DPC Parlai uniuk melakukan
konsolidasi Partai dan pembentukan kepengurusan baru,
DPD Partai atau DPC Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, menunjuk Pelaksana
Harian untuk melakukan kegiatan rutin dari kepengurusan yang dibekuken/dibubarkan dan
mempersiapkan pembentukan kepengurusan bara.
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Tuges dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh DPD Partai atau DPC Partai scbagaimana dimaksud
dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, kepada Peleksena Harian tersebut berlangsung dalam jangka waktu paling
Jama 3 (tiga) bulan,

BAR-TII
ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16
Dalam rapgke mencapai Tujuen dan Tugas Pertai sebagaimana pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar, make
disusun struktur organisasi dalam bentuk jenjeng/hirarki Kepengurusan Partai yang bersifat koleklif-
kolegial dari tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting, sampai tingkat Anak Ranling.
Kepengurusan Partai di semua tngkaian dibentuk secara demokratis sesuai dengan yang diatur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pembentuken Kepengurusan Partai dimulai secara berurutan dari tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak
Cabang, Ranting, sampai ke Anak Ranting.
Dalam hal di suatu wilayeh belumn terbentuk kepengurusan Pariai, DPP Partai menentukan kebijakan
tertentu untuk menetapkan kepengurusan sementara Partai,

Pasal 17
Setiap tindakan alan keputusan Pengurus Partai yeng menpatasnamakan Partai harus diputuskan
melalui Rapat Partai,
Permasalahan yang tidak terselesaikan di Kepengurusan Partai tingkat Lertentu, diteruskan penyelesaian
permasalahan fersebut kepada jenjang Kepengurusan Pariai sampai 2 (dua) tingkat i atasnya secara
bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
Setiap Kepengurusan Pariai di semmua tingkatan harus secars nkiif mencari calen anggota,

Bagian Ketlua
Kepengurusan

Dewan Plmpinan Pusat (DPP) Partai
Pacal 18
Dewan Pimpinen Pusal Partai merupakan pemegeng kekuasaan eksekutif tertinggi Partal berdasarkan
Anggaran Dasar, Anggeran Rumah Tengga dan Perataran Daerak.
Dewan Pimpinan Pusat Partei dipilih dan ditetapken oleh Kongres Partai.
Devwan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang bertindak ketvar dan ke dalam untuk dan atas nama
Partai.
Dewan Pimpinan Pusat Partai menetapkan Pedoman dan Peraturan Pertai yang diperlukan untuk
meleksanakan tugas Parlai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan
Konpres.
Dewan Pimpinan Pusat Partai mempunyai tugas sebagai becikut:
A Meloksanaken peraturan, keputusan, dan program Partai di tingkat nasional, serta
menyelenggarakan manajemen Partal secars modem;
b. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada alet kelengkapan Partsi, petugas Partai dalem
lembaga lepislatif, lembaga eksekutif, dan alat kelengkapan Partai lainnya di tingkal nasional;
¢. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan
Cabang.
d. Melaksanakan konsolidasi orgenisasi dan pendidiken kader Partai di lingkat pusal;
¢. Menjalankan tugns lalnnya yang bersifat eksekutif;
Anggola Dewan Pimpinan Puset Partsi, sctelah dipilih oleh Kongres Partai, mengucapkan
Sumpah/Janji di delam Kengres Partai.
Anggota Dewan Plmpinan Pusat Partai wajib mendahulukan tugas dan tangpung-jawab sebagai
pengurus Partai. Dalam hal engpota Dewan Pimpinan Pusat Parlai berkeinginan menempati jabatan
{ain di bidang politik, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahuluy dari Rapat Dewan Pimpinan
Pusat Partai.
DPP mengesahkan struktur, komposist, dan personalia DPD dan DPC Partai.
DPP Pertai menetapkan petugas Partai, yang ditugaskan di dalam lembaga-lembaga negara ateu
organisagi lain di tingkat nasional.
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10. DPP Pariai membentuk Fraksi dan menetapkan Pengurus Fraksi di DPR/MPR-RI

Pasal 19

1. Apabils terjadi lowongan pengurus datam DDPP Partai oleh karena:

Eal ol

Meninggal Dunia;

Berhalangan Tetap;

Terkena sanksi pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan/atau yang sudah berkekuatan
hokum tetap;

Melanggar Sumpah/Janjl jabatan; Mengundurkan diri;

Tidak lagi aktif melaksanakan Tugas Partai selama 6 (enam) bulan;

Melakukan tindaken indisipliner ferhedap keputusen Pariaj,

Kctua Umum memirtuskan pengisian lowongan penguris
Pengurus DPP Partai yang terkena sanksi, pelaksanannnya diputuskan dalam Rapal DPP,
Fungsionaris Departemnen dan Alal Kelengkapan Parlai tingkat nasionsl lainnya yang terkena sanksi,

dileksanakan sesuai Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Dalam rangke mencapai Tujuan dan Tugas Partai schagaimana Pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar, disusun
struktur dan komposisi organisasi DPP Pariaj,

Struktur dan komposisi DPP sedikitnya 23 { dua puluh tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh
tige) orang, terdiri atas:

a.

b.

Ketua Umum,Satu orang Ketua Umum bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi dan kinetja
Partei secara internal dan ekstemal;

Ketua Umum dibantu beberapa orang Ketus Bidang yang berfugas menangani masalah internal
Partal (Ideologi Politik, Kaderisasi, Organisasi, Keanggotaan, Komunikasi, Sumber Daya) dan
beberapa orang Ketua Bidang yang bertugas menangani masaleh eksternal Partai sesuai kelompok
masyarakat dan sektor kehidupan (Buruh, Teni, Nelayan, Guru, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda,
Perempuan, Pengusaha Kacll-Menengnh, Koperasi) dan yang sesuai dengan funpsi tate
pemeriniahan;

Sekretaris Jenderal, Satz orang Sekrelaris Jenderal yang membantu Ketua Umum yang beriugas
dan bertanggung jawab dalam mengelola mangiemen, sislem administrasi, dan kelembagaan
Partai;

Sekretaris Jenderal dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal. Selain membantu Sekretaris
Jenderal, Wakli Sekretaris Jenderal bertugas membaniu Ketua-ketua Bidang yang menangani
masalah internal dan ekstemnal Partai di bldang kesekretariatan;

Bendahara, Satu orang Bendahara yang membantu Ketua Umum yang bertugas dan berlanggung
jawab dalam mengelola sistem  kebangan  dan  perbendaharaan  Partai
Bendehara dibantu beberapa orang Wakil Bendahara

Pasal 21
Departemen merupakan perangkat slaf Ketuz Bidang yang bertugas untuk:
Menghimpun informasi dan data;
Mengolah informasi dan data;
Menyarankan solusifkebijakan kepada Ketua sesuai bidang tugasnya;
Monitoring dan Evaluagi dari pelaksanaan solusi/kebijakan yeng diputuskan
Uraian tugas, tata kerja, dan sistem, serla prosedir organisasi dalam kepengurusan DPP Partai,
Departemen, dan Alat Kelengkapan Partai tingkat nasional dietur dalarn Peraturan Partai

De¢wan Pimmplnan Daerah (DPD) Partal

Pasal 22

DPD Partai adalah pelaksana eksekutif Pariai di tingkat Daerah

Anggota DPD Pariai setelah dipilih dalam Konferensi Daersh Partai mengucapken sumpah/fjaniji jabatan di
depan Konferensi Daerah Pariai.

DPD Pertai mempunyai wewenang dan kewsjiban:
Menumbuhkembangken, memantapkan, den membina kepengurusan Partai di wilayahnya;
Memantapkan persatusn dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan ja]aran Partai di wilayahnya;

15

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-Ul, 2008



Memimpin, mengoordinesikan, dan melakuken supervisi terhadap DPC Partai dan kegiatan Partai di
tingkat daerah;

Mengesahkan struktur, komposisi, dan personalia PAC Partai di wilayahnys;

Melaksanakan Program Kerja Partai di dacrah;

Membentuk Fraksi dan menetapkan pengurus Fraksi Partal di DPRD Provinsi;

Menjatuhkan sanksi lerhadap pelanggeran anggota Parlai sesual dengan ketentuan Anggaran
Dasar/Anggeran Rumah Tangga;

Memutuskan dengan persetujuan DPP Partai untuk menarik kembali petugas Partai di lembaga negara
di daerah;

Menyelenggarakan Konferensi Daerah Parlai dan menyampaikan pertanggungiewaban pelaksanaan
tugas dan kewajibannya di dalam Konferensi Daerah Partai
Menetapkan personil Partai, untuk bertupas baik di dalam lembapa negara maupun organisasi lain
di tingkat daerah

Pasal 23

1. Wakil-wakil Ketus DPD mengetuai Bidang tertentu dan merangkep sebapai Ketua Kourdinator
Wilayah Cabang yang digtut delem Peratursan Partai,

2. Pengurus DPD Partai yang terkena sanksj pembebastugasan oleh dan setelah melalui Rapat DPD Pariai
dilaporken kepada DPP Pariai untuk mendapatkan persetojuan.

3. Pengisian lowongan pengurus yang terjadi di dalam DPD Partai digtur dalam Peraturan Partal

4., Wakil-wakil Ketua DPD sebagal Ketua Bideng dalam pelaksanann tugasnya dibaniu oleh Departemen
yang bersifat badan staf.

5. Depariemen berfungsi untuk menghimpun dan mengoleh data serta mengevaluasi hasll pelaksanaan
kebijakan sebagai bahan pertimabngan kepada Wakil Ketua derl Bidang yang bersangkutan.

6. DPD Pariai mengesahkan komposisi dan personalia PAC Partei di wilayahnya,

Pasal 24
Dalam rangka mencapai Tujuan dan Tuges Partai sebagaimans pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar, disusun
struktur dan komposisi organisasi DPD.
Struktur dan komposlsi DPI) sedikitnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas)
orang, terdiri atas:

Kectua, Satu orang Kelua bertugas dan bertanggung jawab atas kinerjm Partai secarn internal dan
ekstemal di wileyah Provinsinya;

Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua yeng bertuges menangani mesalah internal Pariai
(Kaderisasi, Organisasi, Keanggotaan, Komunikasi, Sumber Daya} dan beberapa orang Wakil
Ketua yang bertuges menangani masalah eksternal Partei sesuai kelompok masyarakat dan selktor
kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Guni, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan, Pengusaha
Kecil-Menenggh, Koperasi);

Selaetaris, Satu orang Sekretaris yang membantu Ketus yang bertugas dan berlanggung jawab dalam
mengelola sistem administrasi dan kelembagaan Partai;

Sekretaris dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris. Selain membaniu Sekretaris, Waki] Sekretaris
bertugas membantu Wakil-wakil Ketue yang menangani mesalah inlernal dan eksternal Partai di
bidang kesckretariatgn;

Bendahara, Satu orang Bendahara yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab dalam
mengelola sistem kenangan dan perbendsharaan Pariaj;

Bendahara dibantu beberapa orang Wakil Bendahara
Uraian tugas, tela kerja, dan sistem prosedur orgenisasi DPD selanjutnya diatur dalam Peraturan
Partai

Dewan Pimploan Cabang (DPC) Partai
Pssal 25

1. DPC Partai adalah pelaksana eksekutif Partai di tingkat Cabang,
2, Pengurus DPC Pariai, setelah terpililt dalam Konferensi Cabang Partai, mengucapken sumpah/janji

jabatan di depan Konferensi Cabang Partai.
3. DPC Partai mempunyai wewenang dan kewajiban:

8. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina Partai di wilayahnya

b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masysrakat dan jajaran Pariat di wilayahnya
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Memimpin dan mengoordinasikan Anak Cabang Partai dan kegiaian Pariai di wilayshnya

Mengesahkan siruktur, komposisi, dan personalia Pengurus Ranting Partai di wilayahnya

Melaksanakan Program Kerja Partai di wilayahnya

Membentuk Fraksi dan menetapkan Pengurus Fraksi DPRD Kabupaten/Kota

Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggola Partat sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar/Anggeran Rumah Tangga )

h. Menyelenggarakan Konferensi Cabang Partai dan menyampaikan periangpungjawaban
pelaksanaan {ugas dan kewajlbannya di dalam Konferensi Cabang Partai

i. Memutuskan dengan dan atas perselujuan DPD Partai dan persetujuan DPP Partai unfuk menarik

kembali petugas Partai di lembaga Negara tingkat Kabupaten/Kota

Menetapkan petugas Partai, baik di dalam lembaga negara maupun organisasi lain di tingkal

Kebupaten/Kota.

LI

Passl 26
Wekil-wakil Ketua DPC mengetuni Didang tertentu dan merengkap sebagai Ketua Koordinasi wilayah
Kecamatan yang pengatwannya diputuskan dalam Perafuran Partai.
Pengurus DPC Pariai yang terkena sanksi pembebastugasan oleh dan setelah melalui Rapat DPC pariai
dilaporkan kepada DPP Partai untuk mendapatkan persctujuan.
Pengisian lowongan pengurus yang terjadi di dalam DPC Partgi diatur dalem Peraturan Partai,
Wakil-wakil Ketua DPC Paniai sebagai Ketua Bidang dalam pelaksangan tugasnya dibantu oleh
departemen yang bersifat badan staf,
Departemen berfungsi untuk menghimpun dan mengolah deta serta mengevaluasi hasil pelaksanaan
kebijakan sebagai bahen pertimbangan kepsda Wakil Ketua dari bidang yang bexsangattan.
DPC Pariai mengesahken komposisi dan personalia pengurus Ranting Partat di wilayahnya.

Pasal 27

. Dalam rangka mencapai tujuan dan tugas partai sebagaimana Pasal 7, 8, 3 Anggaran Dasar, disusun

struktur dan komposisi organisasi DPC.

. Struktur dan komposisi DPC sedikitnya 1] (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas)

orang, terdiri atas:

a Ketus, Satu orang Ketua bertugas dan bertanggungjawab atas kinerja Partai secara inlernel dan
eksternal di wilayah Kabupaten/Kota

b. Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah internal partai
{(kaderisasi, organisasl, keanggotaan, komunikasi, sumber daya) dan beberapa orang Wakil Ketua
yang bertugas menangeni masalah eksternal Partai sesuai kelompok masyarakat dan sektor
kehidupan (Buruh, Tani, Nelayan, Gurny, Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Perempuan, Pengusaha
Kecii-Menengah, Koperasi};

¢. Sekretaris, Satu orang Sekretaris yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggungjawab
dalani mengelola sisten administrasi dan kelembggaan Partai;

d. Sekretaris dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris. Selain membantu Sekretaris, Wakil Sekretaris
bertugas membantu Wakil-wakil Ketua yang menangani masalah inlernal dan ekstemal Partai di
bidang kesekretariztan;

¢. Bendahara,3atu orang Bendahara bertugas yang membantu Ketug yang bertugas dan
berianggungjewab dalam mengelola sistem keuangan dan perhendaharean Partai.

f. Bendahara dibantu beberapa orang Wakil Bendabara.

Uraian tugas, tata kerja dan sistem prosedur organisasi DPC selanjuinya diatur dalam Peraturan
Partai.
Pengurus Anak Cabang (PAC) Partal
Pasal 28
PAC Partai adalah pelaksane eksekutif di tingkat Kecamaten.

PAC Partai, setelah terpilih dalam Musyawarah Apak Cabang Partai, mengucapkan sumpah/janji
jabatan didepan Musyawarah Anak Cabang Pariai.
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3. PAC Partni sedikitnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang terdiri dari seorang Ketua, beberapa
orang Wakil Ketua, scorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, scorang Bendahara, beberapa
orang Wakil Bendanara.

4. PAC Parial yang terkena sanksi pembebasaan tugas oleh dan setelah melalui Rapat PAC Parlai
dilaporkan kepada DPC Pariai untuk mendapatkan persetujuen.

5. Lowongan pengurus yang terjadi di dalam PAC Partai penggantinya diusulkan oleh DPC kepada DPD
untuk mendapatkan perselujuan.

Pasal 29
PAC Parlai mempunyal wewenang sebagai berikut:
Menumbuhkembangkan, memantapkan dan membina Partai di miayalmya,
Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran Pertai di wilayahnya; i
Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Pariai di tingkat Kecamatan; =
Mengesshkan susunan, komposisi dan personalia Pengurus Anak Ranting Partai di wilayahnya;
Melaksanakan Propram Kerja Partal di wilayehnya;
Menjatuhkan sanksi Peringatan lerhadap pelanggaran enggola Pertai sesuai dengan ketentuan
Anggarun Dasar/Anggaran Rumah Tanggg; i
Menyelenggarakan Musyawerah Anak Cabang Partai dan menyampaikan laporan pelzksanaan i
tugas dan kewnjibannya di dalam Musyawarah Anak Cabang Partal,

Pl A -l o

TITET T

Pengorus Ranting dan Pengurns Anak Ranting Partal

Pasal 30 i
1. a. Pengurus Renting Partai adaleh pelaksana Program Partai di tingkat Desa/ Kelurahen dan/atau yang
setingkat; E

b. Pengurus Anak Ranting Pertai adalah pelaksana Program Partai di tingkat Dusun/ Dukub/Rukun ;

Warge/Lorong/Gang dan/atau sebutan lainnye.
2. a. Pengurus Ranting Partai, setelah terpilih dalam Musyawareh Ranting Pertai, mengucapkan
sumpah/janji pengurus di dalam Musyawarah Ranting Pariai;

b. Pengurus Anak Ranting Pariai, sejelah terpilih dalam Rapat Anggota Anak Ranting Partai,
mengucapkan sumpahfjanii pengurus di dalam Rapat Anggota Anak Ranting Partai.

3. a. Pengurus Ranting sedikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri
dari scorang Ketus, beberapa orong Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris,
seorang Bendahara, dan seorang Wakil Bendahara;

b. Pengurus Ansk Ranling sedikilnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (fujuh) orang, terdiri
dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan
seorang Bendahara.

4, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting yang terkena sanksi pembebastugasan dan/atau

pemberheniian semenlara, maka jabatan yang bersangkutan menjadi [owong dengan sendirinye.

5. a. Kekosangan (lowongan) di dalam kepengurusan Ranting, maka Pengurus Ranting Partai -
mengusulkan pengisian lowongan tersebut kepada DPC Partai melalui PAC Partal;

b. Kekosonpan (lowongan) di dalam kepengurusan Anuk Ranting, maka Pengurus Anak Ranting
Partai mengusulken pengisian lowongan tersebut kepada PAC Partai melalui Pengurus Ranting
Partai.

6. Pengurus Ranting mempunyai wewenang dan kewsjiban:

a. Menumbubkembangkan, memantapkan, dan membine Pertai di wilayahnya;

b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh werga mesyarakal dan jajaran Partai di wilayehnya;

¢. Melaksanakan kegiatan Partai di wilayahnya;

d. Menjaga nama baik dan menegakkan Disiplin Partai di wilayahnya;

€. Memberikan sanksi Peringatan terhadap pelanggaran angpota Partai sesuai dengen ketentuan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggs;

f. Meayelenggarakan Musyawarah Ranting Partai dan/atau Rapat Anggota Partai untuk melaporkan
pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Musyawarah Ranling.

7. Pengurus Anek Ranting Parlei mempunyai wewenang dan kewajiban;
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g. Menumbuhkembangkan, memantapkan, dan membina Partai di wilayahnya;
b. Memantapkan persatuan dan kesatuen seluruh wurga mesyarakat dan jajaran Partai di wilayshnys;
¢. Melaksanaken kegiatan Partai di wileyahnya;
d. Menjaga nama balk dan menegakkan Disiplin Partai di wilayahnya;
e. Menyelenggarakan Rapat Anggota Anak Ranting Partai untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan

kewajibannya di dalam Rapat Anggota Anak Ranting Partai.

Bagian Ketiga
Alat Kelengkapan Partai

1. Bewan Pertimbangan Partai
Pasal 31

Dewan Pertimbangan Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai
tingkatannya.
Anggota Dewan Pertimbangan Partai adalah anggota Partai aktif yang pernah duduk di kepengurusan
tingkat dzerah dan/atau kepengurusan tingkal pusat sekurang-kurangnya ! periode penuh dan tidak
tercela. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Pusat sebanyak-banyaknya 15 orang.
Anggota Dewan Pertimbangan Daersh adalah anpgola Partai aktif yeng pernah duduk di kepengurusan
tingkat Cebang dan/atau kepengurusan tingkat pusat sekurang-kurangnys 1 periode penuh dan tidak
tercela. Jumleh anggota Dewan Pertimbangan Daersh sebanyak-banyaknya 11 orang,
Anggota Dewan Pertimbangan Cabéng adalah anggota Partai akuif yang pernah duduk di kepengurusan
tingkat Anak Cabang dan/atau kepengurusan tingkat pusat sekurabg-kurangnya 1 periode penuh dan
tidak tercelp. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Cebang sebhanyak-banyaknya 9 orang.

iL. Badan Pendidikan dan Pelatthan Partal (BADIKILAT)
Pasal 32

Badiklat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
Badiklat bertugas merencanakan, melaksanekan dan mengevaluasi keglatan pendidikan dan pelatihan
bagi calon anggota dan kader Partai.
Kegiatan pendidikan bertujuan mempersiepkan jenjeng pendidikan kader/anggota melalui kegiatan
pendidikan yang bertingkat dan berlanjut.
Kegiatan pelatihan berfungsi mempersiapkan keterampilan anggota untuk mecam penugasan tertentu.
Hal-ha! yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanasn dan evaluasi kegiatan pendidiken dan
pelatihan sslanjutaya diatur dalam Peraturan Parai.

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Partai (BALITBANG)
Pasal 33

Balitbang dibentuk oleh dan berlanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya.
Balitbang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiaten penelitian dan pengembangan
lentang perkembangan masyarakat dan penyelengarsan negara yang langsung atan tidak langsung
menyangkut tugas Partai.
Balilbang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kegiatan penelitian dan
pengembangan tentang efektifilas dan efisiensi kinerja Parfai dalam pencapaian tupas Parai,
sehubungen dengan dinamike dalam masyarakat.
Penelitian dan kajian Balitbang yang dilaksanakan baik diminta atau atas inisiatif sendiri, hasilnya
disampaikan kepada kepengurusan Partei di tingketannya,
Hel-hal yang berkzitan dengan strukhur organisasi, personalia dan mekanisme kerjn Balitbang diatur
dalam Peraturan Partai.

IV, Badan Pemenangan Pemilihan Umum (BP-Pemilu)
Pasal 34

BP-Pemilu dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partni sesuai tingkatannya.
BP-Pemilu bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengcordinasikan kegiatan Partai dalam upaya
pemenangan Pemilihan Umure.
BP-Pemilu bertugas mempersiapkan kegiatan Partai dalam upaya pemenangaa pemilihan langsung
Gubernur/Bupati/Walikota, pemilihan anggola DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan
pemilihan Presiden dan Wakll Presiden.
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BP-Pemiln  mengusulkan  rancangan  sistem  penjaringan bakal celon  langsung
Gubernur/Bupati/Walikota, pemilihan anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/ Kola.

Hal-hal yang berkailan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja BP-Pemilu diatur
dalam Peraturan Partai.

V. Badan Informosl dan Komunikasi Partai (BADAN INFOKOM)
Pasal 35

Badan Infokom Partai dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Pariai sesuai
tingkatannya.
Badan Infokom Partai bertugas merencanakan, melaksanskan dan mengoordinasikan kegiatan
publikasi dalam upaya perebutan opini masyarakat dengan maksud membangun citra Pariai yang
positif,
Badan Infokom Partai mengusutkan rancangan sistem alur informasi dan komunikasi di dalam jajaran
Partai secarn vertikal dan horisontal, serla alur informasi dan komunikasi dari Partai kepada
maesyergkat lugs.
Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan Infokom
Partai diatur dalam Peraturan Partal.

V1. Badan Bantuan Huokum dan Advokasi
Pasal 36

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai dibeotuk oleh dan bertangpung jaweb kepada
kepengurusan Pariai seguai tingkalannya.
Bndan Bantuan Hukum dan Advokasi Parlai bertugas merencanakan, meleksanekan dan
mengoordinasikan kegiatan Advokasi dan Pembelaan Hukum kepada enggota Partai dan rakyat
umumnye.
Bedan Bantuan Hukum dan Advokasi Pariai mengusulken kepada kepengurusan Partai sesuai
tingkatannya rancangan sistem dan (ala cara kegiatan Advokasi dan Pembelaan Hukum bagi
masyarakat,
Hal-hal yang berkailan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan Bantuan
Hulum dan Advokasi Pariai diatur dalam Peraturan Partai.

VII Badan Pepangpgulangan Bencana
Pasal 37

Badan Penangpulangan Bencana dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai
sesuai tingkatannys,.
Bedan Penanggulangan Bencana bertugas merencanskan, melaksanekan dan mengoordinasikan
kegiatan bantuan dan penanggulangan bencana alam, kebakaran, konflik sosial, pengungsi dan lain-
laim.
Badan Pcnanggulangan Bencena mensosiallasikan, mengorganisir anggofa Partai dan masyarakai
untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan serta memberi bantuan pada korban bencana
Hal-hal yang berknitan dengan struktur organisasi, personalie dan mekanisme kerja Badan
Penanggutangan Bencana diatur dalam Peraturan Partai,

VIIL Badan Verifikasi Partai
Pasal 38

Badan Verifikasi Partai dibentuk oleh dan bertangpung jawab kepada kepengurusan Pertal sesuaf
tingkstannya.
Badan Ve);iﬁkasi Partai bertugas mengusulken kepada kepengurusan Partai sesusi tingkalannya
rancangan sistem dan tata cara kegigtan verifikasi kekayaan dan aset Parlai.
Hasil Ketja Tim verifikasi disampaikan hanya kepada pengurus Partei di tingketannya dengan
ternbusan kepada pengurus Partai, 1 dan 2 tingkat di atasnya.
Hal-ha! yang berkailan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Badan Verifikasi
Partai diatur dglam Peraturan Partai.

IX. Komlte Distplin Partal
Pagal 39
Komite Disiplin Partai dibentuk oleh dan bertangpung jewab kepada kepengurusan Partai sesuai
tingkaiannya.
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2. Komile Disiplin Partai bertugas memberi rekomendasi kepada pengurus memberi rekomendasi kepada
pengurus Partai di tingkalannya berkeriean dengan pelanggaran Disiplin Partai.

3. Sesuai dengan Jati Diri Partai, Komite Disiplin Partai dalam melaksanakan tugasnys berpedomean pada
ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai dengan beralaskan sikap
kekeluargaan sebagai wujud semanget kebangsaan,

4. Keanggolaan Komite Disiplin Partai bersifal ad-hoc dan diangkat untuk setu kasus pelanggaran
tertentu yang dapat dikenakan sanksi Partai,

5. Hal-hal yang berkailan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerjz Komite Disiplin
diatur dalam Peraturan Partai.

X. Fraksl Parai
Pasal 40

1. Fraksi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepengurusan Partai sesuai tingkatannya

2. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dari Pariai
yang merupakan barisan terdepan dan perpanjengan tangan Partai di lembaga legislatif.

3. Fraksi bertugas memperjuangkan kebijakan Partal di lembaga legislatif egar menjadi kebijakan politik
pemerintah,

4. Fraksi melaksanakan fungsi pengawasan, snggaran dan legislasi.

5. Fraksi dan pengurus fraksi ditetapkan aleh:

2. DPP Partai untuk DPR-RI;
b. DPD Pertai untuk DPRD Provinsi;
¢. DPC Partai untuk DPRDD Kabupaten/Kota,

6. Pergantian anggota Legislatif Parlai (pergantian entar waktu) untuk DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD
Provinsi seria DPR-RI diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Partai sesual dengan tingkatannya dan
mendapat persetujuan dari DPP Partai.

7. Hal-hal yang berkaitan mekanisme ketja dan hubungan Fraksi dengan pengurus Partai diatur dalam

Peraturan Partai.
XI. Sekretariat Partal
Pasal 41
1. Sckretriat Paertai dibentuk oleh dan berlanggung jawab kepada kepengurusan Parfai sesuai
tingkatannya,

2. Sekvetriat Parlai adalah pusat keginlan administras] Partai,

3. Sekretriat Partai berfungsi mendukung tugas Kesckijenan/Sckreteris Parlai dalam melaksanakan
edministrasi Partai.

4. Sekretrial Partai di tingkel Pengurus Anak Cabang, Pengurus Renting disebut Tata Usaha Pengurus

Partai.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, personalia dan mekanisme kerja Sekretariat Partai
diatur dalam Peraturan Partai,
Badan-Badan Lain
Pasal 42
Partai dapat membentuk Badan/Lembaga/Unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan yang selanjuimya diatur
dalam Peraturan Partai.
Bagian Keempat
Organisas] Kemasyarakatan
Pasal 43

1. Partai daJam membangun dan menjalin hubungen kerjasama dengan orgenisasi kemasyarakatan,
organisasi funpsional dan organisasi profesi yang seasas dan seaspirasi dapat menempatkan kader
Partai dalam orgenisasi dimaksud.

2. Hal-hal yang berkaitan dengen mekanisme hubungan dan penugasan anggole/kader Partai seperti
lersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kelima
Rapat-Rapat Partai
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Kongres Partai
Pasal 44

1. Kongres Partai dinyatakan sah apabila dihadiri olch utusan Cabang dan utusan DPD Partai yang terdiri
alas sekurang-kurangnya dua pertiga darl jumiah Cabang Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga
dari jumlah DPD Partai.

2. Jumlah utusan deri DPC Parlai dan utusan dari DPD Partai didalam kongres diatur dalam Peraturan
Partai,

3. Peserta Kongres yang mempunyai hak suara didalam kongres adalah tujuan Cabeng dan utusen DPD
dengan keteptuan setiap satu Cabang mempunyai satu hak suara dan satu DPD mempunyai satu hak
suara,

Pasal 45
Kongres Partai dihadiri oleh peserta, peninfau dan undangan yang ditentuken oleh DPP Partai.
Kongres Parlai diselengarakan oleh DPP Partai.
Sidang Kongres Partai dipimpin oleit DPP Partai sempal terpilihnya Pimpinan Kongres yang dipilih
dari dan oleh pesaria Kongres.

W

Pasal 46 - ;L
Dalam keadaan mendesak Kongres Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila: g
1. Kongres Luar Biasa Partai diadakan atas permintaan lebih deri dua pertiga jumlah Cabang Partai i
yang diputuskan dalam Konferensi Cabang Khusus Partai den lebih dari dua pertiga jumiah DPD
Partai yang diputuskan dalam Rapat DPD; ;
2. Kongres Loar Biasa Partai dapat juga diadaken atas perminiaan Dewan Pimpinan Pusat Partai i
dengan persetujuan lebih dari dua pertiga jumlah DPC Parial yang diputuskan dalam Rapat DPC '
Partaj dan lebih dua pertiga jumlah DPD Partai yang diputuskan datam Rapat DPD Partai,
Kongres Luar Bissa diselenggarakan oleh DPP Partai.
Kongres Luar Biasa Partai mempunyai wewenang yang sama dengan Kongres Partai sebagaimena i
yang diatur dalam Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Parta. :

B

Rapat Dewan Pimpinan Posat
Pasal 47
1. Rapat DPP Partai dihadiri oleh Ketua Umum dan/atau Ketua-ketua, Sekjen dan/atan Wakil Sekjen dan
Bendghara dan/atsu Wakil Bendahara,
2. Rekenas dihadiri oleh DPP Partai, Alal Kelengkapan Partai di tingkat pusat, dan Dewan Pimpinan
Partai serta undengan lainnya yang diletapkan oleh DPP Partat,

Pasal 48
1. Rapat DPP Pariai diadekan sekurang-kurangnya 2 (due) kali sctiap bulan dan mempunyai tugas dan
wewenang;:
a. Membahas perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang
menyengkut kehidupan Partai, masyarakat, bangsa dan negara;
b. Membahas perkembangan, pencapaian dan tantangan yang dihadapi Pariai dalam pelaksanaan
Program Partal;
¢. Membahas laporan deri Alat Kelengkapan Partai dan laporan perkembangan deri DPD dan DPC
partai.
d. Memumuskan dan memutuskan kebijakan Partal sesuei perkembangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanen, dan organisasi yang menyanghut kehidupan Partai.
2. Rakernas berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi Pertai yang diadakan sekurang-
kurangnyz 1 (satu) kali setiap tahun untuk:
a Menerima laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Partei peserta Rakernas sesuai dengan
pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.
b. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan Partal tingkat pusat sesuai dengan pelaksanaen program
kerjanya masing-masing untuk disinkronkan dengan DPD Parta.
¢. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai sesuai dengan dinamika masyarakat dan yang
menyanpkut kondisi inlernal Partai.
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Rapat Kcordinasi Umnm
Pasal 49
1. Rapat Koordinasi Umum diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan yang dalam hal tertentu dapat dilakukan
lebih dari 1 (satu) kali.
2. Rapat Koordinasl Umum diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai
tingkatannya yang dihadiri olch Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi
Profesi serla kader Partai yang duduk dalam struktur organisasi yang dimaksud.

Pasal 50
Rapat Koordinasi Umum di tingkat Pusat, Dagreh dan Cabang mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menerima mesukan menyangkul peningkaian kinerja dan citra Partai di semua tingkaian Partai
dari Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seasas
dan/atau seaspirasi serta dari kader Partai yang berada dalam orgaenisasi yang dimaksud;

2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegieten yang dilaksanakan bersama Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Fungsionat dan Organisasi Profesi yang seasas dan/alau seaspirasi di
wilayahnya;

3. Menetapkan pedoman dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Organisasi
Kemasynarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seasas dan/atau seaspirasi di
wilayahnya,

4. Melakukan koordinasi dan sinkronizasi atas peleksanaan kegiatan Partai bersama Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional dan Organisasi Profesi yang seasas dan/atau seaspirasi di

wilayahnye;
Pasal 51
1. Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang dihadiri oleh Alat Kelengkapan Partai dan
Departemen terkait

2. Rspat Koordinasi Bidang dilaksanakan dI tingkat kepengurusan Pusat, Dacrah, atan Cabang Partai.
3. Rapat Koordingsi Bidang diadakan sekurang-kurangnya sckali setiap 3 bulan dengan tugas dan
wewenang:
a. Membahas masukan dari Alat Kelengkapan Parial dan Departemen terkait sesuai dengan
bidangnya;
b. Mengoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan dari Alet Kelengkapan Partai dan Departemen
terkait sesuai dengan bidangnya.,
4. Mekanlsme dan tata kerja Rapat Koordinasi Bidang selanjutnya diatur dalam Peraturan Partai.

Rapat Koordinasi Wilayah
Pasal 52

1. Rapat Koordinasi Wilayah dilaksanakan oleh kepengurusan Pusat, Daerah, atau Cebang Partai.
2. Rapat Koordinasi Wilayah dipinipin oleh Koordinator Wilaysh pada tingkaian dan wilayah

bersangkutan yang dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya masing-masing
3. Rapat Koordinasi Wilayah diedakan untuk:

8. Menerima dan membahas laporan dari Dewan Pimpinan Parial dan/atau pengurus Partai di

wilayahnya;
b. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai;
¢. Mengoordinasikan langkah pefaksanaan keglatan Partai selanjutnya.

Rapat Alat Kelenpkapan Partal
Pasal 53
1. Rapat intemnat Alat Kelengkapan Pariai diatur oleh masing-masing Alat Kelengkapan Partai, sedangken
Rapat Koordinesi antar Alet Kelengkapan Pariai dipimpin oleh salab satu atau lebih Ketus Bidang.
2. Rapat Alat Kelengkapan Partai dengan Organisasi di luar Partai dilaksanakan dengan
ijin/sepengetahnan kepengurusan Partai di tingkatnnya.
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Partai selanjutnye diatur dengan Peraturan Partai,
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Konferensi Daerah Partai
Pasal 54

Konferensi Daerah Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Cabang Partai yang dipilik dalam
Konferensi Cabang Pariai yang khusus diadakan untuk itu terdiri dari sekurang-kurangaya dua pertiga
dari jumlah Cabang Partai dan sekurang-kurangnya duna pertiga dari jumlah utusan Cabang Partai.
Jumnlah utusan dari DPC Pariai di dalam Konferensi Daereh Pariai distur dalam Peraturan Parla;.
Hak suara dalam Konferensi Daerah Partai adalah 1 (satu) suara uniuk setiap Cabang yang hadir pada
sant pengambilan kepitusan,
Konferensi Decrah juga dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Kabupaten/Kota alas
undangan DPD sebagai peninjeu.
Konferensi Dacrah Parlai diselenggarekan oleh DPD Partai dan dipimpin oleh DPP Partai yang
didampingi oleh unsur Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan olch peserta Konferensi Daerah
Partai.

Rapat Dewan Pimpinan Daersh
Pasal 55
Rapat DPD Parlai dihadiri oleh Ketua dan/aten Wakil-waekil Ketua, Sekretaris dan/atau Wekil-wakil
Sekreteris, Bendahara dan/atau Wakil-wakil Bendahara DPD Pertai,
Rakerda dihadiri oleh DPD Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkat Daersh, Dewan Pimpinan Partai
dan/atau Pengurus Partai serta undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD Partai.
Pasal 56
Rapat DPD Partai diadaken sekurang-kurangnya 1 (satu) keli dalam 1 (satu) bulan mempunyai tugas dan
wewenang:
a. Membahas perkembangan politik, ekoriomi, sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain yang
menyangkut kehidupan Partai dan masyarakat di wilayahnya;
b. Membahas perkembangan, pencapaian dan tantangan yang dlhadapi Partai dalam pelaksapaan
program Pariai;
¢. Membahas laporan dari DPC dan Alat Kelengkapan Partai;
d. Merumusken dan menjabarken kebijakan Pariai.

Rekerda Partai berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi Partat yang diadakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

& Menerima masukan dari peserta sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya masing-masing;
b. Menerima laporan dari Alat Kelengkapan Partai tingkat Daerah;

¢. Menyampaikan keputusan den kebijakan Partai.

Konferensl Cabang Partai
Pasal 57

Konferenst Cabang Pariai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan PAC Partai yang dipilih dalam
Musyawarah Anak Cabang Partai yang khusus diadakan untuk itu, terdin dari sekurang-kurangnya dua
pertiga dari jumlah Anak Cabang Par{ai dan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan PAC
Jumlah utusan dari Anak Cabanpg Partai di dalam Konferensi Cabang Partai diatur dalam Peraturan
Partai.
Hak suara dalam Konferensi Cabang Partai adalah f (satu) suara untuk setiap satn PAC yang hadir
pada saat pengetnbilan keputusan.
Konferensi Cabang juga dihadiri oleh wakil dari Alat Kelengkapan Partei tingkat Kabupaten/Kota alas
undangan DPC sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara,
Konferensi Cabang Partai disclenggarakan oleh DPC Partai dan dipimpin oleh DPP yang didampingi
oleh unsur Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang Partai.

Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai
Pasal 58
Rapat DPC Pariai dihediri oleh Ketua danfatan Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,
Bendahara dan/atan Wekil Bendahara DPC Partai.
Rakercab dihadiri oleh DPC Partai, Alat Kelengkapan Partai di tingkal Cabang, Dewan Pimpinan
Partai dan/atan Pengurus Partai sera undangan leinnya yang ditetapkan oleh DPC Parta.
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Pasal 59
1. Rapat DPC Partai diadakan sekurung-kurangnya 1 (satu) keli setiap bulan mempunysi tugas dan
Wewenang:
e Membahas perkembangan dinamiks masyarakat dan yang menyangkut kehidupan internal Partai di
wilayahnya;
b. Membahas perkembangan, pencapaian dan tentangan yang dihadapi Pariai dalam pelaksanaan
Program Partai;
¢. Membahas laporan dari PAC dan Alat Kelengkapan Parlai sesuai dengan pelaksanaan tugasnya
masing-masing;
d. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai.
2. Rakercab Partai berfungsi meltakukan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi Pariai yang diadakan
sckurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

a Menerima masukan dari peserta sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya masing-maesing;
b. Menerima laporan dari Alet Kelengkapan Pariai tingkat Kabupaten/K ola;
c. Menyampaikan keputusan dan kebijakan Partai.

FPasal 60
Musyawarah Anek Cabang Partai

1. Musyawarah Anak Cabang Pariai dinyatakan sah epabile dihadiri oleh lebih dari dua pertiga jumlah
Ranting Partai dan lebih dari dus pertiga jumnlah utusen Ranting Partai yang dipilih dalam Musyawarah
Ranting yang khusus diadakan untuk itu.

2. Jumleh utusan dari Ranting Pariai di dalam Musyawarah Anak Cebang Partei diefur dalam Peraturan
Partai,

3. Hak suara ulusan dari Ranting Partai ditetapken masing-masing 1 (satu) suara uniuk setiap | (satu)
Ranting yang hadir dalarn pengambilan keputusan.

4. Musyawersh Anak Cabang Parai disclenggaraken oleh PAC Partei, dipimpin oleh DPD Pertai yeng
didampingi oleh Pimpinan Musyawarah yang dipilik dari dan olch utusan Musyawarah Anak Cabang
Partai.

5. DPD Partai mempunyai wewenang untuk mengambll langkah yang dipandang perlu demi kelancaran
jelannya Musyawarah Anak Cabang Partai dengan pedoman kepada Pergturan Partai yang berlaku, dan
untuk itu dapat didelggasikan kepada DPC Partai di wilayah yang bersengkutan.

Pasal 61
Musyawarah Anak Cabang Partai mempunyai wewenang dan kewnjiban sebagai berikut:
. Menetapkan penjabaran program kegiatan Partal di tingkat Kecamailan berdasarkan Program Kerja
Partai;
2. Menegakkan pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Partai di tingkat Kecamatan;
3. Menilai kinerje dan kegiatan PAC Partai;
4. Memilih PAC Pariat.

Pasal 62
Musyawarah Ranting Partai

1. Musyawarah Ranting Partei dinyalaken sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota
Partai dari Ranting Partai.

2. Anggota Parisi yang menghadiri Musyawarah Ranting Partai mempunyai hak suars sama

3. Musyawersh Renting Partai disclenggarakan oleh Pengurus Ranting Partai, dipimpin oleh DPC Partai
dan didampingi wakil yang dipilih dari dan oleb vtugan Musyawarah Ranting.

4. DPC Pariai mempunyai wewenang untuk mengambil langkah yang dipandang pefu demi kelancaraan
jalennya Musyawarah Ranting Partai, dan untuk itu dapat didelegasikan kepada PAC Partai di wilayah
yang bersangkutan.

5. Musyswarah Ranting Pariai mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

2. Menetapkan penjabaran program kegiatan Pariai di tingkat desa/kelurahan dan/ atau yang setingkal
berdasarkan Program Kerja Pariai;
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b. Menegakkan pelaksanaen Peraturan dan Keputusan Partai di tingkat desa/ kelurahan dan/atau yang
selingkat;

c. Menilai kinerja dan kegiatan Pengurus Ranling Partai;

d. Memilih Pengurus Ranting Partai.

Pasal 63
Rapat Anppota Ansk Ranting Partai
1. Rapat Anggola Anak Ranting Parlai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
angpota Partai dari Angk Ranting Parlat.
2. Anpgola Pariai yang menghadiri Rapat Angpola Anak Raunting Partai mempunyai hak suara sama.
3. Rapat Anggota Ansk Ranting Partai discleaggaraken oleh Pengurus Anak Renting Partai, dipimpin oleh
PAC Pertai dan didampingi wakil yang dipilih dari dan oleh utusan Rapatl Anggota Anak Ranting
4, PAC Partai mempunyai wewenang untuk mengambil langkah yang dipandang perlu demi kelancaraan
jelannya Rapat Anggota Anak Ranting Partai. PAC dapat mendelegasikan kepemimpinan Rapat
Anggola Anak Ranting kepada pengurus Ranting Pariai di wilayah.
5. Rapat Anpgota Anak Ranting Pariai mempunyai wewenang dan kewsjiban sebagai berikut:
a. Menetapkan penjabaran program kegiatan Partai di tingkat Dusun/Dukub/Rukun
Warga/Lorong/Gang dan/atan yanp selingkat berdasarken Program Kerja Partal;
b. Menegakkan pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Partai di tingkat Dusun/ Dukuh/Rukun
Warga/Lorong/Gang dan/atau yang setingkal;
¢. Menilai kinerja dan kegiatan Pengurus Anak Ranling Parini;
d. Memilih Pengurus Anak Ranting Pariai
Rapat Pengurud Anak Cabang, Rapat Pengurus Ranting
dan Rapat Pengarus Anak Ranting Partai
Pasal 64
Rapat Pengurus Anak Cabang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 {satu) keli dalamn ] (satu) bulan.
Rapat Pengurus Ranting dan Rapal Pengurus Anak Ranting diadakan sesuai dengan kebutuhan.
Ketentuan lebth lanjut mengenai pelaksanaan Rapat Pengurus Anak Cabang, Rapat Penpurus Ranting
dan Rapst Pengurus Anak Ranting Partat diatur di dalam Peraturan Partai,

bl

BABIV
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI
Pasal 65
1. Besamya uang pangkal dan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Anggaran Dasar serta cara
pemungutan, pengaturan dan pengelolaan ditelapkan dengan Peraturan Partai.
2. Keuangan Partai disusun dalam beniuk Anggaran Pendapatan dan Belanjs Partai Tehunan untok tiap
tingkaian kepengurusan, :
3. Perlanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekaysen Parlai disampaiken setisp tehun oleh
Bendehara Partai di dalem Rapat Kerja Partai di tingkatannye dan pada akhir masa jebatan bersamaan
dengan penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan Partal pada masing-masing tingkatan.

BABYV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 66
Penggunaan Kewenangan Khusus oleh Ketua Umum seperli yang diatur dalam Pasal 40 Anggaran Dasar
Partai disampaikan dalem Rapat DPP Parigi dan Rakernas.

Pasal 67
Semua Peraturan Parlai yang diamanatken oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini harus
sudah ditetapkan dan diterbitken oleh DFP Parial selambat-lambainya 6 (emam) bulan setelah

penyelenggaraan Kongres [T (Kedua).

BAB VI
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 68
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1. Masa jabatan kepengurusan DPP Partei, DPD Partai dan DPC Partal masa bakti 20052010 diawali
pada tehun Kongres Il dilaksanakan {Tahun 2005) dan berakhir pada lahun pelaksanaan Kongres 111
(Ketiga).

2. Semua tingkaten Kepengurusan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus sudah
terbentuk pada tuhun pelaksanaan Kongres 1l (Kedua), di dalam hal terjadi keierlambatan pembentukan
kepengurusan maka DPP Partai menelapkan kepengurusan DPD dan DPC yang diatur dalam Peraturan
Partai.

3. Semua pembentukan Kepengurusan Partai dimulai dari pembentukan DPD Partai berjenjang ke bawah
sampai dengan pembentukan Pengurus Anak Ranting, yang harus selesai seluruhnya pada tahun 2005,

4. Kongres 1l (Ketiga} Partai berikuinya diselenggaraken selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah
Kongres II (Kedua) atau 8 (delapan) bulan setelah Pemilu Nesional yang berikutnya selesai.

BAB Vil
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 69
1. Masa jabatan kepengurusan untuk DPD Parlsi dan DPC Partai bagi daerah-daerah yang baru terbentuk
karena pemekaran wilayah, berakhir pada iahun pelaksanaan Kongres 111 (Ketiga).
2, Pembentukan kepengurusan DPD Parlai dan DPC Partai bagi daersh-daerah yang mengalami
penggabungan wilayah, dilaksanakan melalui Konferensi Partai.
3. Khnsus untuk pembentukan Pengurus Anak Ranting Partai dan Pengurus Ranting Partai menjelang
Kongres I (Ketiga) dilaksanakan sefamibrat-lambatnye 2 (dua) bulan setelah Pemilu Nasiona! selesai,
pembentukan Kepengurusan di tingkat selanjutmya, dietur dalam Peraturan Partai.

BAD VIH
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumeh Tangpa,
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan dan ditetapkan dalam Kongres I1.
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Sejarah Partai

Bahwa PDI Perjuangan merupakan partei politik yang scbenarnya adalah partai yang secara
langsung memiliki tali kesejarahan dengan parlai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenamya
kelanjutan dari Partal Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Parlai Demokrasi
Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) pariai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

1. Partal Nasional Indonesia (PNI)

PNI didiriker Bung Karno lenggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan
semangal nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat. Karena dianggap berbahaya
oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung
Kamo, Maskun, Supriadinata dan gatol mangkupraje dilangkap. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan
Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka dipidana penjara. Keputusan ini diartikan mencap PNI
sebagai suatu organisasi yang terlarang.

Setelah ianggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemeriniah tentang pembentukan Pariei Politik.
Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Janvar 1946 di Kediri PNI dibentuk oleh parlai-partal yang tergabung
dalam Serikat Rakyat Indonesia atpu di kenal dengan Semrindo pada waktt itu, PNI Pati, PN]1 Madiun, PNI
Palernbang, PNI Sulawesi, kemudian Parial Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyst Yogya,
don ada beberapa lagi partai kecil Iainnya yeng berada di Kedir. Fusi ini terjadi ketika ada Konggres
Serrindo yang pertame di Kediri. Dalam Kongres tersebut PNI dinyataken memilikl cif Sesio~Nasionalisne-
Demokrast yang merupakan asas dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Kamo untuk menghilangkan
kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Pengunaan asas ini diasosiasikan sebagei "kebanpkitan kembali
PNI 1927" yang pemah didirikan Bung Kama,

Ideologi partai ini menggunakan epa yang dikembangkan oleh Bimg Kamo yaitu Marbeenisme,
sebugh istilah yarg di bangun atau dlpeksi oleh beliau ketika beliau melakukan kunjungan ke salah satu
daerah di Jawa Baret dan bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhaen,

PNI merupakan pariai pemenang pemilu nomor satu dalam pemily tahun 1955 dengan komposisi
suara kurang lebih 22,3%. Basis sosial dari pertai ini pertame-tema adalah masyarakat abangen di Jawa
Kekuatan mobillsasi terletak pada penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong praje, lurah
den pama kepela desa. Ini menjelaskan kenapa Golkar mengambil alih itn, PNI ambruk secara total. Ketika
dukungan cukup meraia menyebar di seluruh Indonesia, ketika di beberapa propinsi yang sanget terbatas
seperti di Acel, Sumatra Barat, dimana pendukung PNI itu jumlehnya kurang dari 0,7%. D kawasan Jawa di
bagien sebelah utara Bandung PNI tidak pernsh mendspatkan basis dukungan yang kuat. Itu merupakan
daerah slam ateu dagrah Masyumi. Di Bandung daerah selalan itu merupakan kanlong utama. Jawa Tengah
adalah kentong-kantong utama, dan konlestan yang paling serius ifu datang dari Partai Komunis Indonesia
yung berade di beberapa daerah segitiga seperti Jelangpur dan seterusnyz. Blitar bagian selatan dan
sebagainya.

2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Parkindo adelah partai yang didirikan kerena ada maklumat pada waktu itu, ia bam berdiri tahun
1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketusi Ds Probowinoto. Parkindo merupakan
penggabungan dari pariai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumul, PKN
(Partai Krislen Nasional} di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.

3. Pariai Kafiollk

Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik
Republik Indonesia) merupakan kelanjutan darl ataw sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung
dengan partai Kalolik. Sebenarnya pariai ini pada tahun 1917-8n itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun
1923 di Yogyakaria yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S, Harijadi kemudian diganti
cleh L), Kasimo dengan narna Pakepalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1971 Parlai Katolik
meraih 606.740 suara {1,11%) sehingge di DPR mendapat 3 kurst.

4. Ikatan Pendukuong Kemerdekaan Indonesia (IPKT)

IPKI atau Tkalan Pendukung Kemerdeksen Indonesla adalah parigi yang didirikan terutama oleh
tentara. IPKT segjak lshimya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cimya.
Tokoh dibalik pendirian [PKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya
didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 teniang Pemilu 1955. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih
melalui pemilu dan duduk di Konstitnante.

IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum pemilu tahun 1955 yang
berlangsung bulan September, Waktu itw, Jenderal Besar Nasution yang berpangkst kolonel, terlibat pada
peristiwa yang sangat lerkenal yaitu peristiwa 27 Oktober.

Peristiwa 27 Okiober ini adalah sebuah peristiwa dimana tentara melekukan upaya untuk memeksa
Bung Kamo metbubarkan parlemen. Mereka datang ke istana, gerombolan tentara yang sangat banyak
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dengen tenk, meriam diarahkan ke depan istana, dan meminta kepada Bung Kamo untuk membubarkan
parlemen, karena parlemen dianggap telah mengintervensi persoalan internal tentara Nasution dipanggil,
usianya baru 33 tahun dan disuruh kembali untuk memikirkan tindekannya, di copot jabatannya, antara
Oklober 1952 sampai nantinya dia dikembalikan pada jabatannya pada tahun 1955, Selame tiga tahunan itu
Nasution berfikir sangat serins, Bung Kamo tidak bisa dilawan. Diantara {shun-tahun inilah Nasution
kemudian mendirikan IPKI.

Dalam pertemuan sangat ertutup antara wakil IPKI dengen Socharto pada tahun 1971, Dua tokoh
IPKI yang besar atau salah satu lokoh IPKI yang besar, mantan Bupat! Madiun, Achmad Sukarmadidjaje
almarhum, mengatakan bahwa TPKI tidak mungkin hidup di dalam gerombolan partai-pariai yang punye
ideologi aneh-aneh dan ingin bergabuang dengan golongrn karya atay menjadi partai sendiri.

Kedekalan dengan Golkar, menjelang Deklarasi PD! 1973 [PKI pernah berpikir untuk bergabung ke
Golkar. Tanggal 12 Marel 1970 Presiden Soeharto memberi jawaban atas permintaan Achmad
Sukarmedidjaja bahwa TPK! bisa bergabung ke Golkar dengan syarat harus membubarkan diri lebih dahulu.
IPKI cukup spesifik dan memiliki dukungan yang konkrit menurut pemilu 1955 kecuali sedikit di Jawa Barat,
demikian juga dengan Murba. Hauya memiliki dukungan yang sangat sedikit di Jawa Barat kurang lebih
290,000-an orang. Pada Pemilu 1971 IPKI hanys mampu memperoleh 388.403 (0,62 %) sehinggpa tidak
mendapat satupun kursi di DPR.

5. Murba -

Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba
adalah gabungen Partai Rakyat, Parisi Rakyat Jelala dae Partai Indonesia Buruh Merdeka.

Menunuit dete Kemenitian Penerangan RI tenlang "Kepartaian di Indonesla” seri Pepora No. 8,
Jekerin. 1981, istilah Murba mengacu pada pengertinn "golongan rekynt yang terbesar yang tidak mempunyai
apa-gpa, kecuali otak dan tenega sendiri”. Asas partai ini antifasiame, anti imperialisme-kapitalisme dengan
tujuan akhlraya mewujudkan masyarakat sosiallsme.

Meski program Murba membela rakyat kecil dan ksum tertindas, dukungan riil rakyat terhadap
Murba kurang begitu kuat. Terbukti dalam Pemilu 1971 paraj ini ddak memperoleh satu pun kursi di DPR
karena hanya mampu mereaih 48,126 suara (0,09 %).

Proses fisi terjadi sebenamya hanya uniuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada spat
itu penguasa QOrde Bam mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar} yang proses
pembentukapnya didukung oleh militer. Tap MPRS No XXIIV/MPRS/1966 tenteng Kepartaian, Keormasan,
dan Kekaryaan disebidkan agar Pemerintah bersama Dewesn Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR)
segera membuat Undang-Undeng untuk mengatur kepartalan, keormazan dan kekaryaan yang menuju pada
penyederhanaan.

Gagasan agar supays fusi uniuk pertama kali tshun 1970. Tepatnya 7 Januari tahun 1970. Socharto
memenggil 9 parlal politik univk melakuken koposultasi kolektif dengan para pimpinan 9 pariei polltik
tersebut. Dalam perlemuan konsultasi tersebut, Socharto melontarkan pagasan pengelompokan pariat politik
dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih lentram lebih damei bebas davi konflik
agar pembangunan ekonomi bisa di jalanken, Partai politik dikelompoken ke dalam dua kelompok, kelompok
perlama disebut kelompok materiil spirituil yang menekanken pada aspek materiil dan kedua adalah spirituil
materiil yang menekankan pada aspek spiritual. Kelompok materiil spirituil menjadi Partai Demokresi
Indonesia dan kelompok spirituil materiil itu kemudian nzenjadi Partal Persatuan pembangunan.

Setelah diskusi-diskusi seperti itu tokoh-tokoh partai coba mulai bertemu dan mulei mendiskusikan
gagasan ini. Pertemuan kemudian berlanjut pada (anggal 27 Februard 1970 Soeharto mengundang lima partai
politik yeng dikategorikan kelompok pertama yaitu PNI (Partai Nasiona Indonesia), Parkindo (Parlai Kristen
Indonesla}, Partai Katolik, IPKI (Tkaten Pendukung Kemerdeknan Indonesia) dan Murba. 1de pengelompokan
yang dilontarkan Soeharto menjedi perhatian masyarakat umum dan ditengah-tengah proses pengelompokan
tersebut berkembang rumor yang sangat kuat isu pembubaran partai-partai politik jika tidek dicapai
kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan sampai batas wektu 11 Matet 1971, Karena partai sangat
lamban, mulai muncu! gerakan di sejumlah daerah yang paling terkenal adalah di Jawas Barat. Panglima
daerah di Jawa Barat pada waktu adalah Jenderal Darsono melakukan buldoser secara besar-besar ke partai di
Jawa Barat. Muncul gagasan lentang dwi partai. Parlai yang cuma dua di Indonesia. Dan korban paling utama
pada waktu jiu adatah Partai Nasional Indonesia.

Pada tanggal 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar di Jalan Teuku
Umar No. 5 Jakerta, lima tokoh Partai yang hadir yaitu Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad
Sukarmadidjeja (IPKI}, Mansto Nitimihardjo dan Sukarni (Murba), VB Da Costa, Lo Ginting dan Herry Tjan
(Parial Kstolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo), mengadakan periemuan dan pembicaragn
mengenei pengelompokan parizi. Dalam pertemoan iersebut, muncul kekhawatiran terjadinya polerisasi
antara kelompok Islem dan non-Istam, oleh karenanya muncul gagasan sebegai alternatif untuk
mengelompokan parlai menjadi lima atau empat kelompok yang terdiri dari dua kefompok muslim, satu
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nasionalis, satu kristen dan saty kelompok karya. Namun pemerintah Orde Baru saat Itu tetap menginginkan
pengelompokan sesuai yang diajukan sebelumnya hingga akhimya gagasan yang diusutkan oleh tokoh-tokoh
lersebut tidak pernah terwujud.

Pada tanggal 9 Marel 1970 pertemuan pimpinan lima partai tersebut berlanjut ditempat yang sama
dengan agenda pokok yaitu penyelesaian deklarasi alau pernyatsan bersama dan pokok-pokok pikiran
selanjutnya. Dalam pertemuan ini berhasil membentuk tim perumus yang terdiri dar Mh. Isnaeni, M
Supangat, Murbantoko, Lo Ginting dan Sabam Sirait. Tim perumus menghasilkan "Pernyataan Bersama"
yang ditanda tangani oleh ketua partai masing-masing, yakni Hardi (PNI), M Siregar (Parkindo), VB Da
Costa (Partai Kalolik), achmad sukarmadidjaja (IPKI) dan Sukarni (Murba).

Pada tanggal 12 Maret 1970 kembali dilakuken periemuan dengan Presiden Sochario yang
didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Dari pihak partai politik hadir Hardi
dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja dan M Supangat (IPKT), Maruto Nitimihardjo (Murba), VB
Da Costz dan Lo Ginting (Pariai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo).

Pads tenggal 24 Mavet 1970 para pemimpin parpol lersebut kembali melakuken pertemuan di ruanpg
kegja Wakil Ketua MPRS, M Siregar. Maksud perleinuan tersebut adalah untuk memperjeias keberadaan
kelompok yang telah dibentuk, baik nama, sifay, pengorganisasian dan program. Hasil pertemuan tersebut
ekhirnya disepakati nama "Kelompok Demokresi Pembangunan” dan dikukuhkan melalui SK No.
42/KD/1972, tanggal 24 Oktober 1972. Meskipun sebelumnya banyek muncul usvlan-usulan nama yang
diajukan oleh masing-masing parlai, antara lzin oleh Lo Ginting (Partai Katolik) yang mengusulkan nama
"Kelompok Demokrasi Kesejahteraan” atay "Kelompok Kesejahleraan Keralkyatan®, Maruto Nitimihardjo
(Murba) mengusulkan nama "Kelompok Gotong-Royong", karena kata "gotong royong® dianggap meripakan
perasagn pancasila den dapat mepghindari polarisasi. Usep Ranawidjaja (PNI) keberaten karena bisa
ditafsirkan dan dikaitkan dengan Orde Lama. M Supangat (IPKI) mengusulkan dibentuk "Badan Kerjasama"
scbagai sifat pengelompokan yang dinamakan "Kelompok Pembangunan". Sabam Simit (Perkindo)
menpusulkan nama "Kelompok Demokrasi dan Pembangunan™ atan "Kelompok Sosial Demokrat”.

Setelah melalui proses yang panjang ekhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 tepat jam 24.00 dalam
pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) yang mengadakan pembicaraan sejak jam
20.30 di Kantor Sekretariat PNI dj Jalan Salemba Raya 73 Jakarla, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan
melaksanakan fusi 5 Parlai Politik menjedi satu wadah Partai yang bernama Pariai Demokrasi Indonesia
meskipun pada awal fusi sebenarnya muncul 3 (tiga) kemungkinan nama untuk fusi menjadi :

1. Parlai Demokrasi Pancasila
2, Portsi Demokrasi Pembangunan
3. Partal Demokrasi Indonesia

Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaity MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili
Pariaj Nasional Indonesia, A. Wenas dan Sabam Sirait Mewakili Partai Krislen Indonesia, Beng Mang Rey
Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, 8. Murbantoko R. J. Pakan mewekili Parlai Murba
dan Achmed Sukarmedidjaja dan Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung Kemerdeknan Indonesia
(IPKI). Dengan dideklarasikannya fusi kelime partai tersebul, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia.

Setelah deklarasi fusi tersebut, selanjutnya untuk memenuhi poin 3 Deklarasi fusi, dibentuk tim
penyusun Piagam Perjuangan, AD/ART, struktur organisasi dan prosedur yang diperlukan melaksanakan fusi
tersebul Tim yang dikenal sebagai Tim 10 itu semula diketuai Sunawar Sukowati (PNI) tapi kemudian
diganii Sudjarwo (PNI} karena penugasan Sunawar sebagai duta besar,

Pada tanggal 13 Januar 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, Sabtu 14 Jeauari 1973 jam
01.20 pagi Parlai Demokrasi Indonesia (PDI) berhasi menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan
Pusat sampai terselenggaranya Kongres Nasional. Susunan kepengurusan DPP PD] sebagai berikut :

I. MAJELIS PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 25 orang) :
II. DEWAN PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 11 orang)

DPP PDI bersama Tim 10 padn tanggal 8-10 Juni 1973 di Cibogo Bogor berhasil menyelesaikan
AD/ART PDI dan telah disahkan dalam rapat DPP PDI tanggal 26 Juli 1973 serta dikukuhkan dalam rapat
MPP PDI di kediaman hasyim Ning pada langgal 4 Agustus 1973. Sementara Piagam dan Program
Perjuangan Partai dikukuhkan dalam rapat MPP PDI tanggai 19-20 September 1973.

Untuk memenuhi poin 4 Deklarasi Fusi, kelima partai yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI,
Murba mengedakan forum internal masing-maesing parial. PNI menyelenggarakan Munas langgal 27-28
Januari 1973 di Jakarta yang memutuskan bahwa maselah fusi dengan partai-partai lain tidak dipersoalkan
dan menyetujui kebijakan DPP PNI dalam menghedapi fusi. Parkindo mengadakan Sidang Dewan Partai VII
yang diperluas pada tanggal 8-10 Juli 1973 di Sukabumi hasilnya menyetujui kebijakan DPP Parkindo betfusi

30

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-Ul, 2008

iy



dalam PDI. Partai Katolik melaksanakan Sidang Dewan Partai yang diperluas pada tanggal 25-27 Februari
1973 di Jakarta dan hasilnya menyetujui kebijakan DPP untuk berfusi. IPKI melaksanakan Musyawargh
Dewan Paripurna Nasional I'V di Tugu-Bogor pada tanggal 25-27 mei 1973 dan Murba melaksanakan Sidang
Dewen Pariai pada langgal 1-3 Agustus 1973 yang masing-masing menyetujui kebijakan DPP nya untuk
beri usi.

Terbentuknya DPP diiringi lerbentuknya kepengurusan Cebang (kepengurusan tingkal kabupaten)
sebanyak 154 Cabang. Tehun 1974 kepengurusan Cabang bertambah 77 Cabang, tahun 1975 bertambah 20
Cabang, tahun 1976 bertambah 6 Cabang.

Musyawarah nasjonal sdalah bentuk periemuan besar PDI yang perlama pasca fusl. Setelah
mendapat restu Presiden Soeharlo tanggal 18 Juni 1973 dan Wekil Presiden Sri Sulten Hamengku Buwono
[X tanggel 19 Juni 1973, DPP PDI melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas). Dalam praktik, Munas I ini
mengambil nama "Konpernas” (Konsultasi dan Penataran Nasional) di Jakarta langgal 20-24 september 1973.
Konpernas dihadiri utusan Dewan Pimpinan Deerah (DPD), MPP, Dewan Perfimbangan Pusat (Deperpu),
Anggota Fraksi PDI di DPR, dan tokoh-tokch Pemerintsh seperti mayjen Ali Murtopo, Mayjen Subiyono
(Wakil Dephankam), JB sumarlin (Wakil Bappenas), Mayjen Sunandar (Wakil Mendagri}, Sulaimen (Wakil
Menlu) dan Prof Sunario {Wakil Dewan Harian Angkatan 1945).

Kongres I PDI berlangsung dari tanggal 12 - 13 April 1976. Pelaksannan Kongres | ini sempat
tertunda-tunda ekibat adanya konflik internal. Di dalam Kongres 1 ini intervensi pemerintah sangat kuat,
pemerinteh memplot Sanusi Hardjadinata agar terpilih. Dan hesilnya Sanusi Hardjadinata terpiiih secara
aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Susunen DPP hasil Kongres I yang susunan personalianya sudah
disempurnakan atas kesepaketlan antara Mh Isnaeni dan Sunawar.

Kepengurusan tersebut karena adanya konflik diantara pengurus DPP, maka pada tanggal 16 Januari
197§, susunan DPP PDI hasil penyelesatan politik bersama Bakin.

Kongres II dilaksanaken pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada penolaken dari "Kelompok
Empat" (Usep, Abdul Madjid, Walandauw dan Zakaria Ra'ib) yang mengajukan keberalan afas
penyelenggarann Kongres I kepada pemerintah. Namun Kongres 11 PDI tetap berlangsung pada tanggal 13-
17 Januad 198! mengambil tema : "Dengan Menggalang Persatuan dan Kesatuan Dalam Rangka
Memantapkan Fusi, Meningkatken Peranan dan Partisipasi PD] Untuk Mensukseskan Pembangunan™.

Di dalam Kongres 11 ini campur tengan pemerintsh semakin kual. Meskipun ada keberatan terhadap
pelaksanaan Kongres tersebut, Kongres 11 PDI1 tetap berjalan. Pemerintah tetap mengizinkan penyelenggaraan
Kongres tersebut dan Presiden Socharto yang membuka acara Kongres H PDI.

Di dalam Kongres IT PD] menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantara partai-partai pendukung
PDI yang berkonflik. Kongres 11 PDI akhimya menyepakati bahwa fusi telah tuntas.

Pasca Kongres 11 PDI konflik internal masih terjadi yaitu perselisihan antars Hardjanto dengan
Sunawer, Kelompok: hardjanto mendesak diselenggamakannya Kongres Loar Biasa sedangken Kubu Sunawar
hanya menghendald Munas. Kubu Sunawar menginginkan Kongres ITT PDI diselenggarakan setelah pemilu
1987, sementara kubu Hardjanlo menginginkan sebelum Pemilu. Akhirnya Kongres III PDI diselenggarakan
sebelum Pemilu yaitu pada tanggal 15-18 April 2986 di Wisrna haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres IIT dapat
diselenggarakan karena Sunawnr Sockawali meninggal dunia. Di dalam Kongres ini semaki menepaskan
kuatnya ketergantungan PDI pada Pewmerintah. Kongres I PDI gagal dan menyerahkan penyusunen
pengurus kepada Pemerintah. Pada waktu itu yang berperan adalah Mendapri Soepardjo Rustam, Pangab
Jenderal Benny Moerdani dan Menteri Muda Sekretaris Kabinet Mocrdiono.

Konflik iniernal terus berlanjot sampai dengan dilaksanakannyes Kongtes 1V PDI di Medan. Kongres
IV PDI diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara dengan peseria
sekitar 800 orang. Dalem Kongres tersebut muncul beberapa nama calon Ketua Umum yang ekan bersaing
dengan Soerjadi, yakni Aberson Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno dan Tarlo Sudiro,
kemudian muncul nama [smunandar yang merupakan Wakil Kctua DPD DK Jakarta.

Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung Pemerintah. Tarto Sudiro
maju sebagai calon Ketua Umum didukung penuh oleh Megawati Sockarnopulri. Saal itu posisi Megawati
belum bisa iempil mengingat situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan.

Kongres [V PDI di Medan dibuka oleh Presiden Socharto dan acara tersebut berjalan lancar, Namun
beberapa jam kemudian acam Kongres menjadi ricuh kerena datang pare demonstran yang dipimpin oleh
Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk ke arena sidang Kongres namun dihadang satuan Brimob,
Acars tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umur, namun
belum sampat penyusunan kepengurusan suasana Kangres kembali ricuh kerena aksi demonstrasi yng
dipimpin ofeh Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena Kongres. Kondisi demildan membuat
pemerintah mengambil alih melalui mendagri Yogie § Memed mengusulkan membentuk careteker. Dalam
rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI jatim pada tanggat 25-27 Agustus 1993
akhimnya diputuskan susunan resmi earetaker DFP PDI .
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Setelah gagalnya Kongres IV PDI ysng berlangsung di Medan, muncul name Megawati
Soekamnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjedi Ketua Umum, Megawati Soekamoputri
dianggap mampu menjadi lokoh pemersatu PDI. Dukungan tersebut muncul dar DPC berbagai deersh yang
datang kekediamannya pada tanggal 11 Septcmber 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70
DPC. Mereka meminta Megawati tempil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar
Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolile, Surabaya.

Dukungan terhadap Megawali setnakin kuat dan semakin melejit dalam bursa calon Ketua Umum
DPP PDI. Muncul kekhawatiran Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati
tampil dan untuk menghadang laju Mepawali ke dalam burse pencalonan Ketus Umum, dalam acara
Rapimda PDI Sumalera Utara tanggal 19 Oktober 1993 yang diadaken dalam rangka persiapan KLB muncnl
larangan mendukung pencalonan Megawali.

Kendati penghadangan oleh Pemerintah terhadsp Megawali untuk tidak maju schagai kandidat
Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peseria KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua
Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhimya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP
PDI periode 1993-1998 secara de facto.

Untuk menyelesaikan konfiik PDI, beberapa hari setelah K1.B, Mendagri bertemu Megawali, DPD-
DPD dan juga caretaker nntuk menyelenggarakan Munas dajlem rangke membentuk formatur dan menyusun
kepengurusan DPP PDIL. Akhirnya Musyawarah Nasfonal (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember
1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Sockarnopuiri dikukuhken sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Dalam Munas inl dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhimya Munas temyata tidsk mengakbin konflik infernal PDI. Kelompok Yusuf Merukh
membentuk DPP PDI Reshufffe walau tidak diekui oleh Pemerintah namun keglatannya tidak pemnsh
dilarang. Disamping itu kelompok Scerjadi sangat gencar melakukan penggnlangan ke deerah-daerah dengan
tujuan untuk mendapaikan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPF PDI, 16 orang onggota DPP
PDI berhasil dirangkulnya uptuk menggelar Kongres.

Ketua Umum DPP PDi, Megawali Soekarnoputri menclak tegas diselenggarakennys "Kongres”,
kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklaratir fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul
Madjid dan Beng Mang Reng Say mengadalan jumpa pres menolak Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada
tongpal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjegean yang sangat ketat dari eparat
keamanan lengkap dengan panser. Pagar Asrama Haji iempat kegiatan berlangsung dilinggikan dengan kawat
berduti setinggi dua meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda
Penduduk terhadap orang-orang yang melintas.

Warga PDI yang telap selin mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni
1996 memproles Kongres rekayasa yang disclenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demontrsi itu
berakhir bentrok dengan apamat dan sast ini dikenal dengan "Peristiwa Gambir Berdarah”.

Meskipun masa pendukung Mepawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap
mengakui hasil Kongres tersebul. Pemerinieh mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres
Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tabun 1997, Tanggal 25 Juli 1996
Presiden Socherto mencerime 11 pengurus DPP PDI hesil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjedi selaku
Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin membuat posisi Megawati dan
para pengikutnya semakin terpojok.

Masa pendukung Megawati mengadaken "Mimbar Demolkrasl” dihalaman Kantor DPP PDI di Jalan
Diponegoro hingga pada tenggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkeos merah
yang bermaksud mengambil alth kenlor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengen Peristiwa "Sabtu
Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa.

Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajatan pengurusnya masih tetep eksis walaupun dengan
berpindah-pindah kantor dan ektivitas yang dilakukan dibaweh pantsuan Pemerintah. Pada Pemilu 1997
Megawati melatui Pesan Harjannya menyatekan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidek ikut kampanye atas
peme PDI, Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hesil Pemilu menunjukan
kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDJ merosot tajam dan hanya berhasil
meraih 11 kursi DPR.

Tahun 1998 membawa angin segar bagi P dibawah kepemimpinan Megawati.Di tengah besarnya
keiriginan masyarakdt untuk melakukan reformasi politik, PDI dibaweh kepemimpinan Megawsati kian
berldbar. Pasca Lengsernya Socharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin
kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
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Pada tanggal 3-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan
Kongres V PD] yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dibadini
olch para dula besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyal™. Karena selama kegiatan
Kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten Japa, Denpasar
sampal acara penutupan Kongres, julan-jalan selalv mmeal dipadali warge niasyarakat yang antusias
mengikuti jalannya Kongres lersebul

Di dalam Kongres V PDI, Megawali Soekarnoputr] terpilih kembali menjadi Ketus Umum DPP PDI
periode 1998-2003 secara aklamasi.

Didalam Kongres lersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah
organisatoris dalam rangka eksistensi pariaj, NKRI dan UUI} 1945, kewenangan tersebut dimasulan di
dalam AD-ART FDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang dizkui oleh Pemerintah adalah
masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikut
Perilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjusnpan pada tanggal 1 Februari 1999
yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999
di Istoran Senayan Jakarta.

Pemilu tahuo 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besamya dari
masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagni pemenang Pemilu dan berhasil mepempatkan wakilnys di
DPR scbonyek 153 orang. Dalem perjalananya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden
mendampingi KH Abdurahman Wehid yang terpilih didalam Sidang Paripurne MPR sebagai Presiden
Republik Indonesia Ke - 4,

Untuk pertamea kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PD] Perjuangan, pengurns DPP PII
Perjuangen memutuskan melaksanskan Kongres 1 PDI Perjuangan meskipun mesa bakti kepengurusan DPP
sebelumnye baru selesai lghun 2(:03. Salah satu alasan disclenppgarakannya Kongres ini adalah untuk
memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sehagai Wakil Presiden RI.

Kongres ] PDI Pefjuangen disclenggarakan pada tangeal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa
Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres 1 PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kendidat Ketua
Umum DPP PDI Perjuangan, name yeng muncul antara lain Dimyali Hartono yang saat itu mesih menjabat
sehagai Ketua DPP PDI Pegjusngan, kemudian muncul pula nama Eros Jarol yang sempat menggalang DPC-
DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan nmum Cebang-Cebang, dad 243 DPC, hanya 2 DPC
yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kola Jayapurs dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang
calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimyali Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kola Banjarmasin
mengusulkan Eros Jarot sebagai KetuanUmum DPF PDI Perjuangan,

Kongres I PDI Perjusngan akhimya menetapkan Megawati Soekarnopultri sebagei Ketun Umum
DPP PDI Perjuangen periode 2000-2005 sccara aklamasi tanpa pemilihan kerena 241 dari 243 DPFC
mehgusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Petjuangan,

Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 200! Megawati diangkst menjadi
Presiden Republik Indonesta Ke - 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang
Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke - 5 membawa perubahan
pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PD1 Perjuangan,

Meski sebrgai pariai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangen di dalam
Pemilu Legislatif dan Pemiln Presiden iahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara
diurutan kedua dengan 109 kursi di DPR.

Kongres 11 PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali
Beach, Denpasar Bali, tempat dimapa Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Konpres inj selesai
2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005,

Menjclang Kongres Il PDI Perjuangen diselenggaraken, sudah banysk muncul nama-nemsa yang
akan meju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan antara lain Guruh Soekarnoputra yang
digsgas oleh Imam Mundjiat Ketuz DPD PDI Perjuangan Kalimanten Timur, Laksamana Sukerdi, Roy BB
Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophipan.

Masing-mesing calon tersebut glat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu
kelima calon tersebut beberapa kali mengadekan pertemuan-perlemuen di beberapa hotel di Jakarta salah
satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam
satu wadah yang dinamakan "Kelompok Gerskan Pembaruan PDI Perjuangan” yang mengusung satu hama
calon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yaitu Guruh Sukrrno Putra,

Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh sast pembahasan tata tertib yang diikuti
beberapa peserts walk our dari arena sidang. Namun sidang paripurna telap berlangsung setelah Ir. Sutjipto
selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata terlib untuk berdiri
dan yang menyetujui letap duduk, lemyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang
dilanjutken kembali,
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Kongres IT PDI Perjuangan akhimya berakhir pada tanpgal 31 Maret 2005 selelah Megawati
dikukuhken scbagai Ketua Umum terpilih kerena seluruh peserta dalam pemandangen umumnya
mengusulkan Megawali menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010. Susunan pengurus
DPP PDI Perjuargan hasil Kongres IT PD] Perjuangan sebagai berikut :

Ketiia Umum : Megawatl Soekarnoputri
Sekretaris Jendral : Ir, Pramono Anung W.
Wakil Sekjen Bidang Internal : Mangara M, Siahean
Wakil Sekjen Bidang Eksiernal : Agnita Singedekane Irsal
Wakil Sekjen Bidang Fungsi Pemerintahan : Sutredara Gintings
Bendahara : Philip Widjaja
Wakil Bendrhara Bidang Dana : Daniel Budi Setiawan
Wakd] Bendghara Bidang Inventarisasi Kekayaan : NGA. Sukma Dewi Djakse
Bidang Inlernal
Ketus Bidang Politik dan Peménangan Pemilu : Tjehjo Kumolo
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasf : Suwarno
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Alexander Litagy
Ketua Bidang Sumberdaye dan Dana : Murdaya Poo
Ketua Bidang Hubungen Masyarakat & Mexdia : Panda Nebaban
Bidang Eksternal
Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa & Olahraga : Maruarar Sirait
Ketua Bidang Buruh Tani & Nelayan : Jacob Nuwawea
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Gurvh Sockarno Putra
Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah & Koperasi : Ir, Mindo Sianipar
Ketua Bidang Agama & Kerohanian : Prof.DrHamks Haqg
Ketua Bidang Orgenisasi Kemasyarakatan : Dudhie Makmun Murod
Ketua Bidang Informasi & Komunikasi : Ir. Daryatmo Merdiyento
Ketua Bidang Lingk Hidup & Pengabdian Masyarakat : Sonny Keraf
Bidang Fuugsi Pemerintahan
Ketua Bidang Keamanan dan Perighanan : Theo Syafei
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat : Adang Ruchiyatna
Ketua Bidang Fkonomi dan Keuangan : Ir. Emir Moeis
Ketua Bidang Luar Negeri : Dr. Arief Budimanta
Ketua Bidang Dalam Negeri / Otonomi Daerah : Ir. Sutjipto
Ketua Bidang Hukum & Hak Azasi Manusia : Firman Jaya Daeli

Pada tanggal 25 April 2005, kepengurusan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres 1T PDI Perjuangan dilaporkan
ke Departenmen Kehakiman dan HAM dan pada tanggel 30 Mel 2005 Menteri Hukum dan HAM
menerbitkan sural keputusan nomor : M-01.UM.06.08 Tahun 2005 yang menerima perubahan kepengurusan
dan AD-ART hasil Kongres tersebul
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_ Piagam Perjuangan
Dengen Rahmat Tuban YME

Cila~cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemakmuran,
berkeadilan, dan berkeadaban sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cila-cita
bersama dari setiap rakyat Indonesia. Cita-cita di atas merupakan manifestasi ideal dari amanat penderitaan
rakyat yang merupaken substansi dan sekalipus arah dari semua aktivitas pergernkan rekyat yang akhimye
telah membawe Indonesia ke arah kemerdekeannye. Cita-cila yang seme juge merupakan simpul-simpul
pengikat ulama gerekan reformasi yang telah mengakhiri kekuasaan ototilarianisme Orde Baru. Cita-cita di
atas, dengannya, telah dan akar terus menjadi bagian (ak tetpisahkan dari sejerah perkembangan peradaban
Indonesin sebagai sebuah banpgsa.

Indonesia yang demokratis adalah Indonesia yang menempatkan kedaulatan tertinggi ditangan rekyatnys
indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat integrasi bangsa, baik berupa
integrasi teritorial maupun politik, dan tingginya kohesifitas sosial antar berbagai komponen bangsa yang
majemuk ini. Indonesia yang berkemakmuran adaleh Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhen-
kebutuhan material warganya yang sesuai standar-standar yang layak bagi kemanusinan. Indonesia yang
berkeadilon adalah Indonesia yang ditandai oleh sempitnya

jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan antar doerah. Indonesia yang bekeadaban adalah Indonesia yang
ditandai oleh tingginye dersjal moralitas dan etika dalam masyerakat den di aniara penyelenggare
kekuasanpnnya, serta Indonegia yang ditandai oleh minimnya peggunaan kekerasan dalam proses sosial,
ekonomi dan politiknya.

Sebagal cila~cita bersame, perwujudan Indonesia yang demokratis, bersatu, berkemalamuran, berkeadilan
dan berkeadaban, merupakan hak sekaligus tangpung jawab bersama setiap anak negeri. Perwujudan cita-
cite di atas menuntut keterlibatan semun enerpgi bangsa, baik secars individual maupun secara kolektif.,

Partai Demokrasi Indoncsia Perjuangan merupakan salah gatu wehana pengorgenisasian rakyat yang lahir,
tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari upayas bersama rakyat guna mewujudkan Indonesia yang
demolkoatis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadaban di atas,

Untuk mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan rakyat mewujudkan cita-cita di aias,
PD] Perjuangan telah berkeletapan menjadikan dirinya sebagai sebush parlai modem yang tetap
mempertehankan jati dirinya sebagal partai kerakyaian,

Sebegai sebuah partal modern, PDI Perjuangan haruslah mampu untuk menjalanken dan mewujudkan
paling tidak dua hal berikut :

Pertama, PDI Perjuangan dituntut untuk mampu menjalankan fungsi-fungsi minimum kepartaian pada
umumnya, yaknl fongsi egregasi dan artikulasi kepentingan, pendidikan politik rakyat, sosialisasi politik,
komunikasi politik, penempatan kader dalam jabatan-jabatan politik, dan pengelolaan konflik secara damai.
Untuk ini, PDI Perjuangan haruslah disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern, termasuk di
dalemnya, prinsip-prinsip pemisahan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab, setta desentralisasi
kekuasaan,

Kedua, PDI Perjuangan juga dituntut untuk mampu menjadi arena dan sarana bagi setiap rakyat Indonesia
dalam mewujudken cila~citanya. Untuk itu, penerimaan, penghargaan dan komitmen terhadap tegak dan
berlangsungnya kedanlatan rakyat, kemajemukan, keterbukaan, serta kesamasn hak dan kewajiban adalah
prinsip-prinsip ulamae partai yang harus dipahami, dihayati dan dijalankan oleh setiap kader dan warga PDI
Perjuangan.

Sebagai partai yang mempunyai "roh” kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan
dan penghargann terhadap demokrasi, kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan
tertingpt di tangan rakya! yang diwujudkan melalui kedaulatan anggots pariai. Kebangsaan menempatkan
prinsip "kewarganegeraan® yang mengakui adanyn kesamaan hak dan kewajiban warga negam lanpa
kecuali sebagai dasar satu-setunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan
bentuk kongkritnya lewat sifatnya scbegai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai
keknyaan dan rahmat Tuhan, Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senpntiasa
mengarahkan semua aktivitas dan energinya bagi kepentingan rakyat banyak.
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Cita-cita Indonesia yang demokralis, bersatu, berkemakmuran, berkeadilan dan berkeadsban menuntut
bukan saja sebuah organlsasi politik yang modem dan mempunyat "roh” kedaulatan mkyat, tetapi juga
menuntul moralites dan etika yang linggi.

PDI Perjuangan telah berketelapan menjadi bagian prinsip dari upaya bersama rakyat Indonesia untuk
membangun moralitas dan etika politik bangsa yang luhur. Untuk itu, program-program dan arsh politik
PDI Perjuangan periame-tama dan terutama diershken guna mewujudkan pemerinizhen yang bersih,
akuntabel, transparan, tapi sekaligus ecfektif. Penyudahan praktek KKN dan berbagal bentuk
penyalahgunaan kekuasaan yanp diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan
tegaknya hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip checks
and balances, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda-agenda pokok PDI
Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan,

Demikian pula, sebagai bagian dari bangsa Indonesia PDI Perjuangan tclah berketetapan menjadikan
dirinya sebagai kekualan perekat bangsa yang menjamin legaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan segala cita-cita luhuraya.

Guna mewujudkan hal di atas, PDI Perjuangan telah berketetapan untuk mewujodkan prinsip desentralisasi
yang sesungpuhnya melalui pemberian otonomi yang luas kepada daersh-daerah, Otonomi daerah
melibatkan pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi dari pusat kepads daersh-daersh yang
memungkinkan daerah-daerah bisa menemukan mekanismenya sendiri dalam pengelolaan di bidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya.

Demikian Piagam PDI Perjuangan ini dibuat sebagal haluan politik parai yeng merupakan dasar bagi
penyusunan AD/ART, program-program partsi, keputusan-keputusan, dan dokumen-dokumen partai
lainnya.
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Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

MUQADDIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani scbuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih lima
decade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan lepang,
selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tangpal 17 Agustus 1945,
Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokrutis dan
sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal
diktaktorisme di Indomesia. Orde Bamm muncul pada tehun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah
perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama. Pada
tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya uatuk hidup dalam spasana yang mampu
memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan
mahasiswa dan rakyat.

Reformasi Nasional pada hakekamya adalah sebuah kelanjumn dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan
Sejabtera bagi bangsa Indonesia dari peljuangan panjang yaog telah ditempuh selama berabad-abad.
Demokratisasi menjadi tulang pungpung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam
keseluruhian aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuk sebuah partai politik yang akan menjadi
wahana dakwah umtuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta
seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB1
NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG PARTAI
Pasal 1
Nams dan Pendirian
Partai ini bernama Partai Keadilan Sejaltera. Didirikan di Jakarts pada hari Sabhe, tanggal ¢ Jumadil Ula 1423
H bertepatan dengan tanggal 20 April 2002 M.

Pasal 2
Asas
Tslam.
Pasal 3
Kedudukan
1. Pusat Pariai berkedudukan i ibu kota negara Republik Indonesia.
2. Pusat partai dapat dipindahkan dalam kondisi tertentu atas kepuinsan Majelis Syuro.
3. Partai dapat membuka cabang-cabang di seluruh wilayah hukum nepara Republik Indonesia dan
perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia.

Pasal 4
Lambang
Gambar dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus ditengah berwama kuning emas dalam perisai segi
empat persegi panjang berwarna hitam bergambar Ka'bah. Di bagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan
bagian dalam kotak Ka'bah tertulis SEJAHTERA berwarna kuning emas.

BAB II
TUJUAN DAN USAHA

Pasal §

Tujuan
Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejehtera
yang diridlai Allah Sobhanahu Wata'sla, dalam negera kesatupn Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

Pasal 6

Usaha
Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berlkut :
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Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman.

Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.

Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa
mendatang.

4. Membangun sistem kehidupan bermasyrrakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Membangun negera Indonesiza baru yang adil, sejahtera dan berwibawa .

whe -

BAB Il
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Keanggotaan
Setiap warga negara Indonesia dapai menjadi anggota partai.
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal B
Struktur Organisasi
Organisesi tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut
1. Majelis Syuro
2. Majelis Pertimbangan Partai.
3. Dewan Syari'ah Pusat
4, Dewan Pimpinan Pusat
5. Lembage Kelengkapan Partat
Pasal 9
Masa Jabatan Pimpinan

Batas maksimal jabaian Ketua Majelis Syuro, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Ketua Dewan Syari'ah Pusat
dan Ketua Umum Partai adalah 2 (dua} periode.

Panal 10
Akhir Masa Jabatan Pimpinan

1. Telah selesai menjalani masa jabatannya sesuai dengan masa kerje yang telah ditetapkan.

2. Apabila tidak dapat lagi melaksanaken kewajiban-kewajibannya sebagai Pimpinan Partai , maka Majelis
Syuro hendaknya mempelajari kondisi tersebut dan mengambil keputusan yang sestai. Jika terlihat bahwa
penghentian Pimpinan Partai tersebut akan membawa maslahat bagi Partai, maka hendaknya Majelis Syuro
mengadakan pertemuan khusus untuk itu Dan keputusan penghentian Pimpinan partai tersebut harus
mendapatkan persetujuan lebih dari dua pertigh anggota Majelis Syuro.

3. Apabils ada Pimpinan Partai mengajukan pengunduran dirinya, meka Mgjelis Syuro hendaklah
mengundang anggotanya untuk mempelajari latar belekang penpgunduran diri tersebut dan mengambil
keputusan yang sesuai. Dan apabila yang bersengkuian mendesak mengundurkan diri maka pengunduran
diri itu dapat diterima berdasarkan keputusan suara terbanyak secara mutlak anggota Majelis Syuro.

4. Apabila terjadi kevakuman pada jabatan ketua dan wakil ketua Majelis Syuro dalam waktu yang sama,
maka Majelis Syuro melakukan pemilihan penggantinya.

5. Apabila Ketua Umum Partai meninggal dunia atan berhalanpan tetap, maka Majelis Pertimbangan Partai
menunjuk salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat untuk mengarmbil alik seluruh tugas den wewenang
Ketua Umum hingga Majelis Syuro menetapkan Ketua Umum banu.

6. Apabila Ketua Dewan syariah Pusat meninggal dunia, maka wakilnya mengambil alih seluruh
wewenangnya hingga habis masa jabatannya.

7. Ketentuan lain yang terkait dan atau sejalan dengan pasal ini akan ditetapkan oleh Majelis Syuro Partai

BABYV
MAJELIS SYURO
Pasal 11
Fungsi Majelis Syuro
Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai Lembaga Ahlul Helli wal-Aqdi Partai
Keadilan Sejahtera.
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Pasal 12
Anggota Majelis Syuro
1. Anggota Majelis Syuro terdiri dari sekurang-kurangnya tiga pulvh lima orang yang dipilih melalui
pemilihan raya yang melibatkan seluruh anggota kader inti partai.
2. Pemilihan anggota Majelis Syuro dilakukan melalui pemilihsan raya yacg penyelenpggaraannya dengan
membentuk kepanitisan oleh Majelis Syuro yang sekurang-kurangnyz terdiri dari :
1. Seorang ketua berasal dari anggota Majelis Syuro.
2. Seorang wakil ketua berasal dari anggota Dewan Syari'ah Pusat.
3. Seorang sekretaris berasal dari Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dan beberapa orang anggota.
3. Pengesahan dan pelantikan anggota Majelis Syuro terpilih dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 13
Tugas Mejélis Syuro
1. Majelis Syuro bertugas menyusun Visi dan Missi Partai, ketetapan-ketetapan dan rekomendasi
Musyawarah Nasionel, dan memilih Pimpinan Pusat Partai serta keputusan-keputusan strategis lainnya.

2. Membentuk Majelis Pertimbangan Partai sebagai Badan Pekerja Majelis Syuro dan Dewan Syari'ah Pusat.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAIR
Pasal 14
Tugas Majelis Pertimbangan Partai

Maijelis Pertimbangan Partai adalsh lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis Syuro, dalam hal mengawasi
jalannya partai agar sesuai denpan tujuan-tujuan Partai, Ketetapan-Ketetapan yang telah dikeluerkan oleh
Majelis Syuro dan Musyawarah Nasional,

BAB VII
DEWAN SYARI'AH
Pasal 15
Struktur dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat
I. Jumlah anggoeta Dewan Syari'ah Pusat sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro.
2. Ketua, Wakil Ketua dan beberapa orang anggota Dewan Syari'ah Pusat dipilih oleh Majelis Syuro dari
anggotanya.

3. Dewan Syari'ah diberi wewenang membentuk stukwur kepengurusan, mengangkat Mudir Idarah dan
melengkapi keanggotaspnya.

Pasal 16

Struktor dan Anggota Dewan Syari'ah Wilayah

Jumlah anggota Dewan Syari'ah Wilayah sekurang-kurangnya tiga orang.
Ketura, Wakil Ketua dan anggota Dewan Syari'ah Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah.
Stnuktur Dewan Syari'ah Wilayeh sedapatnye mengikuti Dewan Syari'ah Pusat
Dewan Syari'ah Wilayah diberi wewenang melengkapi keanggotaannya dan mengangkat Mudir Idarah,

Pasal 17

Tugas Dewan Syari'ah

Dewan Syari'ah adalah lembaga fatwa dan qadha yang bertugas merumuskan landasan syar'i terhadap partai
dalam melaksanakan aktifitasnys dan memberikan jawaban syar'i terhadap berbagni permasalahan yang
dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat.
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BAB VIII
DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 18
Struktur Dewan Pimpinan Pusat
Struktur Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya beranggotakan sebagai berikut

1. Ketua Umum

2. Sekretaris Jendral.
3. Bendahara Umnum.
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4, Departemen-departemen yang diperlukan,

Pasal 19
Tugas Dewan Pimpinan Pusat.
Dewar: Pimpinan Pusat adalah lembaga tanfiziyah partai pada tingkat pusat yang bertugas melaksanaksan
kegiatan-keginian partai dengan masa kerja selama lima (5) tzhun qomariyah.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI WILAYAH, DAERAH, CABANG DAN RANTING
Pasal 20
Organisasi Tingkat Wilayah
1. Organisasi Wilayah didirikan pada tingkat propinsi yaong berkedudukan di ibukota propinsi.
2. Struktur Organisasi tingkat wilayah terdiri dari
1. Dewan Syari'ah Wilayah
2. Dewan Pimpinan Wilaysh.
3. Besamya lembaga atau badan-badan tersebut disesuaikan dengan kebututian wilayah.

Pasal 21
Organisasi Tingkat Daerah, Cabang Dan Ranting
1. Dalam lingkup organisasi tingkat wilayah diditikan organisasi Daerah pada tingkat kabupaten / kotamadya
yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kotamadya.
2. Dalam lingkup organisasi tingkat Daerah didirikan orgemaisasi cabang dan dalam lingkup organisasi
tingkat cabang pada tingkat kecamatan didirikan organisasi Ranting.
3.  Strukiur organisasi yang disebutkan ayat 1 dan 2 pasal ini disusun sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
FORUM PENGAMBILAN KEBIJAKAN
Pasal 22
Musyawarah
1. Musvawarah adalah forum pengambilan kebijakan yang diselengparakan oleh semua elemen struktural
Partai Keadilan Sejahtera.
2. Jenis dan jenjang musyawarah diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Pasal 23
Musyawarah Nasional
Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera yang diselenggarakan
oleh Majelis Syuro.

BAB X1
KEUANGAN
Pasal 24
Sumber Keuangan
Keuangan partai terdiri dari sumber-sumber berikut :
1. Juran rutin anggota.
2. Sumbangan dan hibah dari para anggota dan simpatisan
3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidek mengikat.

BAB XII
HUBUNGAN KEORGANISASIAN
Pasal 25
Hubungan dan Keallsi Partai
1. Ummat Islem Indenesia merupakan bagian dari ummat Islam sedunia. Pariai Keadilan Sejehtera sebagai
Partai Da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai
kawasan dunia.
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Z. Untuk merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa, Partai melakukan hubungan batk dan kerjasama
dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.
3. Majelis Syuro adzalah lembaga yang berwenang memutuskan koalisi partai dengan partai atau orpanisasi

lain.

Pasal 26
Hubungan Antar Struktur

Hubungan antar lembaga-lembaga partai tingkat pusat dan lembaga-lembaga partai tingkat pusat dengan
lembaga-lembaga di bawahnya diatur dalam Anggeran Rumah Tangga.

BAB XITI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anpggaran Dasar dilakukan sebagai berikut:

1L

2.

Permintaan pemmbahan berikut alesan-alasannya diajukan melalui mekanisme struktural kepada Majelis
Syuro untuk dinilai kelayakannya.
Pengubahan dianggap sah bila disetujui oleh dua pertiga anggota Majelis Syuro.

Pasal 28
Ketentuan Anggaran Rumak Tangga
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggeran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Rumah Tangga adalah tefsir dan penjabaran Anggaran Dasar yang direkomendasikan oleh
Majelis Syuro.

Pasal 2%
Pengesahan Anggaran Dasar
Anpgparan Dasar ini disahkan oleh Majelis Syuro Pariai Keadilan Sejahtera berdssarkan Rapat
Pendirian Partai tanggal 24 Maret 2002
Anggaran Dasar ini berlaku sementara sejak tangpal ditetapkan sampai diselenggarekannya
Musyawarah Nasional Pertama.
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Anggaran Rumah Tangga
Partal Keadilan Sejuhtera

BAB1I
TAFSIR LAMBANG PARTAI
Pasal 1
Arti Lambang Partaj
Bentuk lambang partai memiliki aril sebagai berikut :
1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian,
2. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah
3. Bulan sabit berarli lambang kemenangan Islam , dimensi wakiu, keindshan, kebahagiean,
pencerahan dan kesinambungan sejarah.
4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istigomah, berani dan ketegasan yang
mewujudken kegjehternan.
Warna lambang partai memilik] arii sebagai berikut :
1. Putih berarti bersih dan kesucian.
2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian,
3. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.

Pagal 2
Makna Lambaog Partai
Makna lambang pariai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilei keadilan berlendaskan pada
kebenaran, persaudaraat dan persatusa menuju kesejahteraan dan kejayaan ummsat dan bangsa.

BAB H
SASARAN DAN SARANA.
Pazal 3
Sasaran
Untuk mencapai tujuan parlai diramuskan sasaran berikut :
1. Terwujudnya pemerintattan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan
nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2. Tegaknya "Masyarakat Islami’ yang memiliki kemandirian berdasarken sebuah konstitusi yeng
menjamin hek-hak rakyat dan bangsa Indonesia.
Sasaran parial yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan
Agenda Nasionel Parlal Keadilan Sejahtern, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Ini.

Pasal 4
Sarana dan Prasarane
Dalam mewujudkan twjuen dan sasarannya pariai menggunaknn cara, sarana dan prasarana yang tidak
bertentangan dengan ronma-norma hukum dan kemaslahatan umum, entars lain:

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat
mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarskat seria dapat menyelesaikan permasalahan-
pernasalehannya.

2. Ikut serta dalam lembage-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijaken, hukum den
perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan [ain sebagainya.

3. Menggalakken dialog konstruktif disertei argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik

dan sosial.
4, Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan orgenisasi serta yayasan yang sesuai dengan
tujuan partai.
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 5

Sistem dan Prosedur Keanggotaan
Anpgota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari :
1. Anggotn Keder Pendukung, yaitu mereka yang terlibat oktif mendukung setiap kegiatan

kepartaian,
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2. Anggote Kader Inti, yaitu anggols yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian
dan dinyatakan lulug oleh panitia penseleksian.
3. Anggota Kehormatan yailu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat.
Sistem dan prosedur keanggotaan serla hel-hal yang terkeit dengan keanggotnan partai diatur dalam
ketentuan tersendiri yang diletapkan oleh Majelis Syuro.

BAB1V
MAJELIS SYURO
Pasal 6
Anggota Majelis Syuro

1. Syarai keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut :

Umur tidak kurang dari 30 tahun qomariyah

Telah menjadi anggota kader inti dengan siatus anggota ahli Partai

Melaksanakan asas dan tujuan partai

Komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggola

Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sangsi dalam 3 tahun lerakhir.

Berwawasan syar'i

Bersifat amengh dan berwibawa

2. Jiks ada anggots Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangket dan mensahkan
pengantinya.

3. ‘Majelis Syuro berhak menambgh keangpoteannye dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Partai,
terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan ftu tidak lebih dad 15 % anggotanya.

4. Jika anggota Majelis Syuro telsh dlpilih, maki maesing-masing mengucapkan janjl setianyn di hadapan
Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:
‘Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung wntuk berpegang teguh pada syari'at Islom dan untuk
berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarai-syarat keanggotoan Majelis Sywro Partai Keadilon
Sejahtera, melak sanakan tugas-fugas davimya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya
dalam keadaan lapang maupin sempit ~sefaln untuk maksial-, sekuat tenaga melaksanakannya Dan
saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk ite, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya
ucapkar.
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Pasal 7

Tupas Maljelis Syuro
1. Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wekilnya dan Sekvetaris Majelis dan menctepkannya
sebanpni ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Parlai.
Memilih dan menetapkan anggota Mejelis Pertimbangan Partai.
Memilih, dan menelapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'sh Pusal
Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral dan Bendaharsa Umum serta
beberapa omng Anggota Dewan Pimpinan Pusat.
Menyusun fujuan-tujuan Partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional.
Meneiapkan klausul-kdausul perubahan Anggeran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ADY ART) dan
kebijekan politik.
Menetapkan anggeran tahuman dan evatuasi akhir dari laporan kenangan.
Meneiapken rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nema baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-
tuduhan yang berkeitan dengan partai.
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BABV
MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI
Pasnl 8
Anggota Majelis Pertimbangan Partai
Majelis Pertimbangan Partai terdisi dari sebanyak-banyaknya sepertiga enggota Majelis Syuro yang dipilih
oleh Majelis Syuro dari anggotanye

Pasal 9

Majells Pertimbangan Partai
1. Menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro
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Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kelelapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis
Syuro

Menentukan sikap Partai terhadap permasalehan-permasalahan umum den perubahan-perubahan
politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.

Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-sidang Majelis Syuro.
Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon partai untuk
Pewan Perwakilan Rakynl / Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menunjuk perwakilan (wakil} Parini pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-kongres di dalem
dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat.

Meratifikasi langkah-langkah yang terargh untuk melaksaneskan program kerja politik (sirategis).
Memtifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan ke Majelis
Syuro.

Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan Pimpinan Pusal.

. Mengambil tindaken legas dalam hal fitnah, krilik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan partai

dan anggotanys.

. Mejelis berhak membentuk komisi ed-hoc yang terdiri dari unsur anggotia Majells Syuro dan pakar-

pakar sesuai denpgan bidangnya.

BAB VI
DEWAN SYARV'AH
Pazal 10
Syarat Angpota Dewan Syari'ah

Umur Ketua dan wakil ketua Dewan Syari'ah Pusat tidalc kurang dati 35 tahun gomariyah.
Umur Ketua dan Wakil kefua Dewan Syari'ah Wilayah tidak kurang dari 30 tahun gomariyah.
Telah menjadi kader inti pariai dengan status anggota ahli Partai.
Berpegang dan komitmen kepada nilei-nilal moral dan kebenaran universal, adil, berlagwa, sabar, jujur
dan bijaksana.
Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan berwibawa.
Memiliki pengetahuan di Bidang peredilan dan menguasai mekenisme pengambilan keputusan,

Pasal 11
Fungsl Dewan Syari‘ab
Sebagai Lembaga Fatwa.
Sebagai Lembaga Qadhe yang keputusan-keputnusannya mengikat.
Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditelapkan oleh Majelis Syura.
Lembaga Peradilan Banding.

Pasal 12
Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah
Memberikan landasan syari terhadep kebijakan-kebijakan dan persoalan-persoslan yang dihndapi

partai.
Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari‘ah Wilayah.

Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan Syari'ah Wilayah.
Melakukan investigasi lerhadap isu, pengaduen, tuduban, evaluasi dan kesewenangan yang berkaitan
dengen Pimpinan Partai dan mengungkepkan hasilnys kepada Majelis Syuro. Khusis yang berkenaan
dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Malelis Syuro atan Keta Majelis Perfimbangan Partai atau
Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus yang menyangkut dirinya dilalmkan oleh komisi khusus yang
dibentuk oleh Majelis Syuro.

Mengambil tindakan syar'i dalam masalah-masalah yang diserahkan Dewan Pimpinan Pusat, alau
Dewan Syari'ah Wilaysh kepadanya.

Menyusun program den anggaran tahunen untuk Dewan Syar'ah Pusat kemudian mengajukannya
kepada Majelis Syuro.

Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 13
Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman
Setiap perbualan anggola yeng menodai citra partai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip
kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai adaleh pelanggaran yang harus
dikenakan sangsi hukum.
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2. Kilesifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksaneannya, di atur olch ketentuan Dewan
Syari'ah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

BAB Vi1
TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 14 :
Tugas Konsepsional
1. Menyusun program dan anggaran tshunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembage-lembaga
struktural di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Ma]elis Pertimbangan Partai.
2. Mengajukan rancangan perubahan Anggeran Dasar/Anggeran Rumah Tangge kepada Majelis
Pertimbangan Pariai.
3. Menetapkan Produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural
di bawzhnya.

Passl 15
Tugas Stuldural
Menerima wagaf, hibah dan dena sukarela yang legal.
Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Pertimbangan Partei.
Mengusulken daftar name calon sementara anggota legislatif kepada Majelis Pertimbangan Pertal.
Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Calk ol s B e

Pasal 16

Tugas Manajerial
Menunjuk ketua-ketua Bidang dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai,
Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya
Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung pantai.
Mensahkan strukiur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah
Mengawaesi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tshunan Dewan Pimpinen Wilayah dan
lembaga terkait lainnya.

Mg e

Pagal 17
Tugas Operasional
Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
Menerbitkan pemyataan-pernyatan resmi.
Mempersiapkan kader partaj daiam berbagai Bidang.
Melaksanakan koordinasi angpota legisiatif, eksekutif dan yudikalif yang berasal dari anggota kader
pariai.

i

BAB VIII
DEWAN PIMPINAN WILAYAH
Pasal 18
Struktur Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinen Wilayah adalah lembage eksekutif lingkat propinsi yang berkedudukan di ibukola
propinsi dengan strukfur sebagai berikut :

1. Ketua Umum dan beberapa ketoa.

2. Sekretaris dan wakil sekrelaris

3. Bendahara dan wakil bendahara

4. Deputi-deputi.

Pasal 19
Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

I. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan
Pusal

2. Menyusun program dan anggeran {ahunen untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga-lembaga
struturel di tawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

4. Menyiapkan laporan keugngan dan evaluasi akhir dan mengajukannys kepada Musyawarah Wilayah
dan Dewan Pimpinen Pusat
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5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah sesusi dengan kelentuan yang terkait dengan hal
tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara Lerperinci setiap tige bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat,

Pasal 20
Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

1. Telah menjadi kader inti partai dengan siatus anggota ahli.

2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa den kuat dalam (membela)
kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jeuh dari fanatisme kepentingan pribadi
dan golongan.

3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syari‘at yang memungkinkennya melaksanakan tugas.

4.  Umur tidak korang dari 25 tahun qomariyah.

BAB IX
DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 21
Strukior Dewan Pimpinae Daerah
Dewan Pimpinan Daerah didinkan pada tingkal kabupaten/kotamadya yang berkedudukan di ibukota
kabupaten/kolemadya dengan struktur sebagal berikut
1. Kétuz Umum dan beberapa ketua,
2. Sckretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahar dan wakil bendahara
4, Bagian-Baglan,

Pasal 22
Tugas Dewan Fimpinan Daerah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditelapkan cleh Musyawarah Daersh dan Dewan Pimpinan

Wilayah.
2. Menyusun program dan anggaran tehunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan fembagz-lembaga
struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayeh.
Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Daerah.
Menyusun sidang-sidang Musyawarsh Daersh sesusi dengan ketentuan yeng lerkail dengan hat
tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinei setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

oW

Pasal 23
Syarat-syarat Ketua Umum dzn Ketua Dewan Pimpinan Idaerah

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan siatus anggota dewasa.

2. Berpegeng teguh kepada nilei-nilai moral dan kebenaran, adil, berieqwa dan kuat dalem (membela)
kebenaran, serius dalam kemaslahatan den persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi
dan golongan.

3. Menmiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yeng memungkinkannya meleksanakan tugas.

4. Umur tidak karang dari 25 lahun qomariyah.

BAB X
DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasgal 24
Struktur Dewan Pimpinan Caebang
Dewan Pimpinan Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamalan

dengan struktur sebagai berikut
I. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Sekui-Seksi.
Pasal 25
Tugas Dewan Pimpinan Cabang
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1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarash Cabanpg dan Dewan Pimpinan
Daerah.

2. Menyusun program dan anggaran iohunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga-lembaga

struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

Menyusun laporan keuangan dan evaluasi ekhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Cabang.

Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuni dengan ketemtuan yang terkait dengan hal

tersebut.

6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah,

oW

Pasal 26
Syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang

1. Telsh menjadi kader inti parial yang sekurang-kurangnya dengan status anggola madya.

2. Berpegang lepuh kepada nilei-nilal moral dan kebenaran, adil, bertaqgwm dan kuat dalam (membela)
kebenaran, serius dalam kemaslshaten dan pgrsatuan bangsae, jauh dari fanatisme kepenlingan pribadi
dan golongan.

3. Memiliki wawasan politik, hukum den syarlat yang memungkinkannye melaksanakan tugas.

4.  Urur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah,

BAB XI
DEWAN PIMPENAN RANTING
Pasal 27
Strmktur Dewan Pimplnan Ranting
Dewan Pimpinan Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa dengan struktur kepengurusan sebagaj
berilut :
1. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dana wekil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Unit-Unit

Pasal 28
Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan Dewan Pimpinan
Cabang.

2. Menyusun program dan anggaran {shunan untuk Dewen Pimpinan Ranting kemudian menggjukan
kepada Dewan Pimpinan Cabang.

3. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Ranting.

4, Menyusun sideng-sidang Musyewarsh Renting sesuat dengan ketentuan yaog terkait dengan hal
tersebut.

5. Menggrjukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 29
Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketaa Dewan Pimpinan Ranting

1. Telah menjadi kader pendukung pariai dengan siatus anggota muda.

2. Berpepeng teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertagwa dan kuat dalam (membela)
kebenaran, serius delam kernaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari anatisme kepentingan pribadi
dan golongan.

3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syeriat yang memungkinkannya melaksanakan tugss.

4. Umur tidak kurang dari 18 iahun qomariyah.

BAB XII
KEUANGAN
Pasal 3
Sumber Kenanpan
Kekeyaan Pariai diperoleh dari :
1. luran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota.
2. Infaq dan shadaqgah dari Iuar anggota.
3. Sumbangan dan bantuan tetap ateu tidak tetap dari mesyerakat alau orang-orang atau badan-badan
yang menaruh minat pada aktifitas Partai yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
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4. Waqal, wasiat dan hibah-hibah lainnya.

Pasal 31
Pemungutan Iuran dan Infag Anggota

Partai mempunyai hak untuk mengambil luran, infaq dan shadagah dari anggotanya.

[
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Pasal 32
Penyaloran/Pengalokaslan Dana
Par(ai mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana Partai.
Dana Parial yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas Partai, pengaturannya ditentukan
oleh Majelis Syuroc.

Pasal 33
Tugas Bendahara Partak
Mengatur kekayaan Partai.
Mencatat semus harta Partai dan mentbukukan pengeluaran dan pemasukannya.
Mengawsasi semua jenis kegiatan keuangan dan skuntansinya serla melaporkannya kepada Dewan
Pimpinan Pusat secara periodik.
Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir,

BAD XK
HUBUNGAN KEQORGANISASIAN
Pasal 34
Asas Hubungan Keorganisasian
Hubungan dengan oregisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala' dan ta'awun.
Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta’awun.
Hubungan dengsn organisasi nmum alas asas kemanusiasan dan kemaslahatan umum yang dibenarkan
Islam.

Pazal 35

Hubungan Antar Strakiur
Hubungan lembaga lertinggi partai dengan lembage-lembage di bawahnya bersifat langsung.
Hubungan antar lembaga linggi partai tingkat pusat bersifet langsung, melalui Pimpinan masing-
masing,
Hubungen lembage tinggi partai dengan lembaga organisasi partai tingkat wilayah bersifat langsung
sesuai tingkat wewenangnya.
Hubungan depariemen di Dewan Pimpinen Pusat dengan deputi terkait di Dewan Pimpinan Wilayah
bersifat langsung sesuai tingkat weweneng dan kebutuhan, dengsn sepengetahuan Dewan Pimpinan
Wilayah.
Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai furunannya di Dewan Pimpinan
Wilayeh maka deparleinen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayeh.
Hubungan antar pimpinan pariai tingkat wileyeh dengen struktur di bawahnya, mengikuti pofa
hubungan aentar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam ayat 2 sampai dengan 5 pasal inl..
Hubungan lembage-lembage struktural di fingkat bawah dengan lembage-lembage di atasnya
mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 36
Ketentuan Tamhahan
Untuk memperiues jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung pariai, maka :
1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk kepengurusan Majelis Kehormatan dan Dewan
Pakar,
2. Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk kepergurusan Dewan Pakar,
3. Dewan Pimpinan Dasarah dapat membentuk kepengurusan Depan Penaschat, dan
4. Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Pembina, yang diatur oleh
peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Syuro.
Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wiayah, Dewan Pimpinan Daerah serta
kelengkapan struktumnya tidsk terpenuhi, meka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan
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kader dari jenjang keanggotaan di bawehnya, dengan sepengetahuan Dewmn Pimpinan Pusat dan
Majelis Pertimbangan Partai.

3. Apabila persyaratan kepengurusan tingket Dewan Pimpinan Cabang, Dewen Pimpinan Ranting serta
kelengkapan strukiurnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan
keder dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewen Pimpinan Wilayah dan
Dewan Pimpinan Pusat.

4. Didirikan perwakilan Partai di kalangan warga negara Indonesla di luar negeri sesuai dengan peraturan
khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di negara bersangkutan.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peputup

Dalam ha! belum dilaksanaknnnya Musyawarash Nasionel I, maka pars pendiri partai bertindak dan
melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro.
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Sejarah PK Sejahtera

Partai Keadilan Sejahiera (PK-Scjahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam
pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD
Kota/Kabupaten).

PK-Sejahlera percaya bahwa jawaban uniuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan
adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkunlitas balk secara moral, intelekiual, dan profesional.
Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwojudnye Indonesia yang
adil dan sejahtera.

Kepedulian inllah yang menapaki setiap jejak langkeh dan eklivitas partai. Dari sebuah entilas
yang belum dikenal sama sekali dalam fagal perpolitikan Indonesiz hingga dikenal dan eksis sampai saal
ini. Sebapai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemiiu 1999 laln, PX (kini PK-Sejahters) berickad
untuk meningkatkan daya pengeruhnya dalam pemilu 2604 mendateng.

Untuk mengelahui sekilas sejarah PK-Sejahlera, kami paparkan secara singkat di bawah ini:
Tahon 1998
20 Juli 1998 Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di
Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta,
9 Agustus Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Barny, Jekaria, dihadlri oleh 50.000
1998  messe,

3 t}:nber PK menolak pemberiakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan
e’; gog . Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Ismatil dlam pidato politik peresmian DFW PK DIY.

3-6 Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung,
Desember Bogor, dan ditutup di holel Cempaka, Jakerla setelsh sebelumnya melakukan konvoi
1998  kendarsan dari Bogor-Jakarla.

Tahon 1999

19 Februari oy 1 5ien Hafidhudin ditetapkan scbagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan,

1999
30 Mei Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan
1999  sisa sumra (stembus accord) hesil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalab PPP, Partai
Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partal Umumat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan
PSIT 1905.
3 Juni 1999 Ribuan kader dan simpalisan Partai Keadilan memenuhi janji mercke untuk "memutihkan”
Tbukota serts berkumpul di Bundaran HI menandai berakhimys kempanye partai tersebut di
Jakarta.
2 Agustus Partai Kendilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu
1999  relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil}. Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan
adanya reaksi posilip berupa pengakuen dari panitia Pengawes Pemilu (Panwaslu) bahwa
Perilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di
kantor KPU, Senin sore (2/8).
20 Oktober PK menerima tawaran kursi kemenierian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet
1999  pemerintahan KH Abdwrahman Wahid.
21 Okiober PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebapai calon menteri yang diajukan karepna
1999  memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas,
Tahun 2000

16 April Dr Ir Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partal dan selanjutnya
2000  akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

18-21 Mei
2000

2] Mei  Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Parlai Keadilen menggantikan Dr,
2000  Ir. Nurmahmudi Isma'it dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.

3 Apustus Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSIT 1905) menggelar acara

PK menggelar Musyawarsh Nasional 1 di hotel Bumiwiyata, Depok.
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2000  Saraschan dan Silaturahim Partai-parlai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam
Jakarta masuk dalam Amendemen UUD 1943,
12 Oktober DPP Partai Keadilan (PK) menemai Wakil Ketua DPR R Soetardjo Socrjogoeritno di pedung
2000 DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya
tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU.

13 Oktober Puluhan riby massa Pariai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di
2000  bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar
RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul

penyerangan ke Palesting.
9 November Parlai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhen. Masyarakat dan pemimpin bangsa
2000  diingatkan untuk menjaga kesuclan bulan Ramadhan. Ribuan massa Pariai Keadilan (PK) dari
Jakaria, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik
akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Regunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

Ahad (19/11) pagi.

Tahun 2001

20 Januari PK menggelar Silaturehim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya
2001  Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK. berlepas diri dari segala elek negatif pole
dan  produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden

Abdurrabman Wahid
2Maret DPP PK mengadakan bakti sosial di proplusi Banien yang terkena musibah banjir dan tunsh
2001  longsor.

8 Oktober Lebih dari 150 anggota legislatif deri Partai Keadilan (PK) dari selurub Indonesia, Senin
2001  (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan
massa yang sudah lebik dulu melakukan aksi menentang terorisme AS.

19 Olaober PK gelar demo besar meneniang agresi mililer AS ke Afghanistan. Aksl besar ini diikuti
2001  40.000 orang dan mendapat pujien dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib.
Dalam gksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidarilas Afghanistan (KISA) yang
diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufti.
Tahun 2002

7 April  PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang eksi terorisme Israel atas bangsa Palestina
2002  di Silang Monas, Jakarta, PK jupa membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Agsha
(KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami‘un Jazuli.
25Mei  PK gelar acara Gersk Jalan Keluargs (GJK) menyambut Meulid Nabi 1423 H dari Silang
2002  Monas - MH Thamrin - Bundaren HI - Silang Monas.

8 Juni 2002 15 pimpinan parpol yeng tidak memenuhi ketentuan electoral threskold dua persen berdasar
Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandelangani dokumen
bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberiakuan ketentuan tersebul. Mereka
juga menuntut agar semua parpol peseria Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004
walaupun eda parpol yang sama sekali tidak mempunysi perolehan kursi di DPR/DPRD.
Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakersai Parlai Keadilan dan Persaiuan (PKP),
yeitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partei Nahdlatul Umat, Partai
Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Parini Katolik Demokrat, Partai
Daulat Rakyat, Pariai Tkatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Perlai Persatuan, Pariai
Syarekal Islam Indonesia, Partai Nesional Indonesin Massa Marhaen, Partai Nasional
Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Parlai Kebangkitan
Urnat.

Tahun 2003

9 Februari Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di scpanjang JI. MH
2003  Thanrin hingga kedubes AS.

20 Maret Sekali legi, PK bersama PKS menggelar akst damai menenlang serangan AS ke Irak di
2003  sepanjang Jl. MH Thamrin hlngga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.

30 Maret PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta selurub elemen
2003  masyarakat menggelar aksi ‘Sejuta Umat' dart Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakaria. Aksi
ini merupakan aksi lerbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia,

15

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-Ul, 2008

= S

L R Rttt



17 April  Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat,
2003  Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergebung dengan PKS.
20 April
2003
26 Mei PK dan PKS mendcklarasikan Crisis Centre untuk Rekyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid
2003  Apgung Al Azhar, Kebayoran Bare, Jakaria. CCRA dimeksudkan untuk membantu rakyat
Aceh yang tengsh dilanda konflik berkcpanjangan.
4 Juni 2003 DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kentor
sekretarial J1. Mampang Prapatan V11 No. R-2, Jakaris.
5 Juni 2003 PK selenggarakan ecara ‘Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma
DPR, Cikupa, Cisarun, Bogor, yang diikut! oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.

8 Juni 2603 PKS gelar ‘Dzikir dan Doa wntuk Rakyal Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, JI.
Pattimure, Kebayoran Baru, Jakarta, dijkuti oleh ribuan massa.

10 Juni  PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR J1. Gatot Subroto,
2003  Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI,

2 Jull 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahters) ielah menyelesaiken seluruh proses verifikasi
Depariemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah
(setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kots). Ini berarti PK
Sejahtera teleh melengkapi 100% persyaralan verifikasi Depkehham.

3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowerni di
Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan inl, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS,
termasuk anggota dewan dan para kadernya.

20 Juli 2003 Musyawarah Majelis Syuro T PKS yang berlangsung di Ruang Binasentrs, Kompleks
Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Cafon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain
itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.

22 Juli 2003 Ribvan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusshasn Umum Badan
Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, PKS menolak kebijakan Bulog
seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani,

8 Agustus DPP PKS mencanangkan program Safari *Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu

2003  progrem safsri tokoh-tokoh partai ke berbagali dserah untuk mensosialisasikan dan
mensukseskan pemilu 2004. Acam berlangsung di Aula Masjid Baiiussalam, Duren Tiga,
Jokarta,

Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri aleh 40.000 massa.
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Kebijakan Dasar

PENGANTAR
Segala puji dipanjatkan kepada Allah, Rabb sekalian alam yang telah melimpahkan rshmat dan hidayah-
Nya kepada kita. Shalawnt dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan
Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat, dan para pejuang risalah yang disampaikannya sampai
akhir zamen.
Teritna kasih disampaikan kepada semua yang terlibat dalem penyusunan ini, teruteme para anggota (im
yang telah bersysah payah dan bekerja keras dengan mengerahkan (enaga dan pikiren demi terlaksananya
tugas tersebut, serts yang telah melakukan pembahasan secars seksama terhadsp draft yeng telah
disediakan. Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah dan menjadi bekal bagi kehidupan akhirst
nanii.
"Dan tidak ada (gufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Henya kepada Allah aku bertawakkal
dan hanya kepada-Nya-iah aku kembali." Hanya kepada Allah kila berserah diri.

I. PENDAHULUAN
A. LANDASAN :
1. Firman Allah,
Diz telah mensyeri‘atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang
telah Kami wehyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada [brahim, Musa dan Isa yaitu:
Tegakkanlah agama dan janganlsh kamu berpecah beleh tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik
agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya
dan memberi petunjuk kepada (egama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nyz)." {QS, al-Syura: 13)

2. Firman Allah,

Dan Allah telah berjanji kepada orang-omng yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal
yang saleh bahwa Dia sunpguh-sungguh akan menjedikan mereka berkuasa di bumi, scbagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang yeng sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akar meneguhken bagi mereka
apama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-bepar akan menukar (keadaan) mereka,
sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman senlausa. Mereka tetap menyembah-Ku deagan
tiada mempersckutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (letap) kafir sesudeh (jenji} itu,
maka mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS, al-Nur; 55)

3. Firman Allah,

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan
kamu dari azab yang pedih?7 (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwamu. Ituleh yang lebih beik bagi kamu jika kemu mengetahuinya, niscaya Allah akan
mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamuo ke dalam surgs yang mengalir di bawehnya sungai-
sungai, dan {memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang batk di dalam surpa ‘Adn. Itulah keberuntungan
yang besar. Dan (edz lagi) karunia yang lain yang kamu sukal (yaitu) periclongan dar Alleh dan
kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanleh berita gembira kepada orang-orang yang beriman.”
(QS, al-Shaff: 10-13)

4, Firman Allah,

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutileh dia; dan jrnganlah kamu
mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-bernikan kamu dari jalan-Nya. Yang
demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS, al-An'am: 153)

5. AD/ART ( Muqoddimah dan Tujuan).

B. DASAR PEMIKIRAN

Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing ummat manusia menuju kesejahteraan lahir dan
batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahleraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenengan,
yaitu kemenangan pribadi (fiutuh khashah} dan kemenengan politik (futuh Jammeh). Kemenangan pribadi
diraih dengan ketagwean yeng bersifat individu, sedanpkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan
kolektif. Da'wah yang sistemik dan lerus-menerus edalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan
tersebut

Realitas masyarakat Indonesia sant ini menunjuk ken tengah (erjadinya deviasi sistemik kehidupan ber
masyarakat dari sendi-sendi tuntunan ilahiyah dalam hampir semua sendi kehidupan, baik politik, ekonomi,
sosial, maupun budaya. Akibat hal tersebut terjadileh berbagai malapetaka yang menimpa bangsa ini dalam
berbagal sisi kehidupan. Diyakini, sebuah bangsa akan terbebas dari segala bentuk malapelaka yang
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menakutkan apabila bangsa tersebut memurniken keimanannya kepada Allah dan secara konsisten
merealisasikan seluruh hukum-hukum-Nya. (QS.6 : 81-82).
Untuk mengembalikan masyarmakat kepada tun tunan Allah diperfukan gerskan dakwah, yang pada
nekikatnys merupakan proses tahawwul wa taghayyur (transformasi dan perubahan) menuju tatanan
kehidupen yang islami, baik pada level perorangan maupun pada level kemasyarakatan den kenegaraan.
Gerakan da'wah akan efekiif apabila didukung eleh manhaj, uslub dan wasilan yang jelas serta tanpa ragu
terjun ke sektor kehidupan, termasuk wilayeh politik.
Namun, ketika gerakan dakwah memasuki wilayah kemasyarakatan dan kenegaraan, mau tidak mau dia
akan berhadapan dengan berbagal kendala internal dan tanltangan eksternal yang harus disikepi dam
dibadapi dengan penuh perhitungan agar cita-cita dakwah dapat dicapai dengan baik. Untuk itu diperiukan
sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifilas Partai serta menjadi guidence
bagi aktifis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalem ektifilas sosial politik.
Perspektif, patokan dasar dan guidance itu dirumuskan dalam bentuk Kebijakan Dasar Partai.
Dengan kebijakan dasar yang jelas diharapkan seluruh proses perjalanan Parlai dan aktifilasnya ietap
berada dalam bingkai da'wah. Dengan demikian jati did Partai Keadilan Sejahters sebagai Partai Da'wsh
merefleksi ke seluruh sikep, perilaku dan aktifitasnya,
C. TUTUAN
Kebijakan Dasar Parlai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk :
1. Melelakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasmnalkan
program-program strategia,
2. Memberikan kerangka umum kepada Pariai nntuk memudahian delam penyusunan program aksi
dan langkah-langkah operasionginya.
3. Menjadi patokan umum dalam memposislkan Pariai sebagal kekuatan politik dalam berinteraksi
dengan berbagai kekuatan masyarakat.
4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalem
aktivitas sosial politik.

IL VISI DAN MISI
A, VIS
VYisi Umom:
s "SEBAGA!I PARTAI DA'WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM
BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."
Visl Khusus:
» PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN
OPINI DALAM MEWUJUDK AN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI,
Visi ini aken mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :
1. Periai da'weh yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dam
bernegara
2. Kekuatan transformatif dari nilei dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat
dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasame dengan berbagai kekuatan yang secita-
cila dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil Oalamin.
4. Akselerator bagi perwujudan mesysrakal madani di indonesia.

I. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.

2. Mengembangkan institusi-instifusi kemasyarakatan yang Tslami di berbaggi bidang sebagai markaz
laghyir dan pusat solust.

3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran 1slam
yang solutif dan membawa rahmat.

4. Membanpgun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pernberdayaan
hek-hak kewarganegaraannya.

5. Menepakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsislen dan kontinyu dalam
bingkai hukum dan etika Islam.

6, Secare aktif melakukan komunikasi, silahrrahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai ungur atauy
kalangan umat lstam untuk terwojudnys ukhuweh Islamiyeh dan wihdatul-ummah, dan dengan
berbagai komponen bangsa lainnys untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisic agenda
reformasi.
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7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dsn menolak kedhaliman
khususnya lerhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

1. PRINSIP KEBIJAKAN
Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejehtera terefleksi utuh dalam jati
dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah
rabbaniyah yang rahmatan lilalamin, yaitu da'wah yang membimbing manusie mengenal Tuhannya dan
da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummal manusia yang membawe solusi bagi permasalahan yang
dihadapinya. Iz adalah da‘wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan umrmat manusia, jauh dari
bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.
Atas dasar itu meka da'wah menjadi poros ulame seluruh gerak parlai. Ta juga sekaligus menjadi
karakteristik perilaku para akfivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak
da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.
i, Al-Syumuliyah {(Lengkap dan Integral)
Sesuai dengen karakteristik da'weh Islan yang syamil, make setiap kebijakan Parlai akan selalu
diramuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnye dari berbagai perspektif, den
mensinkronkan anlara satu aspck dengan aspek lainnya.
2. Al-Ishiah (Reformatif)
Setiap kebijaken, program, dan langkeh yeag ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaiken (jshlah),
baik yang berkaitan dengan perbalkan individu, masyaraket, alanpin yang berkaitan dengan perbaikan
pemerintehan dan negara. dalam rapgka meninggikan kalimat Allab, memensogkan syari'et-Nya, dan
menegakkan daulah-Nyz.
3. Al-Syar‘lyah (Konstitusional)
Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetepkan hubungan pokok antara manusia terhadap
Allsh (hablun min Alleh) dan hubungan lerhadap diri sendiri dan orang lain (habhm min al-nas).
Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan
merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi kelmanannya. Komitmen itu wujud daiam bentuk
keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulst hati dan percaya penuh kepada Islam sebagat ajeran yang lurus
dan konprchensif yang herus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjapa fleksibiltas
sebagai ciri dari syari'at [slam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan
dengan syari‘sh. Demi terwujudnya makna kemerdekmen sejatl semua peraturan yang ada dalam Al-Quran
dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab
kemandirien refrensi syari'at pada kekunsaan ncgam dan penegak hukum memberikan jaminan penting
dslam merealisir amanah dan melawan kedhaliman.
4, Al-Wasathiyah (Moderaf)
Masyarakat muslim disebul sebagai masyarakat ™engah" (unumatan wasathe). Simbol moralitas msyarakat
Islam tersebut melahirkan prilaku, sikap, dan watak moderat {wassthiyah) dalam sikep dan interaksi
muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek
nazhariyah (leoritis) dan Damaliyah (operasional) atau espek tarbiyah (pendidiken) dan tasyni (iyah
{perundang-umdangan) harus merelleksi pada aspck ideologi ataupun iashawwur (persepsi), ibadah yang
bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri’ dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik
Partal Keadilan Sejahtera. Dalam talaran praklis sikap kemoderatan ini dinyatekan pula dalam
penclakannya terhacdap segala bentuk ekstremilas dan eksagerilas kezhaliman dan kebathilan,
4. Al-Istigamah (Komit dan Konsisten)
Oleh scbab berpegeng teguh kepada ajaran dan aturan Istam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka
komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setlap geraknya. Konsekuensinya
seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah opcrasional Partai harus istigemah (iaat asas) pada
"hukum transenden” yang ditemukan dalam keseluruhan tata alemiah dan dalam keseluruhan proses sejarab
{ayat-ayat kawniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (syat-ayat qawliyet-Nya} dan dalam suanah Rasulullah
SAW, dalam konsensus ummal, serta dalam elaboresi lerfulis oleh para mujlahid yang berkompeten
mengeluarikan hukuwm-hukum terhedep masaleh yang benar-bener tidak ditemukan secara tekstual dalem
Risalah orisinal (al-Qur*en dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinyuites (al-istimrar) dalam gerakan
dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.
6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)
Konsistensi yang menjadi watak Partaj Keadilan Sejehtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan
kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa altathawwutr (pertum-buhan yang
bersifat vertikal dan perkembangan yang bemifal horizontal) harus menjedi prinsip gerakannya dengan
tetap mengecu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan,
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program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pemgembangen potensi SDM
hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizomtal.

7. Al-Tadarruj wa AL-Tawazan (Bertahap, Sclmbang dan Proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da‘wall Parlai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional,
sesuai dengan sunnaiullah yang berlaku di jegat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan
kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan
mengalami perubahan, Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertshapan dan keseimbangan yang nyata.
Maka semus tindakan manusia, leblh-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari
kebertshapan, keserasian dan keseimbangan skan berskibal pada kehancuran yang karcnanya dapat
dikategorikaan sebapgai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan
dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam sefuruh kiprah Pariai, baik dalam kiprah
individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.

8. Al-Awlawiyat wa Al-Mnshlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Efekivitas sebuah gerakan salah satunya dilenbuken oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan
prioritas langkah dan kebijekannya. Sebab segala sesuatu mempunyai sast dan gilirantiyn. Amal perbuatan
memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat siralegis, politis, sampai ke
yang bersifat laktis. Prinsip al-awlawiyat delam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir
strategis. Cleh sebab itu kebijakan, program, dan lengkah-lanpkah operasionelnya didasarkan kepada wisi
dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisfensi dan efektifitas geraken. Di samping itu,
Pariat Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik mustim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan
manusia, Make pada hakikatnya mashlahah wmmah menjadi dasar dan prisip dalam kebijakan, program,
dan {angkah-langkeh operasionainys. Untuk itu ia ekan tetap konsemn terhadap semua persoalan yang
dlhadapi ummat. Kepenlingan ummai selalu menjadi perfimbangan dan peticritas. Mgka baik dalam
kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpibakan yang jelas terhadap
kepentingan ummiat. Kepentingan ummat harus diletakkan dj atas kepentingan kelompok dan individu.

9. Al Hulul (Solusl)

Pariai Keadilan Sejehtera sesual dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya
berhenti pada janji, teori maupun kegialan yang tidak dirasakan manfeatnya oleh ummat. Keadilan dan
kesejahterean haruslah diperjuangken dengen ihsan dan itgon (profcsionsl), itulah yang mengharuskan
pariai dan aktivisnya mengarahken aktivitas dan program partai untuk menjad! solusi dan merealisimya di
setiap aklivitas yang mereka lempuh.

10. AbMustaqbaliyah (Orientasi masa depan)

Pada kenyalaannya tige dimensi wakfu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) roerupakan realitas
vang saling berhubungen. Disadari, sasaran da'weh yang akan diwajudkan merupakan sasaran besar, yaitu
tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat
manusis, yeng bise jadi yang aken menikmali keberhesilannya adalah generasi mendatang. IMaka
seyogyanya seliap kebijakan yanp diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga
dimensi waktu tersebul. Masa lalu sebagai pelajeran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai
harapan. Keadnan yang kita geluti sekerang merupakan refleksi masa lalu kile dan sekaligus akan
menentukan masa depan kila. Maka sangst bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang
ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa
depan, tidak hanys memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

10. Al-'Alamiyzh (Bagian darl da*wah sedunia)

Pada hekikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujusn ataupun sasaran yeng aksn dicapai, bersifat
Dalamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itw telah menjadi sunnatudda'wah. Ta
merupaken ektivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daersh tertentn. Kenyalaen itu
menegaskan bahwa cksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da‘'wah Oalamiyah, Oleh sebab itu prinsip
kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da‘wah sedunia. Adalah suatu kemestlan setisp
kebijekan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan
kebijekan da'wah yang bersifet Oalami dan tunduk pada sunnatudda‘wah tersebut dengan tidak melikuidasi
persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

1V. KEBIJAKAN DASAR
Kebijakan Dasar Partai dapat dilihat dalem dua rumusen yaitu Kebijakan Umum dan Strategi Umum.
Kebijakan Umum dijebarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai
yaitu Ideologi, Politik, Birokrasi, Ekonomi dan Kescjahterann, Sosial Budaya, IPTEK den Hukum.
Semenlara itu, Strategi Umum ditempuh melalui dua hel yaitu Kebijakan Internal dan Eksterngf .
A, Kebijakan Umum :
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1. Ideologi

Diprediksi kesadaran politik masyarakat aken terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh
partai-parial politlkk. Qleh sebab itu perlu ditctapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi
kemungkinan mengualnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

1.

2.

:—‘E.oocl_.n

Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik
menuju masyarekat sejehtera lahir dan balin.

Menjadikan ideologi Islam sebagai ruhk perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar
sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Alleh SWT ; pembebasan manusiz dari
kefajiran ideologi rekean manusie menuju keadilan Islam ; dan mengantarkan manusia kepada
kebahagiaan dan ketenangan hidup.

Operasionalisasi ideologi Islam dan cile-cila politiknya di atas tiga prinsip

Pertama : Kemenyeluruhan dan finalilas sistem Islam,

Kedua : Otoritas syari'ah yang bersumber dari al-QurCan dan al-Sunnah, dan ijtihad.

Ketiga : Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan selia) zaman dan tempat.

itik

Pembangunan sistem
Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan keneparagn
Pembeangiman . komunikasi politik
Komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sislem untuk mempengaruhi
sistem yang lein melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi
politik dilekukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalem politik make diperlukan
beberapa kerangke dasar yang dapat dijadikan guidance pars aktivis calem komunikesi politik.
1. i. Penyadaran umum pentingnya sistem politik Idlaml sebagai solusi tethadap persoalan
banhgsa dan negara,
2. ii. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antera Partsi dan mayarakat
Pembangunan budaya politik
1. Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaye dalam kehidupan politik
2. Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik
3. Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik
4. Mengembangkan budaya hisbah.
Pembangunan partisipasi politik
1. Penumbuban kondisi yang menyebabkan lehirnya kesedlean masyarakat untuk
berpartisipasi politik melalui Pariai Keadilan Sejahtera secara sukarela.
2. Mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi
secara bebas.
Hubungan eksiemnal
Pola ta'awun Oalal birri wat taqws (bekerja sama dalem merealisir kebajikan dan taqwa), dan fidak
ta'wun [lalal ismi wal DOudwan (bekerja sama dalam dosa dan melpnggar hukum) adalah
merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wela merupaken esas
hubungen sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang
kafir. Dalam rangka optimalaisasi prinsip dasar hubungan sesama menusia dalam perspektif Islam
itu periu kebijakan umum.
1. Berslkap cinls, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembapa Islam,
baik di dalama ataupun di luar negeri.
2. Akif dalam menciplakan swasena yang kondusif untuk terciptanya kerjasama,
ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam.
3. Membudayakan sikap husouzhan (baik sangka) lerhadap sesama organisasi Islam
4. Bersikap tepes terhadap semua institust yang mengusung dan mengibarkan bendera
kekufuran.
Pemilu 2004
Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan entarpartei politik semakin luas. Di
sigi lain, diterapannya sistem semi disirik (berdasar Undang-undang Pemilu yang barn), seiring
dengan menguatnya tuntutandesentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategt baru, Dalam kaitan
ini Partai Keadilan Sejahiera menentukan kebijaken umum.sebagai berikut :
1, Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera
2. Menentukan kawasan-kawasan unggulen untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang
rinciannya akan dilentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera
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3. Komitmen untuk memenuhi kuola perempuan dalam Pemilu dengan mencalonken dari
kalangan perempuan sebagai calon anggola legislatif sebagrimena dietur dalam UU
Pemilu.
4. Mempercepal proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerak dan
mengefektifkannya schagai sarana rekruimen tokoh potensial.
5. Memperkuat struktur dan SDM di Dati 1T sebagai langkah antisipasi diberlakukannya
otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik.
6. Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.
3, Birokras]
Setfdak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini :
¢  Periama : kebobrokan di semua sektor,
¢ Kedusa : menjadi sarang KKN, dan
Ketiga : tidak profesional dalam menjalanken roda pemeriniahen. Oleh karena it perfu dilakukan reformasi
untuk memun culkan clean government. Sebagai konsekuensinya perlu Partai memilliki kebijakan
memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan ishlah al-hukumah dengan kebijakan:

1. Lebih memperhatikan birckrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir intemal untuk
menuduki jabatan strategis dengan lelap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah.

2. Membentuk wadah independen bagi pegawal yang bekerja di pemerin tahan,

3. Menjadi pelopor dalam pemberan tasen KKN dan dalem mehegakkan kejujuran, keadilan,

kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat.

4, Melakukan kontrol secars aktif.

4, Ekonomi dan Kesejahteraan
Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciplanya kesejahteraan yang mersla juga
merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah strukiur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah
slmtegls dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.

Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaiu dan kebijekan ekonomi.

2. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang
mandiri betapa pun kedilnya dan memberantas KKN, sistem lartel dan monopoli yeng
menghancurkan ekonomi rakyat

3. Memelihara kekaysan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industrl dan
proyek-proyek ekonomi Islam,

4. Tidak membiarkan begiti saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh-musoh ummat.

5. Menjaga kekayann alam dari eksploitesi yang merugikan rakyat banyak

6. Memperbanyak usaha-usaha solulif dan pilot project untuk memsajuken ekonomi rakyat
bekerjasama dengan berbagat pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

S. Sosial Badaya

Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai lubur yang
diringi dengan menguetnya kulluwr materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi
dengan kecenderunpgan distorsi pemahaman keagama an bagi sebagian besar masyarakat muslim telah
menjedi fenomena umum. Hal itu melahirken kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam.
Kondisi seperti itu, jika lemeh dalam pemberan lasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik.
Oleh sebab itu Partai perlu menganfisipasi sedini mungkin setidak-tidaknys untuk membentengi diri dari
tertularnye berbagai penyimpangan tersebut dengan menetepken kebijakan umum berikut;

1. Membangun imunites individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosiagl budaya yang
dapat merusak jati diri kaum muslimin.

2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam
bentuk kesenian.

3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan
mengkoreksi budays yang merusak.

6. IPTEK dan Industri

IPTEK dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita
kesejahteraan. Sedangkan kebahagisan hakiki hanya mungkin tercapai epabile manusia mampu memahami
kehendak Allah yang dimanifestasiken di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikesi yang tepat menge nai
hukum-hukurn itn melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan leknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk
itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industr] nntuk kebahagiaan manusia.

1. Penguasaan bidang TPTEK dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam
mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.
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2. Menghidupkan vpaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi IPTEK,
sehingge menjadi rahmaet bagi manusia.
3. Mengembangkan IPTEK terapan uniuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka
peningkatan kualitas SDM ummat.
4, Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri yang sirategis untuk kemajuan ekonomi ummat dan
bangsa.
7. Peran dan Tugas wanita
Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhiaf} merupakan tuges kolektif manusia (laki-laki dan
wanita) yang menunjukkan kenyalaan adanya prinslp Okemitraan' dalam peren sosial politiknya. Hel itu
setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamean hak sosial, dan persamaan
dalam tanggungjawab beserla balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partlsipasi wanila dalam siasah,
terutama dalarn perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itw Partei perlu memiliki
kebuakan dagar menge maj keterlibalan wanita dalam politik,
Mengoptimalkan peran wanila dalem segala bidang kehidupan denpan tetap memelihara herkat
dan martabat kewanitaannya.
2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optima lisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-
cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
3. Keseimbangan hak pemberdayaam politik.
4. Keseimbangan proporsioanal dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara
kwalitatif maupun kwantitatif,
5. Perhatian yang cukup lerhadap isu-isu kontem porer wanita yang berkembeng di masyaraket.
6. Menjedikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.
8. Hokum
Sejalinya hukum menetapkan hubungan pokok antnra manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lein,
terhadap orang lain, dan terhadap dirinye sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan
memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangke turut
menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partei Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebljakan
dasa.r sebagai berikut : @
Mendukung ierwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat
2. Membangun kesiapan masyarakat unfuk secara bertahap menerime syariet Islam melaiui cara~cara
yang syar'i dan konstitusional
3. Memperjuangkan secara struktural pembertakuan hukum-hukum Islam yeng masyarakat telah siap
menerimanya
4. Memprakiekkan ajaran Islarn dan syarietnyn secam istigomah, sebagal solusi, keteladanan dan
rahmat bagi kehidupan.
9. Pendldikan:
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang scyogyenym ditangani secara serius dan
bertanggungjaweb. Dalem konteks kehidupan berbangsa dan bemepara pendidikan adalah dasar
pembentukan kamakier bangsa. Oleh karena itu penyelenggarasn pendidikan herus sejalen dengan nilai-nilai
dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang berlentangan dengan nilai-nilai dasar
suatu banpza akan melehirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya.
1. Mengupayakan secara sungguh-sunpguh terselenggamnya sistem pendidkan iniegral yang
menjamin lahimya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil.
2. Melindungi enak bangsa dari sasaren rekayasa pendangkalan agidah dan pemurtadan yang
berkedok aktivitas pendidikan.
3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas,
B, Strategi Umum :
Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu kebijakan dasar unfuk
menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan
dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal :
1. Konsolldasl Internal.
1. a. Konsolidasi internal dengen sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penatsan
perubghan:
1. Mengokohkan komilmen ideologis dan doktrin perjuangan.
2. Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasgn,
3. Menguatken ruh mahabbah, 1a'awun dan ukhuwah sesama kader.
4, Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung
serta mengembangkan budaya amal-jamae'i dengan ruh jundiyah.
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2. b. Konsolidasi internal dengan sasaran pengera bangen syiar Islam, perluasen basis sosial dan
opini umum, dan pengokohan dukungan politik :

1. Meningkatkan kesadaran tenlang wa'yu amni dan siyasi.

2. Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuat
an yang menjadi musuh Istam (yaitn musuh secara ideologis, polilis, ekonomis maupun
zosial-budaya) di kawasan tanggung-jaweb da'wah nya,

3. Mengembangkan kemampuan pertahan an diri pada setiap kader.

4, Mengintensifkan ta'amul ijlima'i dengan masyarakat sckitar dan tokoh-tokoh setempat,
termasuk aparat dan birokresi pemerintahan dalam rangks menyerap informasi dan
membangua dukungan sosial.

3. c¢.Konsolidasi internal untuk menata perubahan ;

1. Menumbuhkan kemampuan elemen struktur den kader untuk memahami kondisi
geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab da'wahnyn.

2. Meningkatken penguasaan konsep sional dan metode-metode perubahan masyerakat serta
pola-pola pengelola annya.

3. Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisic agenda de*wah, dan melakukan
perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjedikan DPC dan DPRa sebagai ujung
tombak ekspansi da'weh i daerahnya.

4. d. Konsolidasi intermal tentang Orga nisasi, Kaderisasi dan Pengembangan SDM:
Mengingat tantangan mesa depan da'wah begitu kompleks dan karenanya memerluken kelincahan
bergerek maka perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan
dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan SDM:

1. Melakukan reorganisasi partai yang disesuai kan dengen lantangan ke depan.

2. Membangun pusal-pusat kaderisasi di setisp wilayah dan daerah.

3. Mengalokasikan secara proporsional potensi SDM Parlei pada lembaga-lembaga strategis
dan pusat-pusat

4, Menetapken dokirin pe'ljuangan dan prosedur disiplin orgenisasi bagi kader untuk
mengokohkan militansi 1declogis, pemikiran dan gerakan,

2. Exspansi Eksternal

1. a. Ekspansi cksternal melalui pengembangan syi‘ar Islam dan pelayanan sosial:

1. Memperluas wilayah-wilayah jasgkavan da'wah secara geografis dan demografis.

2. Mengoptimalkan peran media messa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial
yang dikelole.

3. Memperkuat sosielizasi simbol-simbol Islam melalui berbagei media publikasi.

2.  b. Ekspansi cksternal untuk memperbesar basis sosial:

1. Menata persenil da'weh dan lembaganya dan meningkatkan aktifilas pembinaan ke
berbagai segmen stralegis.

2. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam.

3. Meningkatkan kerjasama da'wah dengan berbagai lembage, organisasi maupun tokoh-
tokoh da‘wah.

3. c.Ekspansi eksiemal untuk memperluas opini umum:

1. Meningkatken kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahays media messa yang
merusak.

2. Memberdayekan dan mengembangkan media massa internal.

3. Mengefektifkan program-program munashargh dan informasi dunia Islam.

4, Mensjamkan kegiatan-kegiaten nadawast dan scjenis.

4. d. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik:

1. Menguatkan dukungan sosial dan politik.

2. Optimalisasi peran dan publikasi misi ketja SDM yang ada di legislalif, eksekutif dan
birokrasi.

3. Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan pksi-aksi esdvokasi sosial, hukum dan
politik yang dihadapi masyerakat di berbagal daerah,.

4. Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswe dan kalangan profesi dalam

memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan,

Melakuken kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Membangun jaringan lobby ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia.
Mengefektifkan komunikasi dengen partei-partai lslam, partai-pariai reformis, ormas-
ormas Islam maupun tokoh masyarakat,

Mot
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Y. PENUTUP
Demikianlah beberapa rumusan Kebijakan Dasar Partai Keadilen Sejahtera yeng telah disahkan dalam
Musyawarah Nasional Pertama Partal Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan pensosialisasian,
pendalaman dan pengayean apar stratepi, langkah, dan operasionalisasi yang akan diambil oleh Partai lebih

dapal dipertanggungjawablkar.

25

Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-Ul, 2008

[EL TR



Piagam Deklarasi

Bismitllahirrehmaanirmhiim

Bangsa Indonesia telah menjalani sebueh sejarah panjang yang sangat menentuken dalam wakiu lebih dari
lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajehan Belanda dan
Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pade tanggal 17 Agustus
1945,

Kebangkitan ini berjalen hingga tabun 1959 kelika upaya untuk membangun bangsa yanp demokratis dan
sejahtera mengalami kebuntuan dengen dikeluarkannye Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai gwal
diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tshun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah
perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesian mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana
yang mampu memberi harcpan ke depan dengan dignlirkennya Reformasi Nesional yang didorong oleh
perjuangan mahasiswa den rakyat Reformesi Nasionel pada hekekatnya adalah sebuah kelanjutan dari
upeya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesle dari perjuangan panjang
yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggumg petjusngan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam
keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politk yang aken
menjadi wahane dakwah untuk mewujudkan cita-cite universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum
muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyeraknat Indonesia umumnya. Parlai tersebut bername
Partai Keedilan Sejahtera.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkar hati dientara para
pengikut agema-Nya dan menolong perjuanpan mereka dimana pun mereka berada. Amin.

Jakaria, 20 April 2002
Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera

{Drs. Almozammil Yusnf) (Drs. Haryo Setyoko)
Ketua Umum Sekrelaris Jenderal

DAFTAR NAMA PENDIRI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Abdullah
Achyar Eldine, SE
Ahmad Yani, Drs.
Ahmadi Sukerno, Lc., MAg
Ahzami Samiun Jazuli, MA, DR
Ali Akhmadi, MA
Arlin Salim, Ir
Bali Pranowo, Drs
Budi Setiadi, SKH
Bukhori Yusuf, MA
Eddy Zanur, Ir, MSAE
Eman Sukirman, SE
Ferry Noor, SSi
H. Abdul Jabbar Madjid MA
H.M Ridwan
H.M. Nasir Zein, MA
Harjeni Hefhi, Lc
Haryo Setyoko, Drs
Herawati Noor, Dra
Herlini Amran, MA
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Imron Zabidi, Mphil
Kaliman Iman Sasmitha
M. Iskan Qolba Lubis, MA
M. Martri Agoeng
Mutlagin
Muhfudz Abdurrahman
Martarizal, DR
Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR
Muhammad Aniq S, Le.
Muhammad Budi Setiawan, Drs
Muslim Abdullah, MA
Musoli, MSc, Drs
Musyafa Ahmad Rahim, Lc
Nizamuddin Hasan, Lc
P. Edy Kuncoro, SE. Ak
Ruly Tisnayuliansyah, Ir
Rusdi Muchtar
Sareh Handayani, SKM
Susanti
Suswono, Ir
Syamsu Hilal, Ir
Umer Salim Basalamsah, SIP
Usman Effendi, Drs
Wahidah R Bulan, Dra
Wlrianingsih, Dra
Yon Mehmudi, MA
Yusuf Dardiri, Ir
Zaenal Arifin
Zufer Bawazier, Le
Zulldeflimansyah, DR.
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